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FENGANTAR REDAKSI

furnal Kebencanaan Indonesia telah memasukicetakan ke 7 padaedisi November 2009, Pada edisi
ind, Jurnal Kebencanaan Indonesia mengetengahkan enam arbkel, vang secara khusus menghaji
perkembangan penerapan teknologl dalam bidang kebencanaan, aplikasi metode vegetanf
untuk konservasi, serta lesson learn dar beberapa penanganan bencana yvang telah dilakukan
di beberapa daerah. Perkembangan yang menggembirakan kami rasakan karena arbikel yang
masuk ke redaksi kami mulai bervariasi antara artikel yang mengedepankan penelitian berbasis
penerapan teknologi maupun peneliian yang mendasarkan pada pembelajarandari pengalaman
yang telah terjadi, serta mengembangkan metode pilot project sebagai penelitian rintisan yang
nantinya mungkin akan sangat berarh bagi usaha-usaha untuk melakukan pengurangan
risiko bencana. Kami dari bim redaksi senantiasa mengharapkan masukan artikel-artikel dari
lembaga masyarakat. akademisi, dan instansi dari berbagai latar belakang keillmuan, terkait
dengan tema-tema kebencanaan. Dengan dukungan dari Pimpinan Umum, Pimpinan Redalst,
serta segenap Dewan Redaksi kami telah sepakat untuk menuju peningkatan kualitas secara
terus-menerus. Dukungan yang bnggi jugs kami harapkan datang dari para penulis di bidang
kebencanaan dengan ikut berpartisipasi untuk mengirimkan artikelnya ke alamat redaks kami.

Jurnal Kebencanaan Indonesia Volume 2 Nomor 2 vang terbit pada bulan MNovember
2009 ini merupakan terbitan ke dua untuk volume 2 sehingga harapan kami edisi ini
dapat mengetengahkan beberapa artikel yvang memberikan nuansa kebaruan dalam hal
tema kebencanaannya. Sehingga kami pun berbekad untuk dapat memberikan yang lebih
baik bagi masyarakat, lembaga, maupun semua pihak yang berkepentingan dengan
hadirnya Jurnal Eebencanaan Indonesia sebagai salah satn media pembelyjaran lentang
kebencanaan dan media bertukar ilmu pengetahuan di bidang kebencanaan bag kata semua.

Semopga beberapa artikel yang kami sajikan dalam edisi ini dapat bermanfaat bagi kita
dan pembaca yvang budiman Tidak lupa pula melalui forum ini kami dari Hm redaksi
mengundang semua pihak dari berbagai kalangan dan juga kepada pihak-pihak yang secara
khusus berkecimpung di bidang kebencanaan untuk dapat berpartisipasi menuangkan ilmu,
Fengr—:tahuan, dan penga]an'l,an ke dalam Jurnal Kebencanaan Indonesia edisi selanjubya,

selamat membaca,
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APLIKASI PEMETAAN DIGITAL CEPAT
TANGGAF BENCANA

Habib Subagio

habibsubagio@Eyahon,com
Ralai Pemeliian Geomatika
BAEQSURTANAL

Abstract

Rapid wapping applications taday began much done primardy for natural disaster mapagement. Role of
digital wiaps (spabial infornation) s disaster managenient covering the citire serivs iself disasters rRgiing RO
prresaering-posi-disaster. The shugpe of this spalial informntion ts generally in the forme of themntic nups, i additio
to Hie basic i s geovnetric frime of reference, has o form different siupes according to the disaster itself

Tlais ropadd prapping wsing GIS (Gesgriphic Tnformation Systend) os an ingtrieent i amp-aking provess,
uicludong spatial mnalysts problems essocinled with disasfers sucl as disasher arets, affected areas, until the slechion
of Hae exmecimiion rorde auid ol infrostrucinre disasters.

Thus paper presents fast mapping application based on expericitces in order o particionte and fo neEp sepern
arens afficted by watural disasters during Hie period 2004-2006. The results of this rapil mepping me spatiol
wifvrnabion different botl the content and output of the maps, This is sore die to the necessary basic needs of o
analysis of e waturn drsester itself.

Keyreord: rapicd weapging, GIS, thenimbic map, natiral disester

Informasi Dasar Spasial

Ketersediaan peta dasar (Rupa
Bumi Indonesia/BAKOSURTANAL atau
Topografi/ Dittop AD) merupakan data
awal yang paling penting dalam perclehan
gambaran médan daerah bencana. [nformasi
~dalam peta dasar ini sebetulnya sudah cukup
banyak mendukung dalam analisa medan
daerah bencana seperti topografi wilayah,
infrastrukiur, fasilitas umum, jaringan jalan,
Jaringan sungai, dan sebaran pemukiman

‘sebagai indikasi awal distribusi korban,
Peta dasar selanjutnya digunakan
sebagai peta kerja/kerangka acuan dalam
fokus analisis kawasan bencana dengan
melakukan pembuatan peta dasar wilayah
-ana berdasarkan masukan dari berbaga

informasi yvang ada separti media, kontak
person lokal, atau instibusi yang berwenang

mengeluarkan informasi bencana itu
sendiri.

ledigmma: blicike
Komiak Peunn
Inanrasd
hpnml Smibwk Sailorbik

Tiiker i Sgainded Dasar Semrah fencpns |

Gﬂmhar 1. skema penyediann infonmas)
spastal bencana secara cepat

Penggunaan citra satelit (aktil/ pasif)
juga merupakan input penting dalam

pemetaan kawasan bencana itu sendiri.
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Kedetilan informasi cibra ditampilkan melahai
resolusi piksel, sehingga dari Hap jenis
bencana menentukan pilthan citra satelit
yang digunakan. Level resolusi ini juga
menentukan pada kecepatan analisa bencana
selain digunakan sebagai validasi peta
maupun informagi yang terhimpun dibagian

pusat data spasial (date canier),

Perencanaan dan Analisa

Tahap ini merupakan persiapan
awal yang didesain cepat uniuk efekbifitas
penyampaian informasi spasial awal daerah
bencana.

Tahap ini dapat dilakukan oleh siapa saja
yang bergerak di dalam bidang manajemen
bencana alam. Tetapi, idealnya adalah adanya
suatu pusat data (spasial) bencana alam pada

Tevel pusat/ nasional.

Gambar diatas menunjukkan ahapan
perkembangan suatu sistem informasi
spasial dikembangakan dalam mendukung
manajemen bencana. Tahap paling awal
adalah perolehan informasi bencana itu
sendiri. Informasi ini biesanya diperoleh dari
media ataupun informanlokal, yang kemudian
diindaklanjuti dengan penelusuran sampai
dengan plotting ke peta dasar (hardcopy
atau digital). Tahap imi merupakan titik awal
dari pekerjaan analisa bencana, Pekerjaan
yang dimaksud meliputi plotting daerah
bencana, Pemhuatan special ase map, dan juga
pekerjaan teknis lain seperti pembangunan
data DEM untuk mengetahui situasi topograli
wilayah yang lebih ekspresif, sampai dengan
pada pengolahan citra satelit untuk wilayah

benicana i

Pemodelan untuk
mengetahui
dampak bencana

Mitigasi dan
perlindungan untuk
kawasan yang beresiko

Identifikasi kategor1
bencana
(alami/buatan

Mengetahui
distribusi bencana
secara geografis

Gamibar 2 Alur kera peayediaan informasi spasial bencana

314
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Setelah iby, memasuki tehap kategori
bencana untuk mengidentifikasi apakah it
sebagai bencana alam (snakuml disaster) atau
betwcana buatan (uun mude disister). Identifikasi
ini kadang-kadang jusiru merupakan bagian
yang paling lama karena ada sub kegiatan
yvang dinamakan penelusuran sumber
bencana | forcnisic diststeyFD). Forensic disssler,
dilakokan untuk menentukan apakah suatu
bencana merupakan bencana alam atau
bencana buatan manusia. Kasus bencana
gempa. tsunami, letosan gunung api jelas-
jelas merupakan kelompok bencana alam.
Akan tetapt pada kasus banjir bandang
misalnya, kasus seperti ini tidak serta
merta langsung dapat dikatakan sebagai
bencana alam, melainkan dapat ditelusari
samber-sumber penyebab/pemicunya.
Contoh identifikasinya adalah melakukan
monitoring perubahan mbupan lahan (hutan)
pada bagian hulu suatu DAS/Sub DAS vang
merupakan areal penyerapan air, Dengan
faktor ini saja, apabila ditemukan adanya
unsur perluasan daerah bukaan pada lahan
hutan dapat dikatakan sebagai bencana

- karena ulah manusia. Feransic Disaster pada
i'iﬂ'l}'ﬂtaﬂmtjg’a merupakan suatu proses yang
cukup rumit karena mwlibatkan beberapa
paramater-parameber yang sangat komplek.

- Mantaat paling penting dari FI} ini saat ind
telah banyak dilakukan pada kasus-kasus

‘bencana pencemaran limball seperti pada

| kasus pencemaran Teluk Buval Aplikasi

mengenal FI mi akan dibahas lebih lanjut
dalam tulisan lainnya oleh penulis.
Tahap ketiga adalah upaya mitgasi

tdlan perlindungan yang dapat diartikan

sebagai analisa cepat untuk mengetahui
sepala kondisi disekitar daerah bencana itu
sendiri seperti misalnya; jumlah rumah dan
properti lainnya, aspek topografl seperti
jalur aksesibilitas, kondisi medan, sampai
dengan jumlah penduduk yvang tentu saja
melibatkan aspek integrasi multi disiplin
unftuk mendapatkan segala macam informas
vang dibutuhkan untuk keperluan saat-pasca
bencana. Tahap akhir dari kegiatan ini adalal
upays pemodelan spasial untuk mengetahui
secara cepat dampak dari bencana itu
sendird.

Alur seperti ini lenlu saja dapat
dilaksanakan secara idel pada kondisi
bencana dengan durasi yang relabf lebih lama
seperti hanya kasus bencana alam Gunung
Merapi dan kasus lumpur panas Lapindo di
Sidoarjo. Sementera untuk bencana-beficatia
sporadis dengan durasi pendek seperti kasus
banjir bandang Bahorok; Jember, dan Sinjai
atau bencana Tsunami Aceh, alur manajemen
diatas tidak dapat dilakukan secara ideal
Ideal disini diartikan bahwa upaya sistem
infomasi ini mampu mereduksi jumlah
korban apabila benas-benar bencana tersebut
berjadi.

Kemajuan teknologi saat ind, seperti yang
teraplikasikan pada model TEWS (Tsanann
Early Warning Systent) mampu memberikan
tenggat waktn sekitar 30menit untuk upaya
evakuasi penduduk, Integrasi sistem ini
dengan upaya manajemen inforinasi spasial
diatas tentu saja tidak banyak memberikan
pengaruh upaya penyelamatan korban.
Akan tetapi, ada kelebihan dan alur pikic

manejemen bencana diatas yang bersifat
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fleksibel vaity dengan cara bahwa tahap
pemodelan sebenarnya dapat dilakukan
pada awal jauh sebshum bencana itu terjadi,
Pemodelan spasial seperti ini mulai banyak
dilakukan oleh beberapa institusi pemerintah
seperti BMG, BAKOSURTANAL, EDSM,
dan LIPL. Pemodelan tersebut menpghasilkan
prototipe-prototipe daerah-daerah resiko
dan rawan bencana, Ditinfau dari aspek
logis, prototipe-protipe it memang memiliki
akurasi vang cukup baik, tetapi ada satu
kelemahan penting dari pemodelan ini
karena hanya berhentt pada infomasi berupa
distribusi spasial bencana alam. Sementara
hirarki dari pemodelan spasial itu tentunya
meliputi aspek yang cukup luas seperti
misalnya integrasi dengan penghitungan
aset pada lokasi vang akan terkena dampak
bencana. Data-data ini memang entusaja tidak
dapat diperoleh dengan mudah karena masih
dipegang oleh masing-masing sektor terkait,
tetapi setidaknya pada pusat data bencana
ini dapal mendeteks: atau menginventarisir
segala aset (termasuk jumlah penduduk)
yang ada dilokasi rawan dan resiko bencana
tanpa terlebih dahulu memperhitungkan
nominal dari aset fersebut. Informas: seperti
ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi citra penginderaan jauh resolusi
sangat tinggi yang mampu merekam data
detil suata wi]ﬁj.-‘&h

Crisisi lain, saatini telah ada kesepakatan
antara beberapa cperator satelit resolusi
tinggi seperti IKONOS vang dikelola oleh
Space Tmaging, Quick Bird oleh Digitnl
Giobe, dan SPOTS pleh SPOT ASIA untuk
distribusi data kawasan Asia Pasifik untuk

516

mielakukan perekaman cepat daerah-daerah
vang dinyatakan sebagai bencana alam.
Data-data tersebut kemudian dikelola oleh
suatu lembaga pada masing-masing negara.
Di Indonesia, institusi LAPAN (Lembaga
Antariksa dan Penerbangan Nasional)
ditunjuk sebagai koordinator dalam akses
data citra satelit ini ke setiap operator melalus
akses transfer data via FIF maupun jasa

pengiriman biasa.

Studi Kasus Pemetaan Cepat Tanggap
Bencana Gunung Api Merapi 2006

Kasus pemetaan cepal tanggap bencana
G.A. Merapi pada awal 2006 ini menjadi
suaty model sistern informasi spasial diatas.
Tahapan vang dilakukan juga mengadopsi
dari tabapan yang telah dijelaskan pada
bagian atas tulisan ini.

Bencana lotusan G, A. Merapi mermpakan
salah satu contoh bencana alam. [urasi
bencana ini memiliki waktu yang cukup
lama vang dapat selalu diprediksikan bentuk
mitigasinya khususnya untuk G.A. Merapi,
hal ini disebabkan karena tipe letusan
gunung ini tidak seperh bipe letusan gunung
api lainnya, yaitu bahwa memang ada
semburan lava tetapi bukan tipe lehisan yang
menyembur seperti kebanyakan gunung api
lainnya, melainkan lava keluar dari kawah
dengan cara meleleh yang mengakibatkan
adanya awan panas dalam volume yang
cukup besar, Kondisi awan panas ketika
menuruni lereng ini mengakibatkan adanya
bentuk kepulan asap yang sering disebut
sebapai ‘wedhus gembel’ oleh masyarakat
lokal karena bentuknya yang murip domba
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ketika hal it terjad.

Bahaya yang ditimbulkan dari letusan
G.A. Merapi ini adalah "wedhus gembel’
itu sendiri ketika mengenai areal-areal
permukiman di kawasan lereng Merapi,
Sementara, sebelum letusan torjadi, ada
kondisi dimana awan panas yang disertai
debu vulkanik dan belerang juga keluar
terlebih dahulu dari kawah gunung ini.
Kondisi semacam ini akan diperparah apabila
ada pemicu lain seperts kecepatan angin
yang akan membantu distribusi awan panas
dan debuo vulkanik ini ke wilayah vang lehih
luas,

Beberapa ancaman bencana diatas
jelas merupakan dampak langsung yang
dipastikan akan mengenai wilayah-wilayah
permukiman pada bagian lereng G.A,
Merapi. Integrasi Sistem Informasi Geografis
dan Penginderaan Jauh digunakan untuk
mmelakukan pemetaan cepat tanggap bencana
G.A. Merapi ini meliputi tahapan sebagai
berikut:

A. Pemetaan Topografi Kawasan Merapi

Pemetaan topografi wilayah dilakukan
dengan tujuan untuk melihat landscape
kawasan G. Merapi. Selain {tu, pemetaan
ind dilakukan untuk tujuan analisa spasial
mengetahui distribusi permukiman, arah
dan pola aliran sungai, aksesibilitas jalan dan
infrastruktur lainnya.

Data peta topografi terbaru yang
tersedia untuk kawasan in: adalah Peta
EBI skala 1:25.000 yang diproduksi oleh
BAKOSURTANAL edisi tahun 199, Selain

Htu, kawasan Merapi juga telah dilakukan

pemotretan udara beberapa kali baik oleh
Dispottrud-AU maupun oleh Direktorat
P3G-PU atas bantuan dana dari pemerintah
Perancis pada tahun 1995, Kelengkapan data
ini tentu saja merupakan suatu kelebihan
dalam hal perolehan informasi detil kawasan
Merapi.

Kegiatan ini menghasilkan Peta
Topografi Khusus (Specinl Topographic Map)
berupa peta topografi yang mencakup per
kecamatan pada administrazi kecamatan di
kawasan Merapi dan peta topografi kawasan
Merapi. Tujuan pemetaan ini tidak lain adalah
untuk menyederhanakan penggunaan peta
oleh pengguna di lapangan pada saat proses
mitigasi bencana alam berlangsung.

B. Pemetaan Jalur Evakuasi Warga dan
Kawasan Rawan Bencana

Proses pemetaanjalurevakuasi dilakukan
dengan terlebih dahulu melakukan survey
lapangan untuk memperoleh data bantu/
tambahan mengenai jalur evakuasi yang
kemungkinan sudah dilakukan oleh pihak
pemerintah daerah maupun institusi lain
seperti Satlak Bakornas di tingkat Kabupaten.
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa
data jalur evakuasi penduduk yang ada
berupa skema evakuasi yang berisi data-data
nama desa;/dusun disertal dengan nama pos-
posevakuasinya. Jadi, belum berbentuk suatu
jalur evakuasi dalam suatu peta.

Suatu proses yang agak rumit dari sini
karena data berupa teks ini kemudian kita
terjemahkan ke dalam suatu bentuk peta
dengan melakukan plotting satu per satu

nama-nama dusun/desa kemudian transek




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol 2 No. 2, November 2009 ISSN 1978-3450

falur jalan yang ada hingga membentuk suatu
falur evakuasi ke dalam sebuah peta.

Informasi tambahan lain dalam peta
evakuasi inl adalah Kawasan Rawan Bencana
(KRB} vang telah dipetakan oleh BPPTK
{Balai Pemantauan dan Penelitian Teknelogi
Kegunungapian) Merapi-Yogyakarta.
Selain informaci KRB, BPPTK Merapi juga
memberikan informai mengenal lokas:-
lokasi infrastrukiur lain seperti gardu/
menara pandang, pos pengamatan, tempat
penampungan pengungsi, dan posko
PengUIgEL

Data yang tersedia inl semuanya
masih dalam bentuk cetakan (fardcopy),

kemudian tim melakukan scanning untuk

dilakukan digitasi menjadi data spasial.
Untuk memperoleh akurasi yang lebih baik,
tim melakukan survey lapangan 3 hari uivhik
memperoleh kepastian koordinat geografis
dari masing-masing data infrastruktur
kebencanaan vang ada. Perlu diinformasikan
bahwa dari hasil survey lapangan ini bhm
berhasil memberikan banyak sekali informasi
tambahan berkaitan dengan infrastrutur
kebencanaan yang ada seperti lokasi-lokasi
bunker, posko-posko pengungsi tambahan,
posko satlak bencana, dan informasi komplek
permukiman baru, Tahap selanjutnya adalah
pemrosesan data-data ini menjadi data spasial
dengan menggunakan aplikasi 51G.
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Cambar 3. Contoh skema evakuasi yang diperoleh darl Satlak Kabupaten Magelang, Gambar diztas
menunfukkan bbapan-tahapan jalur evakuasi dadi masing-rasing dusun,/desa yang berada pada
kawasan bencana G. Merapi sampai menuju lmpat penampungan akhir [TPA) yang biasanya beropa
gedung sekalah maupun kanter-kenlor pemerinialin sepeti kelurahan dan kecamatan

B
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Gambar & Contoh Peta Evakuasi Bencana G. Merapi
untuk Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang,

C. Pemanfaatan Citra SPOT5 2,5m
Teknologi pemetaan saat ind tidak terlepas
dari kemajuan tekonologt penginderaanjauh.

Manfaat dari data penginderaan jauh saat
ini suclah tdak diragukan lagi bahkan telah
menyentih pada segala aspek mulai politik-

sosial budaya-sampai linghungan

Seiring dengan adanya kerjasama ankara
beberapa operator satelit penginderaan jauh
untuk penanganan bencana alam di seluruh
dunia, maka pada kasus bencana letusan
G. Merapi 20086, Pemerintah Indonesia
melaloi LAPAN (Lembaga Antariksa dan
Penerbangan Nasional) memperoleh data
satelit SPOT dengan resolusi 2.5m melalui
SPOT Asia yang ditransfer via FTP maupun
kurir. Data ini adalah data perekaman 26 April
2006, yaita pada saat tefjadinya erupsi knat
menjelang letusan 2006. Data ind selanjutnya
dapat digunakan oleh tim untuk interpretasi
dan updating peta topografi yang digunakan

sebelumnya yaitu tahun 1996

Pemrosesan data satelit SPOT ini
dilakukan dengan menggunakan prosedur
standard pengolah citra penginderaan
jauh meliputl koreksi radiometrik, kerekst
geometrik, penajaman, dan pembuatan citra
kompositwarna (false colonr conposite) dengan
mengpunakan perangkat lunak pengolah
citra,

Hasil dan inberpretasi data ini adalah
m‘[an}rﬁ komplek-komplek pemukiman baru
yang beracda pada kawasan rawan bencana
I, 1, dan ITL. Hasil interpretas: ind kemudian
digabungkan menjadi data pemukiman
baru pada peta evakuasi yang dihasilkan
Data ini selanjutnya diserahkan kepada tim
lapangan (satlak) untuk kemudian dilakukan
pengecekan nama-nama dusun baru tersebut
vang belum masuk pada daftar peta topografi
vang adi.
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Gambar 5, Cilea 5ROTS L5m tanggal 20-04-2006 unkuk updating Pela Topografi kawasan Merapd,

Selain keperlnan pemutakhiran data
diatas, citra ini juga merekam arah aliran
lava untuk letusan baru, Hal ini apabila
dikombinasikan dengan data KRB dari
BPPTK Merap: akan memberikan suatu
Informasi bara yang dapal menunjukkan
suatu decision bagi penduduk dan masyvarakal
tentang arah letusan dari G. Merapi itu
sendiri. Selain ihy, karena sitat dinamis dari
0, Herapi seringhkali pengamatan visual
langsung kurang memberikan informasi yang

tepat mengenat arah letusan itu sendiri.

Sosialisasi

Tahap akhur darn peneliban tm adalah
sosialisi hasil. Sosialisasi hasil dilakukan
setiap saat ketika tim berada di lapangan, Jadi
dapat dikatakan bahwa, sosialisasi pemetaan
ini dilakukan sebisa numgkan untuk mencapai
tujzan meminimalisasi jumlah korban, Detil
dari tahapan sosialisasi dari pekerjaan ini
adalah sebapai berikut

a. Sogialisi Tehap 1, distribust  dan
pembelajaran  pembacaan peta secara
singkat Peta REBI skala 125000

BAKOSURTANAL tanpa proses lainnya.
Distribusi dilakukan kepada; Pemerintah
Dacrah (Satlak) di lapangan, Posko-
Posko Bencana dan Pengungsi, TINI dan
Palri (Polsek), Relawan dan LSM.

Sosialisasi Tahap II, distribusi Peta REl
125000 BAKOSURTANAL
Topografi Khusuz Kawasan Merapi.

dan Peta

Target sosialisasi adalah sama dengan
Tahap |, Dalam tahapini sudah dilakukan
koordinasi dengan perguruan Hnggi,
BPFFTE, dan tokoh masyarakat.

Sosialisasi Tahap [l diskribusi Peta
Penduduk-Kawasan
Bencana dalam bentuk cakupan per
kecamatann dan cakupan  seluruh
kawasan Merapi. Distribusi dilakukan
untuk setiap kecamatan dan Koramil,
Folsek, Posko Satlak, PMI, Relawan dan

Evakuasi TFawan
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LSM yang ada. Selain itu, hasil akhir
ini juga disosialisasikan ke pthak-pihak
vang melakukan riset terhadap akbivitas
G.Méerapy seperti Pusat Studi Bencana
Alam-UGM,  BPPTE-Merapi,
Kementrian RISTEK untuk mendapatkan

dan

masukan-masukan positif terhadap data

yvang dihasilkan.

Drarl keseluruban proses-proses dmtas,
tahap sosialisas i merupakan implementasi
riset yang menunjukkan soatu indikator
kemanfaatan dari suato produk penelitian
bagi pengguna secara umum terkait dengan
proses penanganan kebencanaan secara
umum dan terlebih lagi pada kasus bencana
letusan G, Merapi 2006, dapat dikatakan
tidak ada korban karena selain kesadaran

masyarakat sekitar yang sudah cukup tinggi,

para petugas maupun relawan bencana

juga meongaci lebih cepat menguasai kondisi
medan dengan adanya mformasi peta-peta
seperb diatas.

KESIMPULAN

Penyediaan informasi spasial unituk
penanganan bencana alam memberikan
dampak positif bagi percepatan proses
tanpgap darurat, selaln ity pemanfaatan
teknologi GIS untuk penyediaan informast
spasial pada daerah bencana merupakan
bagian darl penanganan bencana (disaster

management) itu sondiri,

DAFTAR PUSTAKA
http:f fwww disasterscharte OIS

hitp:/ /www . respond-intorg  respondlive/

hittp:/ /eoGrid.esrin.esa.int

htip:/ / sertit.u-strasbg. [r/ documents f asie/
indonesia.hbm

http:/ /www.independent.co.uk/life-
style/gadgets-anc-tech/ features/
mapping-tha-disaster-zones-8275609.
hitm] "Mapping The Disaster Zone™

Satkoriak Kabupaten Sleman, 2006,

Infrastrukiur Bencana Alam Gunung
Merapi

Gambar &, Benluk sosialisas] langsung kepada im refawan bencann mengenai pemetaan
bencane dalam rungha penangenan evakuast penduduk dan penpungsic
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REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN RAWAN LONGSOR
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Studi kasus di Desa Bonjor dan Sigedong, Kecamatan Tretep,

Kabupaten Temanggung

Hatma Suryatmojo®, Widiyaino®, K.Fajar Wianti®,
Prasetyo Nugroho®*, Urfi [zzati**

“Stnf Pengair Fakultas Kehutanan TIGM
= fAsiston Laboratorium Pengelodaan DAS, Fakultas Eehatanan UGK

Abstract

Thie irecrensigg popidifion grovrtl eveny yedr aell lave an aupect on e mcressingli Ingh desemad for Tand e
be wsed as agriculfural land, plantations, setflements and others, Utilizafion that is inconrpatible with approprinte
nse, will decrense lnied produchioety and eausing enoironmentsl degradabion. Temanggung Regoicy is one of the
areat thit Joas a problen with ieeduse. Bonjor mid Sigedong Village is locnted of an alfifnde of 1200 nwasl and his o
plepsiograpliic euch as conseroation areas. Most peopie 1ise the laed for tobacco frming, wiich is fndicoted rs Hie
raafiy eaese of laved wnd sndronmierniod degradatioa.

As an effort fo tnorease publie participation i entirommental turprovement, vequired a slafting of Buliding
paradigin in the compeity in order to manage and wfilize lawd that are ecologically able o litbe 0 consertation
function but nlso could enbimece: Hie faowdihood. Direct edecention do the comominsty has been able fo inspere Heme
to conduct enmironmental coseroation efforts, Horough the development of dmdslide-prone land rehabilfintion
denplat, The demplof mlcl is brilt by the comenrnnity itdependently, mhie o divert ntteation from e culboation
of tobacen fo offer crops Bl Teoe fugher consertation palue of Tand hat is with neived tree crops siicll 0s sengon
aeid guren with coffee plante are expected o provide ecoiovnic bengfils equivalent to or ligler than tobacen, Such
a mlot project 5 apprrcitly oble fo mokonke ofloer people fo follooe sinalar croppiing poktern, soliicll i expected to
covetribuike to dmilslide risk medncton,

Key word : Relwbilitation, Conservation, Landslides, Community Enpowerment

I. PENDAHULUAN dan dalam menjalankan aktvitasnya manusia
1.1 Latar Belakang seringkali mengakibatkan dampak pada
Permasalahan lingkungan merupakan salah satu komponen lingkungan yang
salah satu permasalahan penting yang akan mempengaruhi ekosistem secara
akan terus berkembang seiring dengan keseluruhan,
perkembangan jaman, teknologi dan Pertumbuhan penduduk yang terus
penduduk yang semakin padat. Manusia menmgkatdari mhunke ahunakan berdampak
memiliki peran yang sangat penting di pada semakin tingginya permintaan akan
dalam kehidupan terutama dalam hal lahan yang akan digunakan sebagai lahan
penggunaan dan pengelolaan lahan Asdak pertanian, perkebunan, pemukiman dan [ain
{2002) menyebutkan bahwa manusia adalah sebagainya, Pemanfaatan vang tidak sesuai
salah satu komponen ekosistern yang dinamis dengan peruntukaannya akan berakibat
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pada perurunan predukivitas lahan sehingga
menimbulkan kerusakan lingkungan, Salah

satu daerah yang memiliki permasalahan
dengan penggunaan lahan adalah Kabupaten
Temanggung.

Sebagai kabupaten yang terletak
diantara dua gunung, yaitn Gunung Sumbing
{+ 3.260 m) dan Sindare (+ 3151 m), wilayah
Termnggungmempai:an wilayah penyangga
bagi daerah hilir schingga kelestariannya
perfu dijaga. Penggunaan lahan di Kabupaten
Temanggung terbanyak dipergunakan
untuk lahan pertandan. Penggunaan lahan di
lereng-lereng yang mempunyai kemiringan
diatas 30 % sebagian besar berupa tegalan
dengan tembakau sebagal jenis tanaman
yang dikembangkan dan kebun yang dikelola
oleh masyarakat sekitar. Pengpunaan lahan
yang sangat intensif tersebut berakibat pada
penurunan kualitas lingkungan. Halini dapat
dilihat dari tipisnya lapisan tanah, banyaknya
erosi serta berkurangnya kesuburan tanah
(Bappedalda Temanggung, 2006).

Desa Bonjor dan Sigedong merupakan
desa yvang terletak pade ketinggian 1.200
mlpl dan memiliki fisiografi seperti kawasan
lindung. Meskipun demikian, sebagian besar
masyarakatnya memanfaatkan sebagian
besar lahan sebagai lahan pertanian tanaman
tembakau. Tanpa disadari, pemanfaatan
lahan ini justru akan memperburuk kondisi
dan produktvitas lahan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu
perubahan pengelolaan dan pemanfaatan
lahan yang secara ekologis mampu memiliki
Fungsi perlindungan terhadap lingkungan

dan juga mampu meningkatkan ekonomi
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masyarakat sekitar. Perubahan ini tentunya
memerlukan upayva untuk meningkatkan
kesadaran serta peran serta dari semua pihak.
Perubahan tersebul dapat dirintis melalui
pembuatan suatu petak percontohan /demplot
yang mampu menjawab permasalahan

penurdanan kualitas lingkungan.

1.2 Longsor Lahan
Tanah longsor adalah perpindahan

material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah, atau material
campuran tersebut yang bergerak ke bawah
atau keluar lereng akibat wilayah yang jenuh
air dan adanya gaya gravitasi. Ada banyak
faktor yang dapat menjadi komponen dalam
memicu kejadian longsor lahan. Beberapa
faktor yang menjadi kunci dan mudah
diternmi di lapangan adalah :
1. Daerah berbukit dengan kelerengan
lebih dari 20 derajat,
2. Lapisan tanah tebal di atas lereng,
3. Sistemn tata air dan tata guna lahan
yang kurang baik,
4. Lereng terbuka atau gundul,
5. Terdapat retakan tapal kuda pada

bagian atas tebing,

6. Banyaknya mata air/rembesan air
pada tebing disertai longsoran-
longsoran kevil,

7. Adanya aliran sungai di dasar
lereng,

B. Pembebanan yang berlebihan pada
lereng  seperti adanya  bangunan
rumsah atau saranan lainnya,
rumah atau jalan.
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1.3 Teknik Konservasi Tanah

Permasalahan berkaitan dengan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan
peruntukannya adalah erosi. Menurut
Arsyad (2006) erosi adalah hilangnya atau
terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah
dari suatu tempat yang diangkut oleh air
atau angin ke tempat lain. Erosi yang terjadi
pada suatu wilayah akan menyebabkan
hilangrya lapisan atas, padahal lapisan tanah
atas tersebul adalakh lapisan hmal'l].rimE subur
untuk pertumbuhan tanaman., Keadaan
ini juga akan berakibat pada penurunan
produktivitas tanah sebagai tempat tumbuh
tanaman dan bercocok tanam. Selain ita,
terjadinya erosi akan selalu diikuti oleh
proses sedimentasi atau pengendapan, Proses
pengendapan vang dibiarkan berus menerus
akan menyebabkan sungal dan waduk
menjadi dangkal. Dangkalnya sungai dan
waduk tersebut akan mengakibatkan cepat
meluapnya air pada saat musim penghujan
dan bisa menyebabkan banjir.

1.4 Teknologi Oplimalisasi Pemanfaatan
Lahan melalui Pola Agroforestri

Agroforestri merupakan gabungan

ilmu kehutanan dengan agronomi, yang

memadukan usaha kehutanan dengan

pembangunan pedesaan untuk menciptakan
keselarasan antara intensifikasi pertanian

dan pelestarian hutan, Disisi lain agroforestr
dapat diartikan sebagai sistem penggunaan
lahan {usahatani) yang mengkombinasikan
pepohonan dengan lanaman pertanian untuk
meningkatkan keuntungan, baik secara
ekonomis maupun lingkungan. Pada sistem
ind, terciptalah keanckaragaman tanaman
dalam suatu luasan lahan sehingga akan
mengurangi risiko kegagalan dan melindungi
tanah dari erosi serta mengurangi kebutuhan
pupuk atau zat hara dari luar kebun karena
adanya daur-ulang sisa anaman (Anonim,
2004). Sistemn ind dapat mencegah perluasan
tanah terdegradasi, melestarikan sumberdaya
hutan, meningkatkan mutu pertanian
serta menyempurnakan intensifikasi dan
diversifikasi produk.

Sistem agroforestri dapat dikelompokkean
dalam 4 model, yaitu (1) pola lorong (alley
cropping), {2) Pola pohon pemnbatas (#trees along
borider), (3] Pola campur (randon mixers) Alley
cropping adalah sistem ini merupakan sistem
pertanaman di mana tanaman perkebunan
atau semusim ditanam pada lorong di antara
barisan tanaman pagar/ pohon yang ditata
menurut garis kontur.

ma b

Gamiar 1. Pola lorong (nlley crapping)
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Trees along border adalah barisan tanaman
perdu atau pohon yang ditanam pada batas
kebun. Bila kebun berada pada lahan yang
berlereng curam; maka pagar hidup akan
membentuk jejaring yang bermanfaat bagi
konservasi tanah, Pangkasannya dapat
digunakan sebagai sumber bahan organik
atau sebagai hijauan pakan ternak.

dengan persoalan-persoalan pembangunan.
Hayden (1979) dalam Soetomo (2006)
mendefinisikan pengembangan masyarakat
{commumity development) suatu proses yang
merupakan usaha masyarakat sendiri yang
diintegrasikan dengan ctoritas pemerintah
guna memperbaiki kondisi sosial ekonom,

kultural komunitas, mengintegrasikan

Gambar 2 Fala pohon pembatas {frees along berder},

Rastdom neixers adalah suatu pola tanam
dimana pohon sebagai stratum paling
atas ditanam pada jarak tanam vang tidak
teratur pada suatu areal dan tanaman
semusim/ perkebunan ditanam pada starum
di bawahnya,

Gambhar 3, Polz campur {rardon: mcEra}

5.5 Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan sebenarnya sangat
terkait erat dengan konsep pembangunan
alternatif (alfernative depelopnient) yang
beberapa wakiu terakhir marak berkembang,
Konsep pengembangan masyarakat

{commuoith) depelopmeit) sangaterat kaitarmya
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komunitas ke dalam kehidupan nasional dan
mendorong kontribusi kormunitas yang lebih
optmal bagi kemajuan nasional.

Proses pembangunan memuat tiga unsus
esensial vaitu adanya proses perubahan,

mobilisasi atau pemanfaatan sumberdaya,

1 Ly,
e - :I'. [t
'

dan pengembangan kapasistas masyarakat
{Soetomo, 2006). Kegiatan rehabilitasi dan
konservasi lahan di daerah yang beresiko
longsor ini dilakukan juga dilaksanakan
dengan memperhatikan liga unsur esensial
tersebut. Proses perubahan didorong untuk
mengajak masyarakat secara perlahan beralih
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dari pola pertanian seragam vang tidak ramah
lingkungan menuju pola pertanian campur
yang ramah lingkungan dan memberikan
ragam hasil dan peningkatan kesejahteraan.
Mobilisasi atau pemanfaatan sumberdaya
menjadi hal pokok dalam kegiatan ini,
sedangkan penguatan kapasitas masyarakat
menjadl wahana menuju perubahan pola
pemantaatan lahan tersebut FPendekatan
proses diutamakan dalam program
pengembangan masyarakat [communify
depeiopnent) dibandingkan dengan hasilnya
secara material pada kawasan yang luas.
Kegiatan pembuatan demplot pengelolaan
lahan dengan sistem pertanian campur
menjadi sarana untuok mensosialiasasikan
teknik ira agar diduplikasi oleh masyarakat

secara luas.

5.6 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi bukanlah sekedar upaya
mencar] dukungan, bukanlah sekedar upaya
sosialisasi, untuk menjalankan sebuah
kebijakan tertentu. Partisipasi mengandung
makna pelibatan, dimana representasi atau
keterwakilan menjadi kata kuncinya {Wianti,
2006,

Soetomo {2006) mengungkapkan babwa
partisipasi merupakan perwujudan dari
upava pengembangan kapasitas masvarakat
yang diwujudkan dalam berbagai tahap
Legiatan pengembangan masyarakat yaitu ;

a. Partisipasi dalam identifikasi
masalah
. Partisipasi

masyarakat  dalam

PETUTILISAN Progranm

. Partisipasi masyarakat

pelaksanaan dlam pengelolaan

program

il Parbsipasi masyarakat pada tahap

evaluagi
e. Partisipasimasyarakatdalammenikmat
hasil
Dalam jangka panjang terwujudnya
partisipasi akan bardampak pada pemantapan
proses institusionalisasi program yang telah
dirancang dan dilaksanakan.

IL KARAKTERISTIKWILAYAH
KEGIATAN

2.1 Curah Hujan

Data PSDA Progo-Opak-Oyo
menunjukkan bahwa curah hujan rerata
tahunan di kawasan Temanggung lebih dard
2458 mm / tahun, Curah hujan tertinggi
tercatat di stasiun Kladung (3.183 mm /
tahun) dan terendah adalah di Stasiun
Kranggan (1.863/ tahun). Berdasarkan peta
curah hujan yang diterbitkan oleh Bapedalda
Temanggung, dapat diketahui bahwa
Kecamatan Tretep menuliki curah hujan yang
tergolong tinggi yaitu diantara 3500-4000
mm, th. Berdasarkan Klasifikasi Oldeman,
maka Kecamatan Tretep memiliki bulan
basah terpargang dan bulan kering terpendek.
Keadaan ini tentunya akan berpengarmh pada
penis tanaman yang dkan dikembangkan di

tempat tersebut.

22 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi yang
diterbitkan oleh Bapedalda Kabupaten
Temangpunyg, maka dapat diketahui bahwa
Kecamatan Tretep masuk dalam formast Kali
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Getas. Formasi Kali Getas berumur plislosen
terdapat di bagian barat laut merupakan
bagian dari timur komplek Pegunungan
Dieng dan bagian tenggara merupakan lereng
tengah dan kaki Volkan Telomoyo vang
dideminasi oleh bahan sedimen breksi, aliran
lava, batu pasir tufaan; dan batu lempung

2.3 Tanzh

Jenis tanah yang ada di Kabupaten
Temanggung meliputi (1) Andosol (Andepts,
Andisols); (2) Latosol {Tropudalfs, Tropudults)
dan (3) Regosol { Tropopsannsents, Ldipsimmmmenis)
{Bapedalda Temanggunyg, 2006). Berdasarkan
Peta Tanah yang diterbitkan oleh Bapedalda
Kabupaten Temanggung, maka dapat diketahui
bahwai Kecamatan Tretep tersusun atas dua
jenis tanah yaitu Asosiasi Andosol Coklat dan
Regosol Coklat serta sebagian kecil wilayah
Kecamatan Tretep tersusunoleh Latosol Coldat.,
Tanah Andosol (Hipludands), merupakanagihan
jenis tanah yang terdapat pada lereng-lereng
atas hingga puncak volkan, yaitu volkan
Sumbing, dan Sindoro, yang mempunyai
kebinggian (elevasi) di atas 1,000 m dpal,
dan bahan induk bahan abu volkanis

umur pleistosen.

2.4 Kemiringan Lereng

Berdasarkan Peta Lereng yang
diterbitkan oleh Bapedaldas Kabupaten
Temanguung, maka dapat diketahui bahwa
daerah tersebut memiliki kelerengan vang
berkisar antara 0-8 % - > 60%. Khusus untuk
Kecamatan Tretep terbagi menjadi tiga
kelerenpan, yaitu 30 - 45%, 45 - 60% dan >
60%. Dengan kelerengan tersebut maka dapat

528

dikatakan bahwa Kecamatan Tretep terletak
pada kelerengan yang tinggi, Semakin tinggl
kelerengan suatu daerah maka semakin
tinggi pula potensi terjadinya pengikisan
atas erosi, apalagi jika penggunaan lahan
yang ada di daerah tersebut tidak sesuai
dengan karakteristik, kemampuan, daya
dukung lahan serta tidak menerapkan kaidah
konservasi tanah dan air yang baik.

55 Penggunaan Lahan

Sebagian besar penggunaan lahan di
kecamatan Tretep terutama di Desa Bonjor
dan Sigedong didominas oleh Tembakau dan
Jagung, yang ditanamsecara bergantian dalam
satu tahiin pengelolaan lahan. Tembakau
ditanam pada bulan Maret-April dan dipanen
pada bulan Agustus, sedangkan Jagung
ditanam pada bulan September - Desember.
Selain itu, beberapa jenis tanaman lain yang
diusahakan namun dalam jumlah yang kecil
yaitu Kopi, Cengkeh, Sengon dan Suren.
Cengkeh dan Sengon merupakan komoditas
alternatif yang ditanam namun belum
menghasilkan panen yang memuaskan atau
menguntungkan bagi masyarakat, sedangkan
Kopi dan Suren lebih banyak diminati
masyarakat untuk dikembangkan lebih lanjut
karena kedua jenis tanaman tersebut dapat
tumbuh hagusdanpzmm dengan hasil/nilai
ekonomi yang Hnggi.

IMI. PELAKSANAAN KEGIATAN

1.1 Pemetaan Stakeholder Desa
Pemetaaan siakeliolder dilakukan

untuk mengetahui siapa saja yang vang

mempunyai kepéntingan dan keterlibatan
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dengan kondisi ingkungan, Desa Bonjor
memiliki 5 kelompok tant yang terdiri dari 4
kelompok tani vang berangpotakan laki-laki
dan 1 kelompok tani yang bémngﬁntah;an
perempuan, yailu kelompok tani Mandiri,
kelompok tani Gayuh Mulyo, kelompok tand
Maju I, kelompok tani Maju I dan kelompok
tani Wanita, dengan anggota masing-masing
kelompok tani adalah tiga puluh (30) orang,
Dwsa Sigedong memiliki 2 kelompok tani,
yaitu Sidodadi dan Sidomuncul yang masing
- masing beranggotakan 3 orang. Salah satu
upaya rehabilitasi dan konservasi lahan
vang beresiko longsor dilakukan dengan
peningkatan kesadaran masyarakat techadap
kondisi lingkungan. Upaya tersebut dilakukan
melalui perangkat desa dan kelompok tang,

3.2 Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Terhadap Kondisi Lingkungan

Tembakau merupakan salah satu
komoditas pertanian yang secara turun-
termurun menjadi tradisi di Desa Bonjor
dan secara ekonomi tembakau memiliki
nilai ekonomi yvang tinggl, tetapl akhir-
akhir ini budidaya tembakau di desa Bonjor
dan Sigedong dirasakan telah mengalamd
perubahan. Hasil penanaman tembakau
seringkali tidak memberikan hasil yang
memuaskan, Pertanian tembakau di kedua
desa telah memperlihatkan penurunan baik

dari kualitas produksi dan secara ekonomis

mulai tidak sebaik masa yang lalu, bahkan
menimbulkan dampak yang tidak ramah
pada lingkungan,

Berdasarkan hasil diskusi bersama
kelompok tand diketahui bahwa permasalahan

vang muncul di lokasi kegiatan adalah

sebagal berikut

1. Tanaman tembakau merupakan

tenaman yang tefah dibudidayakan sejak

dulu secara turun-temurun, sehingga
masyarakat sangat tergantung dan
merasa sulit untuk meninggalkannya.

. Hasil pertanian tanaman tembakan
S-Et'ingkﬂ]i tidak menentu dan dirasakan
cenderung merugikan.

. Kesuburan tanah menurun, hal
ini diindikasikan
banyaknya jumlah penggunaan pupuk

dengan semakin
pada setap kali penanaman tanaman
pertanian maupun tembakau.

- Terjadi kesulitan unluk mendapatkan air
pada musim kemarau.

. Terjadi erosi dan longsor di beberapa
kawasan.

. Munculnya keinginan yang kuat dari
masyarakal untuk beralih dari sistem
pertanian sejenis berupa tembakau atau
fagung ke pola penggunaan lahan lain
vang dapat memberikan hasil optimal
dan menjaga lingkungan.

. Masyarakat  telah
tanaman lain berupa pinus, tetapi

mengusﬂha kan

pertumbuhan yvang dihasilkan kurang
optimal,

Hasil diskusi serial pada masing-masing
kelompok tani merupakan bahan diskusi
terfokus pada tingkatan berikutnya yaitu
tahap penggalian potensi dan permasalahan
antar kelompok tani.




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol 2 No. 2, November 2009

ISSN 1978-3450

3.3 Penggalian Potensi dan Permasalahan
Antar Kelompok Tani

Berbekal hasil diskusi serial pada
masing-masing kelompok tani, pada ahap
berikutnya dilakukan penggalian potensi
dan permasalahan antar kelompok tani
dengan metode yang sama. Pada tingkat ini
focus groups dilakukan dengan partisipan
perwakilan dari masmg-masing kelompok
tani, Pada tahap ini dilakukan analisis
bersama atas potensi dan permasalahan yang
dihadapi masing-masing kelompok tani.

Permasalahan yang dihadapi oleh
masing-masing kelompok tani relabil sama
yaitu terjadinya penurunan hasil pertanian
tembakau sehingga secara ekonomi kurang
menjanjikan. Upava yang telah dilakukan
diantaranya sudah dilakukannya penanaman
tanaman lain selain tembakau seperti
sengon dan suren. Hal ini memerlukan
suatu pengenalan sistem pertanaman yang
diharapkan mampu memberikan hasil
yang secara ekonomi menguntungkan serta
menerapkan kaidah konservas: lahan dengan

tepat.

34 Perencanaan Demplot
Demplot (demonstrnbion plof) adalah salah
satu bentuk plot yang digunakan sebagai
plot atau petak percontohan untuk suabu
benhuk rancangan pertanaman. Perencanaan
pembuatan demplot diperlukan dalam rangka
memberikan contoh kepada masyarakat
mengenai sistem pertanaman yang ramah
lingkungan.
Pola pertanaman pada demplot

menggunakan sistem Alley Cropping. Sistem

530

Alley Cropping mempunyai beberapa
keuntungan, yaitu (1) menyumbangkan
bahan organik dan hara terutama nitrogen
untuk tanaman lorong dan (2) mengurang:
laju aliran permukaan dan erosi. Efektivitas
pengendalian erosi tersebut sangat tergantung
kepada jenis tanaman pagar yang digunakan,
jarak antara tanaman pagar dan pada
saat awal, kemiringan lahan. Efektivitas
pengendalian erosi dapat mencapai >35%
dibanding apabila tidak menggunakan Alley
cropping.

Alegre dan Rao (1595) menunjukkan
bahwa Alley croppimg menahan kehilangan
tanah 93% dan air 83% dibandinghkan dengan
pertanaman tunggal semusim. Hal ini
disebabkan karena (1) terbentuknya teras
secara alami, (2) adanya seresah yang
jatuh ke tanah berfungsi sebagai mulsa,
sehingga tanah terlindung dari air hujan dan
pemadatan tanah karena ulah pekerja selama
operasi di lapangan dan {3) barisan tanaman
searah kontur dapat menurunkan kecepatan
aliran permukaan sehingga memberikan
kesempatan pada air untuk berinfilirasi.

Interaksi yang terjadi antara tanaman
pagar/ pohon dan tanaman utama (pangan,/
perkebunan) dalam sistim ini juga memberikan
beberapa keuntungan, yaitu
1. Serasah dan hasil pangkasan (daun dan
rantng) merupakan lapisan pelindung
sumber bahan organik untuk tanah.
Lapisan serasah menurunkan kehilangan
air melalui evaporasi dari permukaan
tanah dan  memperbaiki
kelembaban tanah.

3, Naungan tanaman pagar/pobon dapat

regim
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menekan pertumbuohan gulma (misalnya

fmperatn  cylindricn), dan mengurangi
resiko kebakaran pada musim kemarau.
dalam

memperbaiki siklus unsur hara dengan

. System  perpkaran  yang
cara ;

. Nultvient safely aet, pengambilan
unsur hara yang tercuci ke lapisan
sub soil yang tidak terjangkau oleh
akar tanaman pangan,/semusim yang
dangkal.

. Nitrignt Pump, pengambilan unsur
hara yang dilepas dari pelapukan
mineral pada lapisan yang lebih
dalam.

. Tanaman pagar (Leguminosa) dapat
mengikat unsur N2 secara biologis
dari wudara dan sebagai suplai
nitrogen sehingga kebutuhan pupuk
M diturunkan.

. Memberikan iklim mikro yvang stabil,
dengan penurunan kecepatan angin,
peningkatan kelembaban, memberikan
naungan (misalnva Erythrina pada

pertanaman coklat atau kopi).

Perencanaan Demplot Partisipatif

Demplot dirancang berdasarkan hasil
‘kegiatan focus groups discussion yang telah
dilaksanakan sebelumnya unhik mengetahui
‘preferensi masyarakat akan jends tanaman
o la tanam yang akan dikembangkan di
e Bonjor dan Sigedong. Berdasarkan hasil
- bersama masyarakat dan kelompok
fami, disepakati bahwa akan dibuat 3 buah

gemplot menggunakan pola tanam dengan

Bariasi jenis tanaman dan menerapkan teknik

konservasi tanah dan air berupa terasering.
Jenis tanaman yang digunakan adalah
kombinasi antara Suren dengan kopt Arabika.
Jarak tanam yang disepakati yaitu 4m x 3m
untuk tanaman keras dan 2m x 3m untuk
tanaman kopl. Jarak tanam Bnaman keras
dibuat lebih lebar agar dapat memberikan
ruang tumbuh optimal bag kapi. Selain bibit,
juga disediakan benih legum jenis Pinus dan
Lamtoro sebagai tanaman sela. Legum ind
bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan
mengurangi laju aliran permukaan dan Pinus
ditanam di sekitar dempiot.

Alternatif demplot yang akan
dikembangkan disajikan pada Gambar 4.
Selain ihu fuga disepakab teknik konservasi
tanah dan air yang akan diterapkan yailu
dengan membuat terasering. Tujuan
pembuatan terasering adalah untuk
mengurangi kelerengan lahan, mengurangi
aliran permukaan, mengurangi bahaya erosi
dan tanah longsor.

Perbaikan kondisi lahan meliputi
kegiatan pembuatan bidang olah vang akan
dijadikan sebagai bidang tanam terutama bagi
tanamian kopi. Hal ini disebabkan pembuatan
terasering Hdak dapat diterapksan pada saat
itu juga karena keterbatasan kondisi lahan
yang tidak memungkinkan.

Tahapan pembuatan terasering yang
dilaksanakan adalah sebagai berikuat:

1. Penanaman Bibit pada Lahan
Meskipun secara [isik teras belum
terbentuk, penanaman bibit dapat tetap
dilaksanakan. Hal ini terkait dengan
masih berlangsungnya musim hujan
dan merupakan waktu yang baik bagi
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Gambar 4. Rancongan Demplot

kegiatan penanaman. Tanaman Suren
dan kopi arabika ditanam diantara
tanaman jagung atau tanaman semusin
lainnya dengan jarak tanam yang telah
ditentukan. Selain itu tanaman pinus di
tanam di sekeliling demplot. Tahapan
penanaman  vang dilakukan sebagai
berikut:

a. Persiapan lahan

Persiapan lahan yang dilakukan
yvaitu pembersthan lahan dan
tumbuhan bawah yang ada. Hal ini
perlu dilakukan agar tanaman dapat
tumbuh dengan baik.

Penentuan dan pengukuran jarak
tanam

Penentuan jarak tanam dilakukan
agar balk tanaman kopl maupun
Suren sama-sama memperoleh ruang
tumbuh sehingga dapat tumbuh
opbimal. Jarak Enam yang terlalu
rapat akan menyebabkan persaingan
dalam memperoleh cahaya dan unsur

332

hara sehingga akan menghambat

pertumbuhan tanaman.

. Pembuatan lubang tanam

Pembuatan lubang tanam dilakukan
agar gas yang ada dalam tanah
keluar teriebih dahulu. Gas dalam
tanah ini dapat meracuni bibit yang
ditanam. Oleh karena itu, hendaknya
pembuatan lubang tanam jauh han
dilakukan sebelum penanaman.

. Pemberian pupuk

Pemberian pupuk dilakukan agar
bibit tanaman mendapat asupan
unsur hara yang cukup. Pupuk dapat
berupa pupuk dasar dan pupuk
tambahan.

. Penanamian

Penanaman dilakukan setelah lubang
tanam siap dan telah diberi pupuk.
Penanaman perlu memperhatikan
prinsip keamanan dan kesehatan
bibit.
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2, Penanaman Tanaman Penguat Tanah
Tanaman penguat tanah ind berfungsi
untuk meningkatkan kemantapan dan
agragasi tanah, sehingga tanah tidak
mudah hancur dan lebih tahan terhadap
daya rusak tanah terutama karena
pengolahan dan pukulan air hugan,
Tanaman penguat tanah yang mudah
digunakan adalah jenis rumput gajah.
Tanaman ini ditanam rapat memanjang
searah  dengan  kontur/  kelerengan
lahan.

. Pembuatan Teras
Pelaksanaan pembuoatan teras baru dapat
dilaksanakan jika [Bnaman penguat
tanah telah tumbuh dengan baik, besar
dan rapat Hal i dilakukan dengan
tujuan agar tanah tidak mudah hancur
pada saat pembuatan dan pembentukan

teras.

- KESIMPULAN

., Desa Bonjor dan Sigedong memiliki
Hsiograli seperi hutan lindung dan
karakteristk hsik yang rawan longsor
schingga pengelolaan  lahan  dan

pemanfaatan lahanharusmemperhatikan

Tungsi lindung dan kerawanan terhadap

longsar,

. Melalui edukasi, masyarakat menvadari
bahwa sistem pertanian yvang selama
ini dilakukan tidak ramab lingkungan
sehingga membutuhkan sistemn baru yang
lebih ramah lingkungan dan memberikan
manfaat ekonomi yang lebih tinggi.
Paradigma baru tentang keharusan
melakukan konservasi dan rehabilitas:

lahan mampu mendorong masyarakat
untuk melakukan perubahan terhadap
pemanfaatan lahan secara swadaya.

. Masyarakat mampu mendesain demplot
rehabilitasi lahan rawan longsor secara
partisipatif  dengan
sistem  agroforestri yang diharapkan
dapat memberikan hagil ekonomi yang
menguntungkan.

memantaatkan
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Abstract

Senarmig fnce probiwns rok, bned subsidence, and flooding (Arbriyakto med Kerdyanto, 2006). This researc
to el the sneedadion sdnerability die to rising sen lrvels. Processing dota using Geagrapdag Inforimton Systemn
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nigh tevel of vulnerability due to seq level rise. Visible fndication is the existence of some permament tomdatio
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1. PENDAHULUAN

Kota Semarang vang terletak di pesisir
menghadapl persoalan lingkungan yang
beragam. Berbagai persoalan lingkungan
vang menjadi ciri kota pesisir antara lain
ancaman banjir. Banjir dapat dikategorikan
menjadi beberapa kategori antara lain bargir
rob, banjir lokal dan banjir sungai.

Banjir air pasang merupakan suatu
kejadian yang disebabkan oleh kenaikan
muka air laut secara global. Adanya pasang
naik dan pasang surut akan mempengaruhi
kondisi genangan yang terjadi, Fenomena
ini menghadirkan kejadian banjir yang
disebabkan cleh kenaikan muka air laut
yang bisa disebut dengan banjir rob. Kondisi
rob di Semarang diperparah dengan adanya
penurunan permukaan tanah di Semarang,
Penurunan permukaan tanah (land substdenca)

j'uga mempunyai andil dalam FEI].I.‘I.E.EHI‘[

genangan rob tersebut {de Lourdes, 1997;

Marfai dan King, 2006). Penurunan permukaan
tanah merupakan fenomena alami karena
adanya konsolidasi tanah akibat pematangan
lapisan tanah yang masih muda di Semarang
bawah. Pada musim hujan, banjir (baik lokal
maupun kiriman} yang bersinergl dengan
fenomena rob akan menjadikan wilayah yang
tergenang menjadi semakin luas.

Pada wilayal pesisir berlangsung proses
geomorfolog] yang komplek sehingga wilayah
ini merupakan suatu sistem yang dinamis.
Proses Hsik dan dilkuati dengan campur tangan
manusia memberikan tekanan tersendiri
pada wilayah pesisir. Proses fisik seperti
gelombang, genangan pesisir, kenatkan paras
muka air lauk, erosi, sedimentasi memainkan
peranan yang penting dalam pengembangan
landscape pesisir. Selain aspek fisik, aspek
sosial dimana peningkatan populasi manusia
cli wilayah pesisir juga memberikan tekanan

tersendiri pada sumberdaya di wilayah
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pesigir. Pembangunan kota, reklamasi,
penEEmBangan kawasan industri,
pengembangan lokasi wisata, pembukaan
pertambakan memberikan perubahan lahan
yang signifikan dan memberikan tekanan
terhadap sumberdaya wilayah pesisir,

Marfai dan King {2008) mengemukakan
bahwa proses geomorfolog tersebut menjadi
bencana manakala proses tersebut mengenai
populasi manusia, seperti genangan rob,
amblesan tanah, bada, Eunami.

Upaya ini akan memeriukan informasi
spasial yang detail untuk memetakan
kerentanan, dampak yang dittimbulkan
aleh I':a;nji;r dan genangan, serta kesiap-
siagaan dan strategi pencegahan oleh semua
stakeholder (Buchele ef al. 2006). Informasi
mengenai daerah rentan bencana menjadi
pertimbangan dalam memanfaatkan ruang
yang ada. Upaya penanggulangan banjir
dan genangan untuk Kota Semarang belah
dilakukan sejak jaman kolonial Belanda.
Pada masa itu telah dibangun Saluran Banjir
Kanal Kali Baru (1872), Saluran Banjir Kanal
Barat (1892) dan Saluran Banjir Kanal Timur
{1900). Gagasan penanggulangan yang lain
adalah pembangunan dam lepas pantai yang
membentang darl wjung barat sampai ujung
tmur Teluk Semarang dengan panjang 18 km
dan lebar 40 meter (Junaery, 2001). Adapun
upaya yang dilakukan untuk menaggulangi
banjir dan robbeberapa upaya telah dilakukan
pemerintah antara lain pembuatan tanggul
sepanjang sungai, pengerukan sedimen
sungal, rekontruksi rumah, peningpian lantal,
pembuatan tanggul kecil di depan rumah
untuk menghalangi masuknya air ke dalam
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rumah (Marfai, 2003).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka
kajian mengenai berbagai faktor yang
mengakibatkan kerentanan genangan menjadi
menarik untuk dilakukan, Faktor tersebut
meliputi amblesan tanah dan kenaikan paras
muka air laut yang akan mengakibatkan
semakin besarnya kerentanan terhadap rob.

Pemanasan Global

Pemanasan global (global rearnung) pada
dasarnya merupakan fenomena peningkatan
temperatur global dari tabun ke tahun karena
terjadinya efek rumah kaca (greenhouse
effect) yang disebabkan oleh meningkatnya
emisl gas-gas seperti karbondicksida (COQ),
metana (CH,), dinitrooksida (M,0) dan CFC
sehingga energi matahari teiperangkap
dalam atmosfer bumi. Berbagai literatur
menunjukkan kenaikan temperatur global
- termasuk Indonesia - yang terjadi pada
kisaran 1,5-40) Celcius pada akhir abad 21.

Penyebab kenaikan muka laut antara
latn disebabkan oleh perubaban iklim dan
land subsidence (Nicholls dan Klein, 1999
dalam Wibowo, 2006). Intergovermental Panel
on Clilmate Change (TPCC) memperkirakan
bahwa kenaikan muka air secara global
dari 199 - 2100 akan mencapai 23-% cm.
Sementara kenaikan suhu dunia dalam
jangka waktu tersebut sekitar 2°C sampai
4.5°C (IPCC, 2007). Apabila kenaikan suhu
berlangsung dengan cepat dan kontinyu
maka akan semakin banyak glester dan
tudung es yang mencair/ meleleh. Model
kenaikan muka laut tahun 1990 sarmpai 2100
ditunjukan dalam gambar 1
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Gambar 1. Skenario perkirazn kenaikan moka laut dalam kuren waksu 110

kabium

Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut
dan Banjir terhadap Kondisi Lingkungan
Bio-geofisik dan Sosial-Ekonomi Masyarakat.
Walaupun dampak kenaikan permukaan air
laut dan banjir yang sesungguhnya masth
menjadi debat dalam dunia riset, namum
Intergovernmental Panel on Climate Change
{1990) telah menyebutkan adanya 3 (tiga)
skenario kenaikan muka air laut (sea level
rise). Beberapa studi juga telah dilakukan
untuk Indonesia menggunakan skenario
moderat yakni kenaikan sebesar + 60 ¢m
hingga akhir abad 21 sebagai pijakan (KMLH,
2007; Widiarsih, 2007; Diposaptono, 2002).

Kenaikan muka air laut secara umum
akan mengakibatkan dampak antara lain:
{a) meningkatnyva frekuensi dan intensitas
banjir, (b) perubahan arus laut dan meluasnya
kerusakan mangrove, (c) meluasnya intrusi
air laut, (d) ancam an terhadap kegiatan

soslal-ekonomi masyarakat pesisir, dan (e}

[sasmber: |-'l|-t|1'|"',-" www.\\'mn.l:h,l'p-gﬁ,."pmg."wrrpf F'E...”'_Imng-:a.hhnljl

berkurangnya luas daratan atau hilangnya
pulau-pulan kecil (Diposaptono, 2002).

Rob dan Genangan

Fob atau disebut juga banjir pasang
didefinisikan sebagai banjir yang melanda
wilayah dengan elevasi rendah di wilayah
pesisir, termasuk estuari dan delta, yang
tergenang olehair payau alau air laut {Marfai,
2004). Hal ini berbeda dengan banjir aleh
akibat meluapnya sungai sungai, banjir dalam
pengertian ini adalah merupakan perluasan
dari sisi kanan dan sisi kiri dari sungai-
su,ng.ai yang bermuara ke laut atan dekag
dengnn dasrah pantai dan sering tergenang
pada waktu terjadinya pasang naik. Banjir
menyebabkan terjadinya genangan, yang
dapat didefinisikan sebagai daerah rendah
dimana air yang masuk ke tempat tersebut
tidak dapat mengalir ke tempat lain (Gerald
1992 dalam Wibowo, 2006). Genangan tidak
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hanya disebabkan eleh adanva fenomena
vang terjadi secara periodik, namun juga
dapat disebabkan oleh adanya gejala alam
vang bisa terjadi sewaktu-waktu seperti
adanya tsunami (Kumar, EL al. 2008).
Pemetaan genangan akibat tsunami ind akan
berbeda dengan genangan rob.

Banjir dan rob merupakan salah satu
mhhyarmghmdﬂudapiﬂ%ﬂiﬁfﬁi‘ﬂkﬂt
di pesisir kota Semarang. Banjir dan rob
dapat dipengaruhi oleh berbagai modifikasi
bentuklahanoleh aktifitas manusia. Modifikasi
terhadap bentuk lahan dataran pesisir seperti
reklamasi sangat berpengaruh terhadap
kemungkinan terjadinya bencana pesisir
(Petruwcct dan Polemio, 2007).

Pada dasarnya rob merupakan gejala
alam yang biasanya terjadi pada saat kondisi
bulan penuh atau bulan purnama. Pada saat
itu gaya gravitasi bulan terhadap bumi sangat
kuat sehingga gerak air laut ke arah pantai
lebih kuat, sehingga air laut akan naik pada
daratan dengan ketinggian vang lebih rendah
dari pasang tertinggi, Selain disebabkan cleh
gejala periodik, tren kenaikan muka air laut
merupakan penyebab lerjadinya genangan
(Titus, 1990)

Jenis banjir akibal pasang atau rob
umumnya terjadi pada dataran aluvial pantai
yang letaknya cukup rendah atau berupa
cekungan dan terdapat banyak muara sungai
dengan anak-anak sungai sehingga sehingga
jika terjadi pasang dar aut maka air. Arbriyakto
dan Kardyanto (2006) menyebutkan bahwa
berkaitan dengan genangan pasang air laut
menunjukkan babwa kenaikan muka air laut
di Semarang Utara sering terjadi justru pada
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musim kemarau atau musim panas, yailu
antara bulan Juli sampai dengan Nopember
setiap tahun. Dalam setiap bulannya dialami 7
sampai dengan 10 hari terjadi genangan pasang
air laut. Lamanya genangan paling singkat
1 jam terjadi pada lokasi yang berbatasan
langsung dengan laut Lamanya genangan
waktunya akan semakin panjang pada kawasan
vang jarak lokasinya ke laut semakin jauh
Dalam setiap kali genangan air laut pasang
dapat tenjadi 2 - 3 kali.

2. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk:

a) Menyusun model spasial kerentanan

Kota
Semarang yang sebabkan oleh rob akibat
kenaikan muka air laut dan amblesan
tanah.

b) Menampilkan hasil pemodelan spasial
distribusi genmangan dalam bentuk
visualisasi yang interakbif dan informatif
menggunakan software multimedia,

genangan di wilayah pesisir

3. BAHAN DAN ALAT
Data yang diperlukan dalam penelitian
ind antara lain:

a) Data titik ketinggian diperoleh cdari
hasil pengukuran oleh Dimas Ciptakarya
Provinsi Jawa Tengah

b) Data DEM (Digital Elevvtion Model) hasil
pengolahan titk tinggi menggunakan
goftware ER Mapper 6.4

¢) Data Shuttle Rador Topogmpiny Mission
(SRTM)

d) Citra [konos akuisisl & Agustus 2007

g) Data Pasang Surut dan Stasiun
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Metearologi Maritim Tanjung Emas
Data Tematik (Jalan, Sungai, Saluran
Pantai, TPenggunaan
Lahan) dipercieh dari peta rupa bumi
Bakosurtanal skala 1:25.000 dan hasil
interpretasi citra Ikonos

Irigasi, Gans

Alat yang dipergunakan untuk
pengolahan data adalab software pengolah
citra berupa ER Mapper dan Global Mapper,
software SIG (Sistem s Geografi) berupa
Are View 3.2 dan Software multimedia
berupa Macromedia Flash § unituk membantu

tampilan genangan rob.

4. METODE PENELITIAN
4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di sebagian
pesisir kota semarang. Batas pemodelan
sepert terlihat pada Gambar 2

\, F;

i,

{aambar 2, Lokasi penalitian

4.2. Pemodelan Rob

Untuk membuat DEM, pengukuran
vertikal secara kiitis (nilai ‘z') suatu titik
kontrol tanah (GCPs) adalah penting {(Kunapo
et al., 2005). Data utama vang digunakan
adalah data titik-tibk ketinggian. Pembuatan

DEM topografi dilakukan dengan proses
Gridding atau interpolasi data ketinggian,
Data ketinggian diperoleh dari data Htik
tingel (spof height). Data btk ind kemudian
ditnterpolasikan (gridding) sehingga menjadi
data DEM berformat raster. (Budiyanto,
2005), Data DEM inilah yang akan menjadi
dasar dalam membuat model kerentanan
g’&ﬂﬂ!’lﬁan_

Untuk mendapatkan daerah genangan
rob yang hanya dipengaruhi oleh kenaikan
muka air laut maka data vang digunakan
adalah data DEM yang lelah diproses dari
data titik ketinggian dan data kenaikan
muka air laut tahunan yang telah diproses
sehingga menghasilakan pola kenaikan yang
linier. Tingkat ketelitian peta dasar yang
digunakan sangat berpengaruh terhadap
akurasi model genangan banjir rob yang
dihasilkan (Berhbahani ef al., 2006),

Untuk mengetahui daerah yang akan
tergenang pada DEM bisa dilakukan analisa
berdasarkan pada nilai ketinggian yang
dimiliki oleh DEM tersebut jika nilai pada
DEM lebih kecil dari nilai ketinggian kenaikan
air maka daerah yang memiliki ketinggian
lebih kecil dari ketingglan air akan dipilih,

DEM. = DEM = (SLR t,= 5LR t,)
Dimiana:
DEM, DEM daerah
tergenang pada tehon i
DEM DEM pangnolaban titik tinggi
SLR Kenadkan muka adr bt

L Tahuan yang akan damati
E Tahun swal peagamatan

Dalam penelitian ini digunakan prediksi
kenaikan muka laut oleh IPCC (1993). Faktor
kenaijkan muka laut penting karena faktor
inilah yang akan berpengaruh terhadap
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distribusi dan besaran genangan. Faktor lan
vang mest diperhatikan dalam penelitian ini
adalah faktor pasut. Pasang tertinggi akan
digunakan sebagai masukan penting untuk
menilai kerentanan suatu lokasi terhadap

EETANEAN.

4.3, Tampilan Model

Setelah model diperoleh, diperlukan
bantuan software Multimedia untok membatu
tampilan model yang lebih interaktif. Beberapa
pilihan software adalah Adobe Flash dan
Macromedia Flash. Dalam penelitian ini
digunakan software Macromedia Flash untuk
membantu tampilan model.

Walaupun tidak secara khusus dirancang
untuk bekerja geografis, Macromedia Flash
sangat cocok untuk visualisasi geografis
karena mampu menangani konten baik
vektor maupun raster dan memiliki banyak
fungsi yang dikehendak. Flash pada awalnya

ditujukan untuk memproduksi animasi.
Selama sepuluh ahun terakhir, perkembangan
semakin meningkal, dan sekarang dalam
tahap mampu menggabungkan bahasa
pemrograman yang canggih, ActionScript,
yang memungkinkan koneksi dan interaks:
yang kompleks dan real-time di dalam web.
(Wheeler ef al. 2008)

Model flash ini dapat dikattkan dengan
website, sehingga dapat diakses melalui
internet. Dengan menaruhnya pada suatu
situs, maka diharapkan akan memberikan
informasi yang lebih bagi stakeholder untuk
mendapatkan gambaran tingkat kerentanan
suatu lokasi terhadap genangan,

Pada tampilan ind juga diperftimbangkan
prediksi kenaikan muka laut berdasarkan
prediksi IPCC. Tambahan informasi ini
sangat membantu dalam menggambarkan
model apabila terjadi interaksi antara faktor
pasang dan faktor kenaikan muka laut,

MACROMEDIA FLASH
[rata Vekicr

Layer Jalan

Layar Sungai

Layer

Drainaze

. Diata Rastar
-y
(15 SOFTWARE B Layer DEM

Layer Citra
Satelit

Cambar 3. Proses Pangolahan Data
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5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan genangan sangat
dipengaruhi oleh ketinggian dan letak suatu
lakasi terhadap laut, Suatu lokasi yang
memiliki ketinggian vang lebih rendah dari
muka laut akan sangat rentan terhadap
genangan. Dan akan semakin rentan apabila
faktor kenaikan muka air laut dan amblesan
tanah dyjadikan masukan dalam perhitungan
model.

DEM vang dipercleh melalui griding
titik-titik ketinggian ini memiliki Hngkat
ketelitian yang detail. Nilai kelinggian
diperoleh dalam meter dengan kedetailan
informasi ketinggian dibawah 1 meter,
sehingga apabila terjadi kenaikan muka laut

dalam hitungan centimeter, maka DEM ini
akan mampu menggambarkannya dengan
baik. Prediksi kenaikan permukaan laut
berdasarkan IPCC maksimum 86 cm pada
tahun 210,

Dalam membangun model rob ini,
faktor kedetailan data yang digunakan
menjadi mutlak adanya. Dengan data yang
bersifat detail dan mampu menujukkan suatu
lokasi dengan ketinggian dalam hitungan
centimeter, maka distribusi genangan akibat
kenaikan air laut yang bernilai centimeter
dapat digambarkan dengan baik,

Hasil pengolahan ttik ketinggian dalam
berupa informasi DEM seperti terlihat pada
Gambar 4 berikut

Gambar 4, Hasil Pengolahan DEM dioverlay pada citra IKONOS

Berdasarkan data DEM di alas dapat
giketahui topografl suatu lokasi. Untuk
memberikan gambaran bagaimana lopograli
daerah penelitian ini dapat disajikan dalam
: gntuk profil melintang. Pada contoh di
Bawah ini, dilakikan transek profil melintang
ari 4 (empat) lokast yang dipilih. Berdasarkan

ieofil melintang terseébut, maka terlihat

adanya daerah yang memiliki topografi vang
bergelombang. Apabila ditelusuri dari arah
laut, maka terdapat suatu daerah yang agak
tingyi di pantai dan semakin ke arah darat
semakin menurun kemudian naik kembali,
Hal ini memungkinkan terjadinya kantong
rob pada suatu lokasi seperti terlihat pada
Gambar 5a dan 5¢.
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™" 4. Profil Topografi Lokasi 4
Gambar 3. Profil Topografi h&rhﬂl.gm fokagi

T 2N ol -

L LR 1]

¢. Profil Topoprufi Lokas 3

Antarmuka (Interface) Model 2. Simulasi berbagai ketinggian muka air
Hasil pengolahan data DEM dan Iaut dapat dilakukan dengan sangat
data kenaikan MSL diolah dan disajikan mudah, cukup dengan menekan dan
dalam bentuk yang interaktif menggunakan menggeser-geser tombol “elick and drag”
perangkat lunak Macromedia Flash versi 8. 3. Interaktif, gambaran distribusi spasial
Dengan menggunakan macromedia ini maka genangan ‘akan secara simultan tampil
akan dapat diketahui secara interaktif daerah- dalam layar apabila tombal “click and
daerah yang rentan terhadap genangan itmg" tersebut digeser.
apabila terjadi kenaikan MSL. Antarmuka 4. Memasukkan tambahan informasi dan
(interface) pemodelan seperti terlihat pada simulasi berbagei faktor yang terkait
Gambar &, dengan rob, misalnya skenario kenaikan
Beberapa kemampuan yang dimiliki muka laut (SLR).

aleh visualisasi menggunakan program ini

antara lain:

1. Perbesaran (zooming), hal ini dapat
dilakukan dengan mudah baik dengan
menggunakan tetikus (mouse) maupun
tombal zoom baik unhuk memoerbesar

maupun memperkecil lampilan,

Gambar 6. Antar muka [Interface) pemodelan
542
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Gambar & di atas menunjukkan garis
pantai saal ini yang menunjukkan tidak
adanya kenaikan muka air laut, adapun air
laut diilustrasikan dengan warna biru dan
darat ditunjukkan dengan citra Tkonos.

Genangan rob yang terjadi berhubungan
erat denpgan tingkat kenaikan muka laut.
Melalui model visualisasi ini sangat mudah
untuk mengetahui distribusi spasial genangan
yang terjadi sesual dengan level kenadkan muka
laut. Hanya dengan menggeser tingginya SLR
dengan menekan tombol “click and drag”
dapat diatur kenaikan muka laut sesuai yang
diinginkan. Sebagai contoh terlihat pada
Gambar 7 merupakan flustrasi mengenai
sebaran spasial rob pada level kenaikan
muka laut pada level 30 cm, dan distribusi
spasial genangan akan berubah sesuai dengan
tingkat SLE yang dimedelkan. Air laut yang
masuk ke darat ditlustrasikan dengan warna
biru, maka terlihat perbedaan garis pantai
antara gambar & yang menunjukkan garis
pantai sebelum adanyva skenario kenaikan
muika laut dan gambar 7 yang menunjukkan
skenario kenaikan muka air laut sebesar 30
em, Pada gambar 7 merupakan garis pantai
baru apabila terjadi kenaikan muka laut
sebesar 30 cm.

Gambar 7, Distribusi spasial genangan
rob pada ketinglan muka laul 30 cin

Potensi aplikasi alat visualisasi ini
terkait dengan dukungan inisiatif pada
pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) melalu:
cara berbagl informasi genangan pada semua
stakeholder pesisir dan laut. Dengan aplikasi
ini tidak diperlukan adanya pelatihan SIG
bagi individu untuk mengoperasikan alat
visualisasi ini. Memanfaatkan Website,
visualisasi ini dapat di-up lovd pada server di
internet, maka data ini bersifat ‘akses terbuka’
dan memungkinkan semua pihak untuk
mengakses setiap wakiu dan darimanapun
berada di muka bumiini, Penggunaan mode]
visualisasi ini tidak terbatas pada individu
yang memiliki kemampuan mengopersikan
perangkat lunak SIG saja, namun kepada
seluruh stakeholder dapat mengakses melalud
jaringan internet.

Dengan menanfaatkan model visualisasi
ini terdapat beberapa keuntungan vang dapat
dipercleh. Beberapa kelebihan penggunaan
model visualisasi ini antara lain:

(1) inteaktif, tampilan sangat interakbf,
setiap kenaikan permukaan air laut akan
dengan mudah menampilkan daerah-
daerah yang rawan terhadap genangan,

(2) Mudah digunaken (user friendly) oleh
semua pihak, dengan penggunaan flash
vang bersifat interakbf, pengguna yang
tidak memahami SIG dapat memperoleh
informasi dengan mudah,

(3) Dapat dinplifusikan bewat medin internet,
hasil pemodelan dapat dilotakkan dalam
server dan diakses melalui internet,
dengan demikian maka informasi dapat
tersebar tak terbatas I:E]:Elda SEMILE

Pengguna,
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Diapurt dlikerbangkn lebile lanjut dengan
penambahan-penambahan informasi vang
diperlukan, misalkan informasi penggunaan
lahan sehingga ketika terjadi genangan
dapat diketahui penggunaan lahan apa saja
yang terkena genangan, misalnya informas
prediksi kenaikan muka laut oleh IPCC
atau prediksi laju penurunan tanah {land
subsidenee) di lokast penwelitan, Sebagai contoh
adalah penambahan foto pada beberapa titik
rob seperti Gambar B berikul:

genangan, hal ini disebabkan program
vang digunakan bukan program vang
berbasis 5IG sehingga hanya tampilan
saja.

KESIMPULAN

1. Secara umum Kota Semarang rentan
terhadap genangan rob akibat kenaikan
muka air laut,

2. Model genangan dengan berbagai

Enpat

F
LT

Pl Mo S0

'
En | me
W

| 1 ﬁlﬂ el M Tl T B i CBDL

Gambar & Fenambahan informasi folo pada tampilan mocde!

Selain memiliki kelebihan, model
visualisasi ini memiliki beberapa keterbatasan.
Beberapa keterbatasan model dimaksud
antara lain:

(1) Karena wifatnyva yang hanya berupa
visualisasi saja dan bukan merupakan
program yang berbasis 515G, maka dalam
model md tidak. terdapat informasi
koordinat,

(2) Tidak dapat diperoleh informasi Juasan
genangan, vang ditampilkan model
ini hanya berupa distribusi  spasial

skenaric kenaikan muka laut dapat
disajikan interaktif dengan
menggunakan perangkat lunak berbasis
flash.

3. Visualisasi  denpan
perangkat lunak berbasis Flash mampu
memberikan kemudahan bagi stakeftolder
untuk memperoleh gambaran distribusi
spasial genangan dan tHdak hanya
terbatas pada indivisu yang menguasai
program berbasis SIG.

SeCara

menggunakan
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Mekanisme Penggalangan Dana Penanggulangan Bencana di Era Otonomi
Daerah: Belajar dari Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF)

oleh: Juniawan Priyono
Alumni BER Enowledge Center;
Reospprch Voluntear di Pusat Shudi Bencana UiGM

Abstract

Tz sreed aof hurge frnds to argamize disesfer mmengement was very Hinited if conipared unth B financial ability
of autononry region. The parficipation and contribution from local comumumity, preklic sector, and fufernational
conumieRily either fustifutions! or individeal would be very meardngfiel and should be fcilitated and administered
Indonesian Disaster Managemen! Bill hes given authority fo local govermments i crbing the mnnssing of wealth
ine fis territory. Stand oo the releliiitalion oud recovstruction activities fn Acel and Nias, the grant nanagement
facility swclias RANTE, could be adopted to acosmnepdate fimds. Strotegic fumdraising and gfficient fund spending
unere achiened through nefewscfinng approdeles, reporbing ackimifies mid rendering effectioe assistmice i program
intiplermenfutios. To duplcinent 185 dasks, it was necessary to ensure reliabilify, tramspareacy aivd acconum tobility.
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1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah vang
dijalankan di Indonesia bermaksud untuk
lebih memberdayakan pemerintah daerah
dan mengoptimalkan layanan dasar kepada
masynraka E: SS?EHEH}'H 'FIE!'I.EEEREI'E'I'-I.
wewenang dari pusal ke daerah seringkali
tidak diiringi dengan pengaliban tanggung
jawab pelayanan dan perlindungan kepada

masyarakat, contohnya dalam urusan

penanggulangan bencana, Pada saat kejadian

bencana, pemerintah daerah cenderung
lambat memberikan tanggapan dan acapkali
mengharapkan penanganan langsung dari
pusat. Alasan yang klasik adalah kebadaan
dana untuk penanggulangan bencana.
Konsekuensi otonomi daerah dan
pembentukan kelembagaan yang otonom
adalah kejelasan pengaturan pembiayaan
pembangunan. Hingga saat ini, sistem

pembagian sumber daya yang berlaku belum

memungkinkan bagi daerah untuk memenuhi
semua kebutuhannya sendiri dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) maupun dari Dana Alokasi
Umum (DAU). Diketahui secara luas bahwa
sumber-sumber anggaran penyelenggaraan
penanggulangan bencana adalah dana
darurat APBN untuk pemerintah daerah,
bantuan Pemerintah, dana siap pakal untuk
Badan MNasional Penanggulangan Bencana
(BNFB), dan APBD. Kebutuhan pendanaan
untuk penanggulangan bencana sedemikian
besar dibandingkan dengan kemampuan
keuangan daerah yang sangat terbatas. Perla
kebijaksanaan dalam mendayagunakan
semua potensi sumber pendanaan yang
tersedia. Sumbangan secara langsung dari
miasyarakat, lembaga donor, dan dunia usaha
perlu difasilitasi dan diadministrasikan.
Undang-Undang No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana

talah memberikan Rewenangan lr.epada
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pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.
Salah satu kewenangan tersebut adalah
pengendalian pengumpulan dan penyaluran
uang akau barang dalam level provinsi dan/
atau kabupaten/kota. Berkaitan dengan
penggalangan dana, Badan Penanggulangan
Bencana Dagrah (RPRDY) atau lembaga sofuryrsi
diberikan hak untuk menggalang dana bag
penyelenggaraan penanggulangan bencana
sendird, baik dari perusahaan, masyarakat,
maupun lembaga internasional.

Belum lepas dari ingatan, ketika
tsunami meluluhlantakkan Aceh pada
26 Desember 204 dan gempabumi yang
menghancurkan Nias pada 28 Maret 2005,
Simpati yang luar biasa ditunjukkan oleh
masyarakat dari seluruh penjuru dunia.
Lembaga-lembaga donor, lembaga swadava
masyarakat, dan donatur persecrangan—
baik domestik maupun internasional —
mengulurkan bantuan., Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (BRR) WAD-Nias membuka
kran khusus penggalangan donasi mereka
melalui sebuah skema khusus off-tridgef
trust fund yang diberi nama Recovery Acel
Nias Trust Fund {(RANTF). RANTF adalah
fasilitas penEeEn!aan dana bantuan yang
disediakan oleh BRE untuk mengelola dana
hibah yang dikumpulkan dari mancanegara,
perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan
dana masyarakat lainmyva, Fasditas ini menjadi
wadah penvaluran dana hibah para donatur
vang tergerak untuk membantu percepatan
pemulihan pascatsunami di Aceh dan
pascagempabumi di Nias, yang tdak ingin
menyalurkannya melalul mekanisme peruh
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birokratis yang disediakan oleh Pemerintaly

2. Tujuan dan Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
(i) memahami aturan pendanaan
penyelenggaraan penanggulangan bencana
di daerah sesual prinsip otenomi daerah: (i)
mengenali mekanisme yang memungkinkan
penggalian dana pemulihan pascabencana
di daerah; dan (i1i} menarik hikmah ajar
mekanisme pendanaan RANTF untuk
replikabilitasnya di daerah lain. Maksud dari
penelitian ini adalah menjadikan pengalaman
penggalangan dana melalui skema off budgei
Frusf fund sebagai alternalif pengpgalangan
dana penanggulangan bencana di era otomond
daerah.

3. Kajian Teori

Setelah lebih dari lima puluh tahun,
muncul-lah perubahan yang signifikan dari
seluruh pekerja sosial, ahli pengembar.gan
ekonomi, pembuat kebijakan, perencana
masyarakat; akademisi, dan lainnya yvang
terlibat dalam urusan kebencanaan dalam
memandang bencana. Perdebatan lelah
mengubah konsep sempit penanganan
bencana dengan pemberian bantuan secara
cepat setelah terjadi bencana berdasarkan
dorongan amal menjadi konsep yang
lebih luas tentang manajemen bencana.
Konsep yang melibatkan masyarakat dalam

pencegahan dan kesiapsiagaan, mitigasi,

bantuan tanggap darurat, rehabilitasi;
demikian juga pembangunan jangka panjang
yang menggabungkan pencegahan dan

kesiapsiagaan. Sebagai ganti cara pandang
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bencana sebagai kejadian tragis yang
berdir sendin, para profesional di lapangan
menunjukkan bahwa bencana merupakan
bagian dari proses besar yang berulang,
vang memerlukan perspektif pepanganan
berkelanjutan. Menemukenali penyebab
bencana merupakan kebutuhan mendesak.
Pengintegrasian pencegahan bencana ke
dalam pembangunan jangka panjang dilihat
sebagai jalan yang paling efektif dalam
penyelamatan jiwa dan perlindungan mata
pencaharian (EFC and the Council on
Foundations, 2001:5),

Fenanggulangan bencana melibatkan
berbagai aktor, misalnya: pemerintah di semua
tingkatan, organisasi multilateral seperti
PBB dan Worl Bank, dan organisasi publik.
Mereka secara bersama-sama memberikan
bantuan dalam jumlah besar dan program
dengan berbagai kepentingan. Yavasan dan
pendoner berbadan hukum mempunyai
peran yang sangat penting dan berbeda
dalam penangpulangan bencana. Sumber
dayva yang dimiliki nampaknya secara
relatif k:dak berlebihan, namun demikian
telah memberikan beberapa kekuatan
berikut—dimana hasilnya dapat lebih
efaktif —yaita: (i) misinya adalah melayani
kebutuhan masyarakat dalam berbagai
cara; (ii) berlangsung kerjasama dengan
organizasi lokal; (iii}) prospek keberlanjutan
lima hingga sepuluh tahun atau lebik; (iv)
kemampuan untuk mengumpulkan aktor

nci lintas sektor dan i:I'IEIEI.:."EI.'Li Eebagai

penperat kerjasama; (v) kemampuan untuk
membangkitkan perhatian kebijakan politik,

®konomi, dan sosial yang memperburuk

kerentanan penduduk dalam mengatasi
ancaman; (vi) berpengalaman dalam
mendukung penelitian dan penyebarluasan
hasil kepada pihak-pihak yang tertarik; {vii)
fleksibilitas program yang memungkinkan
untuk merespon situasi kebencanaan secara
kreatif dan stratejik; dan (viti) fleksibel secara
administratif yang memungkinkan aksi tepat
wakhu (EFC and the Council on Foundations,
2001:6).

Dalam ‘The Tsunami Learning Project’
(Roper et al, 2006:17) yang dianalisa
berdasarkan pengalaman enam lembaga vang
diobservasi, yaitu: American Jewish World
Service (AJWS), Global Fund for Children
(GFC), Global Greengrants Fund {GGF),
Global Fund for Women (GFW), Oxfam
America (Oxfam) and Urgent Action Fund for
Women's Human Rights (UAF); disimpulkan
bahwa donasi kecil dapat memainkan
peranan penting dalam konteks tanggap
darurat bencana yang tak terbatas. Donas:
kecil vang dimaksudkan berkisar antara
beberapa ribu dolar hingga 20 ribu dolar.
Uluran bantuan keuangan yang kecil dari
sudut pandang orang barat namun mungkin
tidak demikian bagi kelompok akar rumput
yvang menerimanya. telah menghasilkan
dampak posifif, yang hingga sekarang masih
terlihat.

The Tsunami Learning Project juga
memunculkan beberapa elemen yang
salah satunya mungkin termasuk definisi
berkeadilan sosial atau pendekatan berbasis
hak asasi dalam merespon bencana. Beberapa
elemen tersebut adalah: (i} fokus dalam

menyokong akar rumput dan mengelola
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kelompok masyarakat secara lokal; {ii)
jangkauan dalam mendukung kebanyakan
masyarakat terpinggirkan dan tak tersentuh
layanan; (iii) memberikan perhatian khusus
dan seksama terhadap kebutuhan khusus
perempuan dan anak perempuan dalam
konteks kebencanaan; (iv) bantuan untuk
membangun kapasitas organisasi lokal dalam
merespon krisis yang dihadapi dan persiapan
yvang lebih baik untuk menanggulangi
bencana di masa yang akan datang; (v)
perindungan dan promaosi hak perorangan
sebagaimana korban telah berusaha keras
untuk memulihkan dan membangun kembali;
{vi} memberi perhatian jangkauan kompleks
dari dampak bencana, melebihi kebutuhan
material penduduk untuk mendukung kondisi
emaosional, psikologis, sosial, dan budaya; (vid)
mengenalkan partisipasi anggota masvarakat
lokal pada semua tahapan penanggulangan
bencana dan memberikan kepada mereka
suara untuk membentuk masa depan yang
dibangun sesuai dengan apa yang ada di
sekelilingnya; dan {viti) berupaya keras untuk
menvakinkan balvea bantuan menimbulkan
kesejahteraan yang lebih baik diantara
masyarakat setempat dibandingkan keadaan
sebelum bencana. The Tsunami Learning
Project mencatat bagaimana fokus pada
tujuan penting ini dapat mengarahkan pada
kesesuaian dan dampak yang berkelanjutan,
bahkan dalam keadaan buruk sekalipun.
Organisasi lokal yang diberikan bantuan
tepat waktu, meskipun dalam jumlah kecil,
memainkan peranesensial dalam menemukan
kebutuhan mendesak bagi penyintas dan
membantu masyarakat setemnpat mendapatan
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kembali jalan menuju pemulihan (Roper et
al, 2006:18),

Eemampuan daerah dalam memberikan
pe!&j.ranan kepada masyarakat sangat
bergantung pada kemampuan pendanaan.
Sumber keuangan daerah selalu menjadi
polemik. Daerah merasa bahwa sumber
dana yang dimiliki kurang memadai,
sedangkan pemerintah enggan berbagi
pendapatan dengan daerah, Humes (1991)
mengemukakan tiga sumber keuangan
daerah, yaitu: pendapatan asli daerah (Jocally
ritised revenne), dana transfer dari pemerintah
pusat (transferred or assigned income), dan
pinjaman (loens).

Kebijakan perimbangan keuangan
antara Pemerintah dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam UU Ne. 33
Tahun 2004 merupakan suatu sistem yang
mengatur pendanaan penyelenggaraan
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan
tugas pembantuan. Sumber pendanaan
penyelenggaraan asas desentralisasi di
daerah terdird atas PAD, dana I:lreri|:n]:tarlﬁa.1'|J
pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan.
Salah satu komponen lain-lain pendapatan
yvang dinyatakan dalam Pasal 43 UU No. 33
Tahun 2004 adalah hibah. Hibah didefinisikan
sebagai penerimaan daerah yang berasal
dari pemerintah negara asing, badan/
lembaga asing, badan/ lembaga internasional,
pemerintah, badan/lembaga dalam negeri
atau perorangan, baik dalam bentuk devisa,
rupiah maupun barang dan atau jasa,
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang
tidak perlu dibayar kembali (PP MNo. 57 Tahun
2005 Pasgal 1 angka 7).
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Keberhasilan RANTF sebagai sebuah
mekanisme pengelolaan dana bantuan
yang bisa dijadikan contoh, sudah tampak
ketika tahun 2006, Ketua BPFK menuliskan
makalahnya vang berkaitan dengan Andit
of Tsunami Relief Funds dalam sebuah
simposium internasional di Wina, Austria.
Pada kesempatan tersebut, Anwar Nasution
menyampaikan keberhasilan RANTF yang
mampu meniadakan biaya adminstrasi (zero
percent cost adiministmifoe) dalam pengelolaan
dananya. Sangat berbeda jika dibandingkan
dengan berbagai organisasi lainnya di NAD-
Mias yanyg juga mengumpulkan dana dari
pihaklain, namun harus memotongnya dengan
biaya administrasi 3-6%. Dewan Masional
Perubahan Iklim {DNPI} pun berencana
membuat frusl fund untuk pengelolaan
dana dengan mengadopsi model RANTF.
Fencana tersebut disampaikan oleh Agus
Purnomo —Sekretaris DINPI vang sekaligus
juga Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan
Hidup untuk Urusan Isu Lingkungan dan

Kerjasama Internasional —dalam sebuah

pertemuan dengan beberapa media pada
November 2008. {Anonim, 2008).

4. Metode Penelitian

Penelitian ini memaparkan
alternatif mekanisme penggalangan dana
penyelenggaraan penanggulangan bencana
di daerah dengan metode analisa kualitatif,
Teknik pengumpulan data meliputi studi
kepustakaan, studi peraturan perundangan,
studi dokumen, dan wawancara semi-
terstruktur. Penelitian berlangsung selama
dua bulan, yaitu dari Desember 2008 hingga

Janmari 2009 di BRE. NAD-Nias,

5. Hasil dan Pembahasan
5.1 Peraturan Pendanaan

Sumber pendanaan desentralisasi
penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan,
pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan.
Salah satu komponen lain-lain pendapatan
yang dinyatakan dalam Pasal 43 UU No. 33
Tahun 2004 adalah hibah. Pemerintah dapat
menerima pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri yang bersumber dari: (1) negara
asing; (2) lembaga multilateral; (3) lembaga
keuangan can lembaga nonkeuangan asing;
dan (4) lembaga keuangan nonasing yang
berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di
luar wilayah negara Republik Indonesia.

PP No. 2 Tahun 2006 Pasal 1 angka
7 menjelaskan bahwa Hibah Luar Negeri
adalah setiap penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang
dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk
barang dan/atau jasa yang dipercleh dari
pemberi hibah Juar negeri yang tidak perlu
dibayar kembali. Sedangkan Pasal 1 angka
8 menjelaskan tentang Pemberi Hibah Luar
Negeri, yang selanjutnya disingkat FHLN,
adalah pemerintah suatu negara asing,
lembaga multilateral, lembaga keuangan dan
lembaga non keuangan asing, serta lembaga
keuangan nonasing, yang berdomisili dan
melakikan kegiatan usaha di luar wilayah
negara FRepublik Indonesia, yang memberikan
hibah kepada Pemerintah.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa
Hibah Luar Negeri dapat ben.tpa.' uang,
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barang, dan/atau jasa. Lebih lanjut dalam
ayat (2} dinyatakan bahwa Hibah Luar Negeri
terdiri atas: bantuan teknik, bantuan proyek,
kerjasama teknik, dan kerjasama keuangan.
Pasal 4 ayat (3] menyatakan bahwa Hibah
Luar Negeri dapat digunakan untuk: {a)
menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
{b) menunjang penyediaan layanan
dasar umum; {c}) menunjang peningkatan
kemampuan sumberdaya manusia; (d)
membanbt penyiapan rancangan kegiatan
pembangunan; () mendukung pelestarian
sumber dava alam, lingkungan hidup, dan
budava; {[) mendukung pengembangan riset
dan teknologi; (g) bantuan kemanusiaan.

Pasal 8 ayat (6) PP No. 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional
dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam
Penanggulangan Bencana mengatur hal
berikut. Dalam hal lembaga internasional abau
lembaga asing nonpemerintah memberikan
bantuan berupa dana harus dissmpaikan
atau dikirimkan secara langsung kepada
BNPB. Tidak ada ketenluan yang mengatur
apakah dana tersebut harus masuk APBN
terlebih dahulu, Kemudian apakah BPBD
atau lembaga sefungsi dapat langsung
mengakses dana tersebut. Oleh karena
itu, perlu penjabaran lebih lanjut melalui
peraturan pelaksana.

Pasal 28 UU No. 24 Tahun 2007
menyatakan bahwa lembaga usaha
mendapatkan kesempatan dalam
penyelenggaraan penangpulangzn bencana,
baik secara tersendiri maupun secara bersama
dengan pthak lain, Pada saat prabencana,
keterlibatan lembaga usaha berhubungan
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dengan upaya pencegahan bencana yang
dilakukan pada saat lembaga usaha tersebut
menjalankan usahanya. Mengenai pencegahan
bencana saat menjalankan usahanya tersebut,
peraturan perundang-undangan sektoral
belumlah mengatur secara jelas.

Keterlibatan lembaga usaha saat
prabencana sangat berkaitan dengan
Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007
teritanp Persercan Terbatas yang mengatur
kewajiban bagi perseroan vang menjalankan
kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam untuk
melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Adanya kewajiban tanggung
jawab sosial dan lingkungan ini merupakan
pintu masuk bagi pelibatan lembaga usaha
dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.

Dunia usaha (termasuk badan-
badan usaha) memiliki kewajiban dalam
membantu masyarakat di sekitarnya untuk
mengembangkan diri dan mengatasi
masalah-masalah lingkungan termasuk
bencana alam. Bentuk kegiatan oleh badan
usaha tersebut dikenal dengan istilah CSR
{Corparate Social Responsibility). Dalam CSR
badan usaha menyediakan dana dan sumber
daya manusia untuk mengadakan kegiatan
yvang berkaitan dengan masalah sosial,
seperti: pemberian bantoan, pendidikan, dan
kegiatan lain untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat. Organisasi profesi dunia usaha
juga merupakan jejaring yang potensial
untuk dimanfaatkan dalam penanggulangan
bencana. Potensi lain vang dimiliki oleh dunia

uszha adalah alat-alat berat yang dalam
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kondisi darurat dapat dikerahkan untuk
penanggulangan bencana

Sesual Pasal 2 PP No. 23 Tahun 2008,
peran serta lembaga mbternasional danlembaga
asing nonpemerintah dalam penanggulangan
bencana bertujuan untuk mendukung
penguatan upaya penanggulangan bencana,
pengurangan ancaman dan risiko bencana,
pengurangan penderitaan korban bencana,
serta mempercepat pﬂmu[ihan EEhi{Iupan
masyarakat. Lembaga non-pemerintah
seperti Lembaga Swadaya Masvarakat {LSM)
pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan
kemampuan yang memadai dalam upaya
penanggulangan bencana. Kemampuan
lembaganonpemenniah dari sudutpendanaan
dan kapasitas sumber dava manusia dalam
penanggulangan bencana telah berkembang
dengan pesat dan seringkali lebih cepat
dari Pemerintah dalam merespon kejadian
bencana.

Ehusus pada saat tanggap darurat,
lembaga internasional atan lembaga asing
nenpemerintah dapat memberikan bantuan
secara langsung tanpa melalui prosedur
sebagaimana dimaksud dalam PP No. 23
Tahun 2008 Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 Avyat
(1) menyatakan bahwa lembaga internasional
atau lembaga asing nonpemerintah vang
rakan berperan serta dalam penanggulangan

bencana harus menyusun proposal, nota

kesepahaman dan rencana kerja. Proposal

disusun melalui komsultasi dengan perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri. Nota

kesepahaman disusun secara bersama-sama

‘antara BNPE (sebagai koordinator) dan

Jembaga internasional atau lembaga asing

nonpemerintah dengan melibatkan instansi
yang bertangpungjawab dalam bidang luar
negeri Rencana kerja—diatur dalam Pasal
& Ayat (1) dan (2) —disusun secara bersama-
sama antara BNPB (sebagai koordinator)
dan lembaga internasional atau lembaga
asing nonpemerintah dan dapat melibatkan
instansi/ lembaga terkait.

Pemberian bantuan dilakukan dengan
menyampaikan daftar jumlah personil,
logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan,
Penvampaian daftar jumlah personil, logistik,
dan peralatan dapat dilakukan sebelum, pada
saaft, atau segera sesudah bantuan tiba di
Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan daftar
jumiah personil, logistik, dan peralatan;
Kepala BNPB memberikan persehsjuan sesual
dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
Jika bermaksud memberikan bantuzan berupa
dana harus disampaikan atau dikirimkan
secara langsung kepada BNFB. Aturan ini
tertulis dalam PP No. 23 Tahun 2008 FPasal 8
Avat (1) sampai (7).

Pelaksanaan peran serta lembaga
internasional dan lembaga asing
nonpemerintzh diatur dalam Pasal 10 Ayat (1)
hingga (3. Peran serta lembaga internagional
atau lembaga asing nonpemerintah dalam
keglatan penanggulangan bencana pada
tahap prabencana dan pascabencana
wiajib menyesuaikan dengan kebijakan
penyelenggaraan penangygulangan bencana.
Peran serta tersebut dikoordinasikan oleh
BNFB, Sedangkan pada saat tanggap darurat,
peran serta di bawah komando BNPEB.

Pada tingkatan daerah provinsi/

kabupaten/kola, peranserta lembaga
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internasional dan lemba ga asing
nonpemerintah dalam penanggulangan
bencana perlu diatur secara khusus dalam
perda. Pengaturan tersebut dimaksudkan
untuk: (1jmenjamin penghormatan terhadap
peran dan tindakan pemerintah daerah
berdasarkan kepentingan masyarakat
sebagai penanggung jawab utama dalam
mengatur dan mengkoordinir kegiatan
penanggulangan bencana; (2) memungkinkan
masyarakat internasional memberikan
dukungan dan kontribusi secara efekfif
dalam kegiatan penanggulangan bencana;
(3} memperjelas proses, peran, dan tanggung
fawab pemerintah daerah dan komunitas
mbernasional dalam kegiatan penanggulangan
bencana; (4) meminimalisasi hambatan-
hambatan administrasi dan hukum yang
dapat mempengarihi efekdvitas dan efisiensi
pemberian bantuan internasional dalam
situasi darurat; dan (3) menjamin kerjasama
dan bantuan internasional yang diberikan
sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan
dan kualitas standar baik secara nasional
maupun internasional

Peran serta [Emhaga internasional
dan lembaga asing nonpemerintah dalam
penanggulangan bencana di Indonesia
harus didasarkan pada prinsip-prinsip
sobagaimana dimaksud dalam UU No,
24 Tahun 2007, UU No. 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri, dan UL
No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
[nternasional. Lembaga internasional
dan lembaga asing nonpemerintah wajib
menghormati kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, menempatkan prinsip
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kemanusinan sebagai satu-satunya tujuan,
menjamin bahwa bantuan yang diberikan
tanpa membedakan suku, agama, latar
belakang budaya, sosial, ekonomi, politik,
danjenisk:elanﬂ.n,s&suaidengmhukum yvang
berlaku dalam koordinasi dan keterpaduan
yang baik dengan Pemerintah, pemerintah
daerah, lembaga internasional dan lembaga
asing nonpemerintah yang lain, mitra kerja
Pemerintah dan masyarakat; dilandasi oleh
kompetensi yang baik di bidang kelembagaan
dan pekerja yvang diakui secara nasional
dan internasional, Lembaga internasional
dan lembaga asing nonpemerintah juga
haras mengikuti mekanisme yang berlaku
di Indonesia dan melibatkan masyarakat
korban bencana serta mitra kerja dalam
penanggulangan bencana dengan baik. Selain
:i‘mhnrusmgih.lli hukum internasional dan
nasional yang berlaku, termasuk hukum hak
asasi manusia dan kemanusiaan.

Lembaga internasional dan lembaga
asing nonpemerintah dalam menjalankan
perannya di Indonesia juga harus memenuhi
standar kualitas minimal yang berlaku secara
nasiotial, melibatkan masyarakal korban
bencana mulai dari tahap perencanaan,
implementasi, monitoring, dan evaluasi
program, tidak membawa dampak negatif
bagi kehidupan, kelembagaan ekonomi,
spsial, dan budaya masvarakat, tidak melewat
batas kadaluarsa dari suatu jenis banhian
vang diberikan, tidak mengaitkan dengan
kepentingan politik, ideologi, dan agama
tertentu, dan bukan sebagai alat kebijakan
dari pemerintah asing tertentu.

Meskipun dana penangpgulangan
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bencana menjadi tanggung jawab bersama
antara Pemerintah dan pemerintah daerah,
namun pemerintah daerah perlu mendorong
partisipasi masyarakat dalam penyediaan
dana vang bersumber dari masyarakat. Hal
ini sesuai dengan Pasal 4 PP No. 22 Tahun
2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana. Berdasarkan Pasal 7
ayat (3) PP No. 22 Tahun 2008, dana yang
bersumber dari masyarakat yang diterima
oleh Fa:nerinlnh daerah dicatat dalam AFPBD.
Pada ayat (4) dinyatakan bahwa pemerintah
daerah hanya dapat menerima dana yang
bersumber dari masyarakat dalam negeri.
Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai
pencatatan dana tersebut diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri {(ayat &).
Aturan ini sangat membatasi daerah untuk
mengumpulkan dana penanggulangan
bencana dan tidak sesual dengan semangat
otonomi daerah, khususnya desentralisasi
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Semestinya lembaga penanggulangan
bencana di daerah diberikan hak untuk
menggalang dana bagi penyelenggaraan
penanggulangan bencana sendiri, tidak
hanya dari perusahaan, masyarakat, namun
fuga dari lembaga internasional.

5.2 Recovery Aceh Nias Trust Fund

(RANTF)
3.2.1 Keinginan Pendonor Genit

Bermula darni keinginan PT. Exxon

Mobil dan negara Venezuela yang mau
menyumbangkan 2,5 juta dolar Amerika—
dalam realisasinya. Exxon Mobil Oil Indonesia

Inc. menyumbang 32.786 dolar AS yang

divujudkan untuk seminar kesetaraan jender,
sedangkan Republik Venezuela menyumbang
1 juta dolar AS untuk pembangunan
politeknik — dan tidak mau bergabung dalam
skema hibah yang disediakan pemerintah
Indonesia. Kemudian diikut oleh negara Cina
yang tidak mau bergabung dengan negara
kapitalis lainnya dalam MDF. Banyak negara,
perusahaan, NGO, dan yayasan lainnya
membutuhkan wadah pengelolaan dana
bagi program-program yvang dibutuhkan
masyarakat. Banyak juga calon donatur
yang tidak mempunyai waktu dan fasilitas
untuk mengelola dana dan program mereka
sendiri, sehingga berkeinginan menyumbang
langsung ke rekening bank Kepala Badan
Pelaksana BRE. Banyak donor dan mitra
pelaksananya membubuhkan pendampingan
untuk F[DEIEm—PIﬂSIEmnFE dﬂri awal
perencanaan, pelaksanaan, sampai serah
terima. Sebagai catatan bahwa pada akhirnya
kebijakan yang diterapkan BRR adalah
membiarkan para donor membawa vangnya
sendiri dengan mengikut prosedur masing-
masing negara asal. Misalnya, Singapura
boleh langsung menggunakan vangnya
denganmenjalankan proyek melahni prosedur
pengadaan negara tersebut. NGO tidak
perhu melewati jalur resmi untuk mengelola
dananya di Aceh dan Nias. Sesungpuhnya hal
ini bertentangan dengan sistemn audit negara
Irdonesia, dimana BPK menginginkan semua
vang yang masuk ke wilayah Indonesia
diauditoleh lembaga tersebut. Permasalahan
vang terjadi adalah bagaimana menampung
kontribusi pendonor genif semacam ini.

Wacana ini menginisiasi seminar Intosai
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tentang bagaimana vang bantuan bencana

alam masuk ke suatu negara.

5.2.21 Fembentukan RANTF

Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-
Nias bdaklah cukup dengan membangun
kembali jalan raya, perumahan, gedung
sekolah, dan rumah sakit. Lebih luas lagi
mencakup upaya untuk mengembalikan
sendi kehidupan masyarakat korban bencana,
sehingga penyintas dapat memiliki kembali
ruang perak ekonomi serta membebaskan diri
dari belenggu penderitaan emosional akibat
bencana,

BRE menyadari bahwa dalam tahap
pemulihan terdapat sejumlah aktivitas
yvang sangat diperlukan sebagai proyek
penghubung (intermediary profects),
proyek lintas sektor untuk mengantisipasi
kesenjangan (secloral gaps), dan aktivitas
yang sifatnya darurat. Proyek penghubung
adalah prasyarat yang harus dilakukan
untuk kelangsungan proyek-proyek lainnya.
Proyek lintas sektor adalah proyek yang
dimaksudkan untuk mengantisipasi dan
memberikan solusi dalam usaha mengurangi
kesenjangan. Kesenjangan ini muncul secara
alamdah akibat dinamika yang tinggs dalam
masa rehabilitasi dan rekonstroksi dalam
berbagai sektor, misalnya: perumahan,
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, agama
dan sosial budaya, pemberdayaan ekonomi,
serta penguatan lembaga pemerintah daerah,
ormas dan NGO lokal. Proyek yang bersifat
darurat diperlukan manakala teradi kondisi
darurat yang menimbulkan hambatan

pelaksanaan proyek utama yvang telah

556

direncanakan sebelumnya. Sebagai contoh,
sebuah jembatan mengalami kerusakan
berat dan terputus karena terjadi banjir.
Padahal jembatan tersebut merupakan
satu-satunya jalan menuoju lokasi sebuah
proyek perumahan untuk korban tsunami,
Dibutuhkan tindakan cepat untuk segera
memperbaiki jembatan tersebut. Proyek
perumahan dipandang mendesak dan tidak
dapat ditunda, mengingat masih banyak
korban tsunami yang tinggal di hunian
sementara. Diperlukan dana yang harus
segera dapat diproses pencairannya tanpa
melalui prosedur birekrasi yang panjang atau
revisi anggaran yang memakan waktu lama,
namun tetap memperhatikan akuntabilitas,

Gagasan untuk menggalang donasi
melalul sebuah skema khusus off-budget
brust fund sebenarnyva sudah dipikirkan
oleh sejumlah pihak tidak lama sesudah
berakhimya masa tanggap darurat Tingginya
animo pendonor yang tergerak menyumbang
dipandang sebagai sebuah kesempatan yang
tidak boleh dilewatkan. Banyak donor yang
juga memerlukan sarana Fengum]:lulan
dana dan pendampingan dalam upaya
merealisasikan program mereka untuk
disampaikan kepada para penerima manfaat.
Selain itu, dalam proses pemulihan yang
dinamis, banyak keperluan yang ternyata
belum diantisipasi, terutama bagaimana
mengatasi kesenjangan dan menjembatand
kegiatan lintas-sektor.

Dalam Perpu No. 2 Tahun 2008 pasal 20
ayak (1) dmyatakan bahwa pendanaan untuk
melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi

di wila}rah FESEHbEnEE!I‘IE bersumber dari
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pendapatan negara dan penerimaan lain vang
sah. Ayat (2) menyatakan bahwa seluruh
dana yang berkaitan dengan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstrukei di wilayah
pascabencana dikelola, dikoordinasi, dan
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Badan
Pelaksana, dan dilaporkan kepada Menteri
Keuangan. Ayat (3) menyatakan bahwa
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat
bekerja sama dengan pihak lain dalam
rangka pembangunan prasarana dan sarana
vang tidak diblayai dari APBN sepanjang
tidak merugikan kevangan negara, dan
dipertanggungjawabkan secara terpisah.
Ayat (§) menyatakan bahwa APEN vang
merupakan dana dekonsentrasi yang
terkait untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana. Ayat
{3) menyatakan bahwa alokasi dana untuk
seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
vang dibiayai dari APBN, serta seluruh
kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak
lain yang tidak dibiayai dari APBN harus
dikoordinasikan dan mendapat persetujuan
dari Badan Pelaksana.
Pasal 21 ayat {1) menyatakan bahwa
' Badan Pelaksana merupakan pengguna

‘anggaran, Avatl (2) menyatakan bahwa

rencana ketja dan anggaran Badan Pelaksana

- difuangkan ke dalam dokumen pelaksanaan
‘anggaran. Ayat (3) menvatakan bahwa

Badan Pelaksana membuka rekening yang
- digunakan untuk melaksanakan penerimaan
' dan pengeluaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
‘Sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa
' penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstrksi
wang bersumber darl APBN dilakukan

ISSN 1978-3450

melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Khusus.

Sebagal pengemban mandat resmi
koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi
Aceh-Nias, BRR dituntut untuk menciptakan
terobosan yang luwes dan adaptif, Sesuai
kewenangan dalam Perpu No. 2 Tahun
2005 pasal 20 dan 21, beberapa fungsionaris
BRR terdorong untuk menafsirkannya
secara kreatif-proaktif dengan membentuk
sebuah unit khusus Aceh-Nias Trust Fund
(ANTF). Pada awalnya, ANTF adalah
sebuah off-budget trust fund kKhusus untuk
mempercepat pembayaran dana dari donor-
donor non-tradisional, sektor swasta, dan
dana masyarakat. Para fungsionaris tersebut
mematangkan ide pembentukan ANTE
sejak Agustus 2005, sedemikian hingga
struktur, kebjjakan, maupun pelaksanaarmya
terintegrasi ke dalam mekanisme BRE,

Fada tanggal 27-28 Oktober 2005,
BRR mengadakan pertemuan dengan para
donor utama dari pemerintahan dan sektor
swasta dalam acara "ERR Aceh-Nias Update”
di Wisma BNI ‘46, Jakarta. Acara tersebuat
dimaksudkan untuk menvampaikan progres
kerja BRE dan sekaligus ajang bagi para donor
untuk membahas berbagai permasalahan
yang dihiadapi dan solusinya, serta meninjau
kebutuhan pemulihan Nias. Memanfaatkan
momentum tersebut, BRE meluncurkan (soft
launclt) ANTF. Dana-dana ANTF dikelola
oleh bank-bank komersial nasional dan
internasional, antara lain: The Hongkong
and Shanghai Banking Cootporation Limited
(HSBC), Deutsche Bank, Bank Negara
Indonesia (BNI), Bank Niaga, dan Standard
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Chartered Bank,

Pada tanggal 4 Januari 2006, Kepala
Bapel BEE mengubah nama ANTF menjadi
RANTF yang dikukuhkandengan Perkabapel
No. 1/PER/BP-BRR/1/2006. Selain itu juga
ditetapkan lima orang anggota Komite
RANTF dengan Keputusan Kabapel No.
1/KEP/BP-BRR/1/2006. Komite RANTF
adalah anit RANTF dengan peran dan
tanggungjawab terbtinggi, yang menentukan
dan mengarahksn kebrjakan EANTE. Komate

wareta BAN T

mengadakan pertemuan triwulan untuk
mendiskusikan kemajuan, pencapaian
dan rencana strategis, dan mengadakan
perternuan bulanan para donor dan shakefilder
untuk mendiskusikan kemajuan program.
Anggota komite berjumlah 5 orang, berdiri
dari 1 ketua dan 4 anggota. Sejak pertama kali
dibentuk hingga masa tugas BRE NAD-Nias
berakhir, Komite RANTF telah mengalami
tiga kali perubahan formatur.
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CGambar 1. Bagan Organisasi dan Koordinasi EANTE
(Sumber: BRR, 2007)
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Secara umum, babakan kerja pengelolaan
REANTF dikelompokkan ke dalam tiga
fase. Fase awal (Oktober 2005 - Juni 2006)
]I!E‘!'LIFHILEH maLsda-masa FEI’!EEE]EHEEH
dana hibah dari para donor, Fase tengalh
{Juli 2006 - Desember 2007) adalah masa
penyaluran dana ke dalam bentuk keglatan

vang bersifat darurat— dan fleksibel, namun
tetap mengedepankan transparansi dan
akuntabilitas pelaporan. Inilah yang dikenal

dengan segitiga elemen efektivitas RANTF:
kecepatan (speed), leksibilitas (flexibility), dan
transparansi (fransparency).

Gambar 2 Segitiga Elemen Efekbvitas RANTF (Sumber: BRE NAD-Nias, 205)

proyek. Dua fase inilah yang sebenarnya
merupakan inti dari tugas manajemen
RANTEF, yakni mengelola dana (managed
funiels). Fase akhir (Tanuard 2008 - April 2009)
merupakan masa penvempurnaan, evaluasi,

dan pertanggungjawaban.

5.2.3 Efektivitas RANTF

Untuk memastikan efektivitas
penggunaan dana frist fund dalam menunjang
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh
dan Nias, RANTF dirancang sedemikian rupa
sehingpa pengelolaannya ditekankan pada
kecepatan proses — khususnya untuk proyek

Adanya dinamika pemuliban vang
sangat tinggi membutuhkan keluwesan
dalam pengelolaan dana dan program. Pada
saal yang sama, prinsip keterbukaan dan
pertanggungjawaban juga harus terpenuhs.
RANTF berpijak pada prinsip fiduciary
duty, integritas, dan koordinasi dalam
rangka meyakinkan pencapaian hijuan dan
sasaran. Fiduciary duty adalah kewajiban
untuk menyampaikan amanat donor kepada
penerima manfaat, RANTF menjalankan
prinsip fleksibilitas, transparansi, dan

akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan
hugasnya.
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Gambar 3. Bagan Koordinasi Program antara Donor dan Unit BRR (Sumber: BRR, 2007}

5.2.4 Kegiatan Utama
5.2.4.1 Pendampingan Donor dan Program
BEANTF bersama unit BRR lainnya
melayani sejumlah donor yang terdaftar
dalam arsip donor RANTF, yaitu: negara
sahabat, perusahaan, BUMN dan afiliasi,
yayasan dan NGO yang melaksanakan
program di Aceh-Nias. Pelayanan ini
merupakan koordinasi dan pendampingan
untuk program-program yang dilaksanakan
oleh donor tersebut dengan mitra kerjanya,
dari perencanaan sampai serah terima kepada
penerima manfaat. Koordinasi hubungan
disederhanakan menjadi sebuah bagan dalam
Gambar 3, dimana informasi kegiatan proyek

Sbl

dipusatkan pada concepl note, yaitu sarana
informasi untuk mendaftarkan rencana

proyek dan perkembangan selanjutnya,

5.24.2 Pengelolaan Dana
Berdasarkan pemahaman pada
karakteristik para donor, penerima manfaat
dan pemangku kepentingan lainnya, dan yang
berkaitan dengan kebuhuhan di lapangan; Hm
RANTF melakukan Fund Project Matching
(FPM) sebagai berikut:
* Open purpose program, yaitu dana
dan program yang belum ditentukan
peruntukkannya secara khusus oleh

donor, melainkan terbuka untuk
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ustalan-usulan dari Komdte RANTE,
Sektor Deputi dan unit BRR lainnya,
vaitu berdasarkan kebutuhan penerima
ranfaat di lapangan,

* Flexible progrant, yvaitu dana dan program
yang peruntukkannya ditentukan secara
parsial oleh donor, misalnya donor
menentukan untuk sektor apa dana it
ditujukan.

* Earmarked progrom, yaitlu dana dan
program yang peruntukkannya secara
khusus sudah ditentukan oleh donor dan
diterima oleh Sektor Depul atau unit
BRR lainmya.

Tim kerja RANTF dan unit BRE lainnya
mengumpulkan dana dari mancanegara,
perusahaan, vayasan, NGO dan masyarakat
umum. Jumlah dana yang terkumpul dan
dikelola langsung oleh RANTF hingga Juni
2008 telah mencapai Rp 166 milyar. Sebanyak
77 persennya berasal dari berbagai negara
mitra, 13 persen dari perusahaan, dua persen
dari organisasi, dua persen dari individu,
dan enam persen peruntukan lain-lain.
Dari jumlah dana hibah vang terkumpul,
sebanyak Ep 39 milyar (23 persen) diarahkan
dalam skema terbuka (open), Ep 36 milyar
(22 persen) dalam skema fleksibel (flexible),
Ep 70 milyar (42 persen) adalah skema
peruntukan tertentu (earmarked), dan Bp
21 milyar (13 persen) dialokasikan untuk
lalnnya. Selain dana yang dikelola langsung,
EANTF juga memberikan pendampingan
pada donor yang menghibahkan dana seldtar
Ep 2 rilyun. Dana terkumpul ini disalurkan
ke berbagai program dalam prosedur vang
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telah ditentukan. RANTF terus memacu
kegiatannya hingga tuntas pada limit masa
tugaenya pada Desember 2008,

5.243 Administrasi, Keuangan, dan
Pelaporan

Administrasi Donor mengelola informasi
dan pencatatan atas hibah dan program
kegiatan dari para donor. Administrasi
Proyek mengelola seluruh kegiatan yang
berkenaan dengan provek dari pengusulan
sampai dengan serah terima. Manajemen
kas, keuangan, dan akunting mengelola,
mencatat dan melaporkan semua kegiatan
yang berkenaan dengan penerimaan dan
alokasi dana, pembayaran serta laporan
finansial. Sedangkan compliance bertugas
memperhatikan alur kerja dan dokumentasi
yang sesuai dengan kebijakan dan tata cara
pelaksanaan,

RANTF bekerja sama dengan lima bank
internasional dan lokal yang telah dikenal luas
repubasinya, yaitn: HSBC, Deutsche Bank:, BMI,
Bank Niaga, dan Standard Chartered Bank,
Kelima bank tersebut bertanggung jawab
menampung, melaksanakan adminstrasi,
dan membuat laporan status dana secara
berkala. Keterlibatan kelima bank tersebut
merupakan salah satu wujud partisipasi
mereka dalam pembangunan masvarakat
dan merupakan realisasi program CSR
(Corporale Social Resposibilily) atau program
tanggung jawab sosial perusahaan. Seiring
dengan berakhirnya masa tugas BRR, dari
kelima bank tersebut akan berkurang menjadi
dua, yakni BNI sebagai bank pembayar
dan Standard Chartered Bank sebagai bank
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PEMAMPUNE.

RANTF didukung oleh konsultan
hukum independen, konsultan perpajakan,
akuntan publik, dan lembaga anti korupsi.
Dukungan tersebut akan memberikan
keyakinan penuh bahwa seluruh proyek
rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias
yang didanai oleh RANTF akan sepenuhnya
terkonbrol, termonitor, transparan, efisien,
dan efektif sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. RANTF mengeluarkan Laporan
Keuangan pra-audit setiap & bulan dan audit
Akuntan Publik pada akhir tahun.

5.3 Hikmah Ajar

Salah satu sumber pendanaan
penyelenggaraan penanggulangan bencana
di era desentralisasi adalah hibah. Pasal
7ayat (4) PP No. 12 Tahun 2008, yang
menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya
dapat menerima dana yang bersumber dari
masyarakat dalam negeri haros direvisi,
Aturan ini sangat membatasi daerah dalam
mengumpulkan dana penanggulangan
bencana karena tidak sesuai dengan semangat
otonomi daerah, khususnya desentralisasi
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Lembaga penanggulangan bencana di daerah
diberikan hak untuk menggalang dana bagi
penyelenggaraan penanggulangan bencana
sendiri, tidak hanya dari perusahaan dan
masyarakat dalam negeri, namun juga dari
lembaga internasional.

Pada whap pemulihan pascabencana
seperti di Aceh dan Nias, terdapat sejumlah
aktivitas yang sangat diperlukan sebagai
proyek penghubung (inlermedinry projecis),
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proyek linkas sektor untuk mengantisipasi
kesenjangan (sectornl gaps), dan akbvitas yang
sifatriya darurat. Diperlukan dana yang harus
segera dapat diproses pencairannya tenpa
melalui prosedur birokrasi yang panjang atau
revisi anggaran yang memakan wakiu lama,
namun tetap memperhatikan akuntabilitas.
Salah satu alternatif untuk mengantisipasi
masalah tersebut adalah dengan membentuk
saluran pendanaan berskema ftrus! fund.
Trust fund yang mampu menjernbatani dan
mengelola dana libah yang penyalurannya
tanpa melalui kran APBN atau sering disebut
skema off-budget.

Demi menyakinkan pencapaian
tujuan dan sasaran, dalam melaksanakan
pekerjaannya harus menjalankan prinsip
fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dinamika ]:lemuli:han yang tinggi
membutuhkan keluwesan dalam pengelolaan
dana dan program, namun keterbukaan
dan pertanggungjawaban harus terpenuhi.
Keikutsertaan semua pemangku kepentingan
perlu diperhitungkan dan dikocordinasikan
untuk menjamin keberlangsungan. Metode
FPM dapat diterapkan untuk menyelaraskan
karakteristik dan tujuan para donor, penerima
mantaat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Terdapat dua penggolongan program FPM,
yvakni: (1) maraged funds sebagai sarana
pengelolasn dana vang dikumpulkan dari
donor untuk kemudian disalurkan ke
berbagai kegiatan proyek/program; dan (2}
pendampingan donor dan program, yaitu
pendampingan kepada sejumlah donor
terdaftar. yang menjalankan programnya

sendiri namun masih memerlukan
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pendampingan khusus.

Berkaitan dengan strategi
pendanaan, dilakukan upaya pendekatan
dan pendampingan kepada para donor
serta pemangku kepentingan lain yang
melaksanakan programnya. Diupayakan
adanya peruingkatan komitmen pendonor
agar setidaknyz mencapai 30 persen dari
jumlah bantuan yang telah dijanjikan. Para
pendonor mencatatkan kegiatannya ke
pangkalan data {dninhase) dalam bentuk
registrasi atau pemutakhiran dalam PCN
{Project Concept Note). Dengan cara seperti ind,
faktor tumpang-tindih dapat direduksi dan
sekaligus mendukung proses transparansi
kegiatan donor kepada masyarakat.

Bagaimana mengurangi kesenjangan
yvang mungkin Hmbul dalam penyelengparaan
penanggulangan bencana? Perlu
pendampingan khusus kepada pendonor,
sehingga dapat membuka jalan bagi para
pemangku kepentingan untuk bekerjasama
lebih luas dan berkesinambungan. Parameter
dan indikator kesinambungan perlu
dimasukkan ke dalam proposal, struktur,
biaya, hasil, dan pemeliharaan setlap kegiatan
proyek. Indikator tersebut dimaksudkan
untuk melihat sejauh mana keterlibatan
masyarakat setempat (penerima manfaat,
tokoh masyarakat, aparat pemeda), keterlibatan
perempuan, serta sadar-lingkungan,

6. Penutup

Trust fund yang merupakan fasilitas
pengelolaan dana bantuan (hibah) dapat
dibentuk untuk mengelola dana hibah
yang dikumpulkan dari mancanegara,
perusahaan, organisasi masyarakat, dan
dana masyarakat lainnya. Fasilitas ini
menjadi wadah penyaluran dana hibah dari
para donatur yang tidak mau menyalurkan
dananya melalui APBMN, MDTF (Multi Donor
Trust Fund), atau badan-badan multlateral
seperti FBB, World Bank, Asian Development
Bank, maupun NGOD. Dana yang masuk
dikelola secara profesional, bertanggung
jawab, dan transparan oleh badan resmi
pemerintah daerah yang memiliki mandat
untuk menyelenggarakan penanggulangan
bencana.
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TATAKELOLA PEMERINTAHAN TERDESENTRALISIR UNTUK
KAWASAN TERTINGGAL: FENGALAMAN REGIONALISASI
DI KEPULAUAN NIAS PASCABENCANA

oleh: Ridza M. Meukbia Axiz

Mantn Periset Sosial pade Pusst Pengelolsan Pengetahuan BRRE MAD-Mias;
Alumni Obonemi dan Fembangunan Lokal, FISIP Universitas Indonesia

Abstract

The 2004 earblegrke med Fsooennd e Acels, followed Iny Hhe 2005 cartligreke 1 Mins Islands, remed Hee
snpports of Hife ftu bolle veglons, On B otlfer med, the patieral digesters fivve gfven thie opportiriines fo beold back
the oo focnhions better, porticularly regarding Ning ag.one of the nnost underdeteloped regroins knoam i Indonesia,
This fs heen mmde possible, emong offers, hecmese the Refabilifabion and Reconstruction Agency (BRR) for NAD-
Mige —as a quasi-mctonom Cetbeal body - had made ¢fforts o fmvplenrect o regionalization policy v the past-
disaster recovery process of Aol and Nins stece Hee very beginming, nomely Hirough the estoblishmment of wmember
of regional offices. Howeoer, implenmentation of Hie pelicy in Nias fook its different conrse of developunent from Hhat
in Acely, The Nins experience, particularly in estoblislnng corbain mechamisms (NISM and Sekber) for networking,
endivened the concept of decentralized governance within regional recovery. The built nelivork in the region did not
neerely pap reletions on recovery wark nove effechioe among gooerumentol fevels, but was atso able fo acocmnodate
elemeita frove privale ard won-govermiental actors, from the local to the tilfernational leeels. IE can be smid Hhal
the Nias experience as not only offered a network wmodel ns an approach e disaster sanagenent but, mareover,

Mlernakive governance niodel for other pnderdeveloped regions i Indonesia,

1. Latar Belakang

Sekalipun ikut terlanda tsunami
Desember 2004, yang meluluhlantakkan
Kepulauan Nias adalah gempa bumi berskala
B.7 Richter pada 28 Maret 2005, Keadaan
diperparah oleh kenyataan bahwa kedua
Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Nias dan
MNias Selatan, menjadi lumpuh sedemikian
rupa, sehingga tampuk pemulihan kawasan
itu perlu diambil alih sementara oleh BERR
MAD-Nias. Berlandaskan Perppu 272003
yang selanjutnya dikukuhkan menjadi UU
10/2005, BRR NAD-Nias sesunggubnya
adalah lembaga kuasi-otonom pusat yang
lahir dalam konteks kedaruratan. Lembaga
tidak lahir dalam konteks pembangunan
daerah yang normal, dalam kerangka obonomi
daerah berdasarkan ULT 32 /2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Patut dicatat bahwa sebelum bencana
terjadi, kedua kabupaten di Kepulauan
Nias. tersebut telah dikategorikan sebagai
daerah tertinggal. Tingkat pendidikan dan
keschatan masyarakat tidak terlalu baik.
Eelembagaan sosial lemah, sementara sistem
perekonomian kepulauan lebih bersifat
subsisten. Kinerja kedua Pembkab, terutama
Mias Selatan, sebagai motor pembangunan
setempat rendah dibandingkan dengan
daerah-daerah lain di Indonesia. Semua ind
menjadi tantangan serius bagi BERE NAD-
Nias dalam memuluskan proses pemulihan
kawasan pascabencana. |

D sisd lain, bencana alam telah menarik
perhatian beragam aktor Iain di lnar BRR
NAD-Mias baik dari sektor privat, publik,
maupun non-pemerintah, dan baik dari dalam

maupun luar negerl untuk membawa aliran
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beraneka sumberdaya pembangunan baru
yang bernilai relatif besar ke Kepulauan Nias,
Tanpa preseden penanganan sejenis, proses
pemulihan di Nias telah terinduksi proses
globalisasi, sebagaimana juga berlangsung di
Aceh. Oleh karena 1tu, bencana di kepulauan
ini justru telah membuka peluang untuk
membangun kawasan ini lebih baik daripada
keadaan prabencana. Seperti sebuah bengkel
kegja, konteks kebencanaan Nias secara tidak
langsung memberikan kesempatan untuk
mengembangkan model bagi tatakelola
pembangunan kawasan tertinggal.

Sejak BRR NAD-Nias pertama memasulki
Kepulauan Nias, Kepala Badan Pelaksana
{Kabapel) lembaga ini telah memberikan
wewenang yvang lebih besar kepada
kepala kantor perwakilan setempat untuk
menentukan arah implementasi pemulihan
kawasan. Hal ini sndah sewajarnya untuk
metnangkas tali kendali atas proses intervensi
pemulihan, mengingatjarak geografis antara
Aceh dan Nias ikut membentuk perbedaan
dalam hal karakteristik potensi daerah,
sistem perekonomian, dan sosial budaya
masyarakat.

Dielegasi wewenang juga memudahkan
adaptasi upaya pemulihan, terutama karena
adanya perbedaan karakteristik bencana
alam antara Aceh dan Nias, Rencana Induk
Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang awal,
dikeluarkan hanya beberapa hari sesudah
gempa menimpa Nias. Dengan demikian,
dokumen cetak bire untuk Nias dipandang
Hdak cukup mengakomodir karakter spesibk
kepulauan itu, khususnya yang terkait dengan

bencana gempabumi vang menimpanya.
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Personil BRR NAD-Nias yang ditempatkan
di kawasan ini pun relatif memasuki ferng
incogmito dibandingkan dengan mereka yang
ditemnpatkan di Aceh.

Pengalaman pendirian Kantor
Perwakilan BER MAS-Nias di Nias untuk
kemudian direplikasi seantero Frovinsi
Aceh lantas dikenal sebagai suatu "kebijakan
regionalisasi’ yang diluncurkan secara resmi
pada Second Coordinating Foruni for Acel
angd Nigs (CFAN-IT) di Jakarta pada Mei
2006. Kebijakan regionalisasi dinyatakan
berada dalam kerangka desentralizasi,
vaitu mengelola hubungan kewenangan
antarjenjang pemerintahan. Lebih jauh,
kebijakan regionalisasi telah menggeser titik
sentral koordinasi pemulihan dari govermment
(pemerintah) ke governance (tatakelola
pemerintahan) yang berstruktur lebih landai
melalui pembangunan jaringan kerja dengan
aktor-aktor pemulihan lainnya. Dalam kata
sambutannya pada CFAN-II di Jakarta, 9 Mei
2006, Kabapel BER NAD-Nias menyatakan,
“...di tingkat lokal, kami (BRR} pun sedang
mendesentralisir BRR melalui penciptaan
suatu jaringan kantor perwakilan. Tujuannya
adalah memperoleh koordinasi yang lebth
baik... lebih dekat kepada masyarakat dan
Pemda yang melayani mereka...”

2. Rumusan Masalah

Pembagian kantor perwakilan di bawah
Badan Pelaksana {(Bapel) BER NAD-MNias
berubah beberapa kali karena strukbur
organisasi Bapel harus terus menyvesuaikan
diri dengan dinamika pekérjaan lapangan

yvang berkelindan dengan dinamika
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berbagai akior pendonor dan ornop, serta
Kementerian/Lembaga Pusat (K/L) lain
dan Pemerintah Daerah {FPemda) terkait.
Dengan demikian, Aceh dan Kepulauan
Mias bahkan mengikuli alur perkembangan
regionalisasi yang berbeda sejak awal
Perlu dipertanyakan apakah alur proses
perkembangan di Aceh dan MNias masing-
masing it bermuara pada ujuan regionalisas,
yaitu memungkinkan pengembangan
jaringan kerja yang memudahkan adaptasi
lokal dalam proses pemulihan dan transisi
menuju pembangunan-kembali daerah.
Ataukah, sekalipun masih dalam kerangka
desentralisasi, penerapan kebijakan justru
mengarah pada proses delegasi atau
dekonsentrasi. [ika memang penerapan di
Wias memenuhi tujuan regionalisasi, maka
pantas dicermati mekanisme seperti apakah
vang mendukungnya dan seberapa efektiflah
mekanisme it membantu proses pengalihan
kepada pemangku kepentingan setempat.
Untuk itu, tulisan im akan fokus untuk
menjawab: (i} bagaimana perkembangan
awal organisasi BRR NAD-Nias secara
internal mendorong penerapan kebijakan
regionalisasi untuk Kepulauvan Nias; (it}
apa mekanisme wltama untuk membangun
jaringan ]I;Erja antarakbor untuk pProses
pemulihan Kepulauan Nias dan dan
bagaimana mekanisme itu dikembangkan;
dan (iff) sejauh mana pemanfaatan mekanisme
itu mendukung proses transisi menuju
pembangunan-kembali Kepulauan Nias.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

569

{a) memahami konteks perkembangan
organisasi BRR NAD-Nias secara internal
vang melahirkan kebijakan regionalisasi di
Kepulauan Nias; (b) mengenali mekanisme
utama vang memungkinkan pengembangan
jejaring kerja dalam proses pemulihan
Kepulauan Nias; dan (¢) memahami
bagaimana penggunaan mekanisme utama
it dapat membantu proses transisi menuju
pembangunan-kembali Mias,

Secara akademis, penelitian dapat
bermanfaat onituk lebih memahami proses
pelembagaan hubungan wewenang
antarjenjang pemerintahan dalam
pembangunan daerah, khususnya dalam
kohteks pascabencana. Sementara itu,
secara praktis, pengalaman di Nias dapat
menawarkan alternatif model jaringan untuk
pembangunan kawasan terbnggal lain di

Indonesia.

4. Landasan Teori
41 Desentralisasi
Globalisasi

Selepas Perang Dunia 11, negara-

dalam Konteks

bangsa menjangkau melampaui batas-
batasnya; menggalang sumberdaya baru
untuk pembangunan ekonomi nasional.
Pemerintahan nasional berkecenderungan
untuk semakin tersentralisir dan
terspesmlisasi, alu semakin teknokrabs dan
birokratis (Hirst, 2000:259). Kecenderungan
ini sehaliknya ditandai aleh proses globalisasi
modern, yang di dalamnya hubungan
transnasional dalam lingkup ekonomi, sosial,
budaya, dan politik berkelindan dengan

banjir aliran informasi, teknologi, dan
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sumberdaya yang merapuhkan batas-batas
antarnegara. Semua ini menggiring pada
interdependensi antarnegara, terutama dalam
aspek perekonomian. Namun, pengurasan
sumberdayva dunia telah menggiring pada
krisis ekologis global, dan selanjutnya
mendorong gerakan sosial global dan
kebangkitan suatu masyarakar madani
global (Kacowicz, 1998:21). Kemajuan

transportasi dan teknologi mformasi bahkan

memungkinkan mobilisasi sumberdaya,

secara global dalam penanganan proses
pemuliban di daerah-daerab vang terimbas
oleh bencana alam dan sosial besar

Semua ini telah membawa hubungan
Pusat-Dlaerah menjadi isu di banyak
negara sejak era 1990-an Proses globalisasi
perekonomian mengakibatkan fungsi-fungsi
pemerintahan di dalam negeri semakin
saling bergantung pada sumber pendapatan
tingkat nasional, Sebaliknya, pemerintah
nasional makin kehilangan dasar untuk
menjalankan peran regulator kegiatan
sosial di luar entitasnya dan penyedia
layanan bagi masyvarakat. Hirst (2000)
berpendapat bahwa peran krusial negara saat
ini justru menentukan batas-batas wewenang
dan tanggung jawab mereka sendiri serta
lembaga/aktor lain dalam wilayah mereka,
selain memimpin tercapainya konsensus
sosial melalui tatakelola pemerintahan yang
memungkinkan negosiasi antarkepentingan
sosial secara terorganisir. Bentuk tatakelola
pemerintahan kini cenderung pada sistem
faringan yang becsifal lebih rumit dan banyak
pusat, sehingga kekuatan publik sebagai

koordinator dan sumber kendali masih

370

dibutuhkan untuk memaksa para mitra
duduk bersama saat ada ketidaksepakatan
(Kacowicz, 1998:26-27).

Dengan kian terbebaninya Pusat oleh
tugas dan wewenang semacam, desentralisasi
kian penting untuk memangkas tali kendali
sehingga dapat meningkatkan layanan
umum karena masyarakat lebih mempunyai
akses untuk terlibat dalam tatakelola
pemerintahan. Globalisasi, dengan itu,
membuka kesempatan bagi berbagai lembaga
pemerintahan daerah untuk menyesuaikan
diri sehingga menjadi bagian yang lebih
efektif dari sistem interdependen ini {Homes,
1995; Pierre, 2000:4-6; Hirst, 2000:22-24;
Bowman and Hampton, 1983).

Desentralisasi sebagai delegas:
wewenang, menurut Turner dan Hulme
(1997:152-153), berlangsung baik dalam
konteks struktur politik formal; administrasi
publik atau struktur semi-negara, maupun
dari lembaga negara ke lembaga non-negara.
Desentralisasi dapat dilakukan baik secara
teritorial maupun secara fungsional.

Dalam konteks administrasi publik,
UNDP mermci mekanisme desentralisasi
menjadi devolusi, delegasi, dekonsentrasi,
dan divestasi. Develusi wewenang kepada
unit-unit pemerintah lokal (*desentralisasi’ di
Indonesia) membuat Hap unit mengadi obonom,
mangdiri, dan memiliki batas-batas geografis
vang diakui secara legal. Otoritas Pusat
sedikit atan sama sekali idak mengendalikan
unit lokal ini secara langsung. Delepasi {"tugas
pembantuan’ di Indonesia) biasanya merujuk
pada pengalihan wewenang pengambilan
keputusan dan administratif Pusat kepada
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unit lokal yang semi-independen. Dengan
keharusan akuntabel pada Pusat, otonomi
kevangan tidak menjadi salah satu aspek
umum dari dEIEEasi:. Dekonsentrasi pada
galibnya melibatkan pengalihan wewenang
dan pengelolaan keuangan yang sangat
terbatas pada unit lokal seperti Kantor
Wilayah, Unit menjadi perpanjangan tangan
dari Pusat yang, sebaliknya, mempertahankan
kendali atas unit mi. Dhivestasi melibatkan
pengalihan fungsi-fungsi perencanaan dan
administratif kepada lembaga-lembaga
nirlaba, privat, atau non-pemerintah Turner
dan Hulme {1997:25).

Pengalihan kekuasaan dari Pusat
ke Pemda melalul desentralisast bukan
sekedar hasil kesepakatan umum. Otoritas
Daerah dengan derajat otonomi lebih besar,
khususnya secara finansial, harus mampu
membuktikan transparansi, akuntabilitas,
dan kemauan politik untuk menyalurkan
layanan lokal secara partisipatoris. Oleh
karena ity, desentralisasi pemerintahan
dipandang kondusif bagi good governence
{tatakelola pemerintahan yang baik),
sekalipun pengalaman memperlihatkan
desentralisasi semata-mata Hdak menjadi

jaminan

4.2 Tatakelola
Terdesentrallisir
Untuk pelaksanaan efektif dari tanggung
Jawab leknis dan manajerial terkait dengan

Pemerintahan

perencanaan daerah, desentralisasi perlo

didukung oleh keberadaan entitas lokal

ang kuat Sama pentingnya r]engan Pemda
g aktif, demokratis, dan inovatif adalah

masyarakat madani dan sektor swasta
yang kuat. Organisasi kemasyarakatan kian
dipandang oleh pemerintah sebagai wahana
yang efekbf untuk menjangkau kelompok-
kelompok masyarakat yang kurang beruntung
dalam program-program terdesentralisir.
Sektor swasta kerap didekati sebagai mitra
alamiah dari pemerintah dalam mencari cara-
cara inovatil untuk memperbaiki mutu dan
penyaluran fayanan publik

UNDP lantas menggunakan istilah
tatakelola pemerintahan terdesentralisir
(decentralized govermance) untuk menjelaskan
wewenang dantanggung iawab yang setmbang
antara Pusat dan Pemda, serta kapasitas
olorilas Daerah untuk menjalankan tanggung
jJawab mereka menggunakan mekanisme
partisipatoris. Rancangan program yang
dihasilkan mekanisme semacam cenderung
lebih efektf karena mencerminkan kebutuhan
dan prioritas lokal Turner dan Hulme
{1997:28).

4.3 Regionalisasi dalam Desentralisasi

Pada forum tahunan utama bagi
pemangku kepentingan pemulihan Aceh
dan Nias CFAN-II Mei 2006, regionalizasi
telah ditakrifkan sebagai proses perubahan
kewenangan BRR NAD-Nias vang
tersentralisasi sejak didirikan menuju
pengakhiran tugas BRR pada 2009 ketika
semua tanggung jawab BRE dilaporkan
secara benar dan Pemerintah Daerah (Pemda)
selanutnya melaksanakan tanggung jawab
secara penuh {Anonim, 2006),

Hingga batas-batas lortentu, regionalisacs
memang dapat menjadi bagian dari proses
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desentralisasi, baik dari kacamata proses
demokratisasi maupun perbaikan sistem
pengelolaan kemaslahatan umum {Marcou,
2002:14). Definisi legal dan politik dan
region yvang diterima baik secara umum
dapat dikatakan tidak ada. Namun,
regionalisasi dapat didefinisikan melalui
integrasi pendekatan legal politik dengan
pendekatan geografis atau pendekatan
ekonomi regonal.
[ikadilihatsebagai proses penghimpunan
beberapa unit kewilayahan, regionalisasi
secara empirik terjadi di tingkat subnasional
atau di EHngkat supranasional., Dari
pendekatan ekonomi kawasan, regionalisasi
kerap dikaitkan dengan penggalangan
modal ekonomi dan pengaturan fungsi dan
kelembagaan dalam kerangka pemanfaatan
meddal semacam untuk mengembangkan
potensi kawasan secara keselurihan { Marcou,
202:14; Kacowice, 1998:9). Namun tujuan
utama regionalisasi lebih sering dilihat dan
kacamata pembengunan regional, meskipun
dapat juga dilihat sebaga bentuk reformast
pemerintahan, baik secara poliik maupun
secard adminsstratif (Marcou, 2002:14).
Konsepregionalisasi pun, unmuk sebagian
penulis, merupakan proses penghimpunan
yang berlangsuing secara balioy-up, sementara
untuk sebagian lain terjadi secara fop-dowi.
Regionalisasi vang terjadi di negara-negara
Eropa Timur, misalnya. merupakan bagian
dari program desentralisasi vang dipandang
lebib bersifat top-dowen (Marcou, 2002:14;
Fowler, 2000}, Regionalisasi antarnegara
bagian vang diperkenalkan oleh Departemnen

Keamanan Palam MNegen ASdalammendekati

3T

penanganan terorisme dan kebencanaan pun
lebih bersifat fop-doan { Austing 2008), [erman
memiliki tradisi lama dalam tatakelola
Eawasan metropolitan vang lebih botfom-up
terkait dengan tatakelola tataguna lahan,
ntamanya tantangan perencanaan regional
akibat proses industrinlisasi (Fiirst and Kitter,
1993:5).

4.4 Jejaring dalam Regionalisasi
Regionalisas juga dapat digambarkan
sebagai proses yang terjadi dalam kawasan
tertentu oleh berbagat jenis aktor (negara,
lembaga regional, organisas: rakyat, danomop
lain), yang bergabung untuk berbagi nilai dan
norma mendasar yang sama. Aktor-aktor
ini berpartisipasi dalam sualu jaringan yvang
terus tumbuh menyangkut interaksi ekonomi,
budaya, ilmiah, diplomatik, politik, dan militer
{Mace and Therien, 1996 dalam Kacowicz,
1998:0). Proses regionalisasi dalam tatakelola
kawasan metropolitan di Jerman, misalnya,
menjauhi pola govermment (pemerintahan)
u_rllluk mendekat pola govermance itatakelola
pemerintahan) baik secara monosentris
maupun polisentris {Flirst and Ritter, 1993.7).
Ada beberapa kawasan metropolitan, tetap
semuanya tidak memperlihatkan pola
vang konsisten untuk tatakelola kawasan,
Sebaliknya, ada kecenderungan stitikiur
tatakelola pemerintahan yang merupakan
perpaduan jaringan aktor regional dengan
orientasi isu berbeda-beda (Fiirst and Ritter,
1993:8). Namun berjejaring (seperti melalui
mekanisme meja bundar dan konferensi
regional] baru menjadi mode tatakelola

pemerintahan yang ditenima sejak 19%0-an,
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ketika topik-topik baru konsep pembangunan
regional, regionalisasi kebijakan, dan struktur
regional bermunculan (First and Ritter,
1993:15)

Contoh lain adalab kebijakanregionalisasi
yang menjadi salah satu dari tiga priorilas
di bawah National Preparedness Gonl milik
AS, Regionalisasi dipahami sebagai aspek
kelembagaan yang sangat berbeda dalam
bingkai federalisme negara itu. Pertama,
regionalisasi selalu bersifat asimetris, dimana
masing-masing kawasan menerma perlakuan
khusus, berbeda, tidak setara. Dengan
kata lain, selalu ada keberpihakan tertentu
bagi kawasan tertentu. Kedua, Pemerintah
Federal berparticipasi bersama segenap
Megara Bagian yang tergabung dalam
suatu kawasan tertentu untuk menjalankan
tangpung jawab tertentu di tingkat Negara
Bagian (Austin, 2006:18). Struktur hubungan
antarjenjang pemerintahan lantas dipandang
sebagai jejaring vang bertumpang tindih
melayani beragam fungsi. Konseptualisasi
hubingan antanenjang pemerintahan dengan
menggunakan teori jaringan berart sistem
akan bertumpu pada simpul-simpul dan
hubungan-hubungan, dan bukannya lapisan-
lapisan hierarkis (Austin, 2006:19),

5. Metodologi
Melalui pendekatan kuoalitatif, studi

kasus ini akan memaparkan bentuk

hubungan antaraktor dalam penerapan

kebijakan regionalisasi BRE di Kepulauan
Mias. Teknik pengumpulan data mencakup
studi kepustakaan, studi dokumentasi,

pengamatan, dan wawancara semi-terstruk bur,

Pengumpulan data dan informasi sekunder
dan observasi berlangsung empat bulan
(Agustus-November 2008) di Kepulauan
Miag, Banda Aceh, dan Jakarta; selain juga
melalui jaringan internet. Data primer
terutama didapatkan dari wawancara semi-
terstruktur dengan cakupan narasumber
(informan) vang mewakili BRR NAT-Nias,
Kantor Perwakilan Mias (berikut kedua kantor
distriknya), kedua Pemkab di Kepulauan
Mias (terutama Bappeda dan/ atau Sekretariat
Bersama), tokoh masyarakat, masyarakat
penerima bantuan, dan pendonor di kawasan

bersangkutan.

6. Stuktur Tulisan

Hasil kajian akan didahulai oleh latar
belakang, metodologi, dan landasan teori
studi kasus ini. Diikuli dengan pemaparan
hasil teruan, vaitu: (1) kebijakan regionalisasi
terutama sebagai akibat perbedaan konteks
kebencanaan di Aceh dan Nias; (2) mekanisme
untuk menbangunjaritgan kerja bagi proses
pemulihan Kepulauan MNias; dan (3) implikasi
dari penerapan mekanisme semacam pada
proses ransisi ke arah pembangunan-kembak
daerah, Tulisan ditutup dengan kesimpulan
vang melikat regionalisasi secara utuh sebagai
suatu konsep yang dinamds.

7. Hasil Temuan
7.1 Regionalisasi: Kebutuhan Konsolidasi
Internal
7.11 Perbedaan Konteks Kawasan dan
Devolusi Awal
Persamaan utama antara Kepulauan

MNias dan Prowvinst Aceh adalah keduanya
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merepresentasikan daerah tertinggal (meski
dengan cakupan luas wilayah berbeda) yang
merupakan cerminan, sekaligus dampak
dari kapasitas Pemda yang relatif rendah.
Sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 1,
dimana NAD merupakan provinsi dengan
[PM di bawah angka nasional dengan tingkat
kemiskinan hampir 1.5 angka nasional.
Dibandingkan dengan Sumatera Utara
yvang memdliki I'M di atas angka nasional,
maka tingkat kemiskinan Nias dan Nias
Selatan vang relabif tinggi memperlihatkan
peminggiran kedua daerah itu baik di lingkup

nasional maupun provinsial.

dan listrik Nias dan Nias Selatan tertinggal
jauh di lingkup nasional dan terendah df

tingkat provinsi (Bank Dunia, 200729} -
Bahkan, jurang menganga sejak 1975 antara
kawasan pesisir utara {termasuk Kepulauan
Mias) dan kawasan lain di Sumatera Lltara
{Warld Bank, 2002:14). Pemerintah Sumatera
Utara berorientasl pada pengembangan
perekonomian dataran utama, terutama
untuk pengembangan industd perkebunan
{(kelapa sawit). Ini diperumit faka bahwa
masyarakat Nias belum pernah diakomodir
dalam arus utama perpolitikan Sumatera

Utara dan mengalami diskriminasi sosial

Tl 1. Indeks Pembangonmn banusia Indonesia

Indikator SE:“ Mias Sumut | MNAD Indonesia

FDEE per kapita (2005) d9muta | 51juta | 111 juta 14,7 uta 12,6 juta

(dengan

7.7 juta

| [tanpa migas)

Tingkat kemiskinan (2004) 32.2% 31.6% 14.9% | 28.7% 16.7%
Indeks Pembangunan B39 66,1 2200 | 9.0 a5
Manusia (205} _ E
Balita kekurangan gizi 45.8 51,8 28,7 | r 28,2
(2005) = |
Tingkat melek huruf bZ.5 B58 855 | = 9,7
dewasa {2005)
Akses pada air bersih (2005) % 15% 529 | 4w 56%
Fumah tangga dengan 25% 32% g0% | = B
listrik '

Sumber: diolah dari berbagai sumber [Susenss WG, Perkembangan Beberapa
Indikator Utama Sosial ERonomi Indonesia per Marey 2008)

Termasuk wilayah'terdepan’ Indonesia,
Kepulauan Mias sesungguhnya terisolasi
secara geografis dengan keterbatasan akses
pada ekonomi kawasan. Sebelum tsunami
2004, tingkat kemiskinan, indikator keszhatan,
ngkat melek lwruf, akses pada air bersih

574

budaya lebih mendalam.

Pemda pun, yang diharapkan dapat
memainkan peran strategis untuk menciptakan
kondisi daerah kondusif untuk keluar
dari belenggu kemiskinan, ternyata belum

berkinerja optimal. Bank Dunia melakukan
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survei menyangkut pengelolaan keuangan
publik oleh Pemda di Aceh, khususnya
menyangkut kerangka kerja repulasi,
perencanaan dan penganggaran, pengelolaan
dana tunai, pengadaan barang dan jasa,
akuntans: dan pelaporan, audit internal, utang
dan investasi publik, manajemen aset, serta
audit eksternal. Hasil survei selama Mei-Juni
2006 ind memperlihatkan bahwa nilai ke-21
Pemkah/Pemkot di Aceh berkisar antara 15%
{Aceh Jaya) dan 69% {Aceh Utara), sehingga
nilai rata-rata Pemkab/ Pembkot adalah 41%,
sementara nilai rata-rata Pemprov adalah 43%
(World Bank, 2007:10,16).

Eapasitas Pemkab MNias dan MNias Selatan
lebih rendah laglh Dalam survel semacam
(Bank Dunia, 2007:64), kinetja pengelolaan
keuangan publik Pemda Nias dan Nias
Selatan secara berturut-turut adalah rendah
(38%) dan sangat rendah (14%). Program
pembangunan sektoral pada masa lalu,
misalnya Inpres Desa Tertinggal (IDT), masih
belum mampu membebaskan Kepulauan
Mias dari ketertinggalan dan belenggu
kemiskinan (Baeha, 2068:1).

Bagaimana pun, ada sejumlah
perbedaan mendasar antara Provinsi
Aceh dan Kepulavan Nias yang membual
penanganan pemulihan kedua kawasan itu
secara logis perlu dipisabkan sesak awal. Jarak

geografis yang jauh antara kedua kawasan

menghasilkan perbedaan potensi alam, sosial
budaya, danwilayah administratif yang pada
akhirnya mengakibatkan perbedaan akar

masalah dari kemiskinan masing-masing

kawasan. Lebih jauh, masyarakat Aceh
mayoritas memeluk agama Islam, sementara
sekitar 95% penduduk Nias beragama Kristen
(80% Protestan dan 20% Katolik). Di luar
kedua ibukota, masyarakat biasa berbahasa
Mias dan tidak banyak yang berbahasa
Indonesia

Drari aspek potensi, Aceh melampaui
NMias, baik dalam keragaman maupun jumliah
sumberdaya alam. Nias dan Nias Selatan
memang telah lama bertumpu pada sistem
perekonomian subsisten. Sebanyak 87%
penduduk kepulauan bekerja dalam sektor
pertanian, sehingga komposisi Produk
Domestik Regional Bruto (PDREB) sangat
bergantung pada sektor ina.

Akibat kegiatan pemulihan
pascabencana, anggaran yang dikoordinir
oleh BER NAD-Nias di Kepulauan Nias lima
kali anggaran normal Pemda. Namun, jika
dibandingkan dengan Femkab/Pemkot di
Provinsi Aceh, Pemkab di Kepulanan Nias
memiliki keterbatasan sumber keuangan
daerah baik dalam jenis maupun jumlah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD} Nias sebatas
2.7%; sebagian besar pendapatan Kabupaten
berasal dari Pemerintah Pusat. Belanija
Kabupaten sebagian besar memang untuk
bidang pendidikan (40%), tetapi belanja
Pemkab sendiri menyerap 25% anggaran
(ADB and BRR MAD-Nias, 2007:17). Dana
Alokasi Umum (DALD; Dana Alokasi Khusus
(AK], dan dana dekonsentrasi yang diterima
oleh Nias dan Nias Selatan punjauh di bawah

rerata nasional (likat Gambar 1),
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Gambar 1. Grafik Perbandingan Jumlal Anggaran Setiap Daerah
(Sumber; Kantor Perwakilan MNias Tahon 2007 shide 44}

Sebagaimana diperlihatkan oleh Gambar
2, meskipun proporsi PAD di Pemkab/
Pemkot di Aceh relatif sangat kecil seperh
juga di Nias dan Nias Selatan, daerah-daerah
di Aceh masih memperoleh perimbangan dari
alokasi dana Otonomi Khasus {(Otsus) dam
tambahan Bagi Hasil (BH) yang relatif besar.
PAD Mias, misalnya; terus menurun dari
3,46% pada tahun 2004 menjadi 2,67 % (2005)
dan 2.53% (2006). Demikian juga pendapatan
lainnya yang sah mengalami penuruan
dart 811% pada tahun 2004 menjadi 3,47%
(2005) dan 1,14% (2006), Sementara itu,
dana perimbangan terus naik dari 87,21%
(2004) menjadi 92,99% (2005) dan 95.82%
(2006). Data bersumber darl Rencana Ferja
Kabupaten MNias 2007, kecuali untuk data
tahun 206 berasal dari Nias dalam Angka
2007, Mias dan Nias Selatan, sebaliknya,

sangat bergantung pada DAU yang selamaini
disesuaikan dengan besar korps PNS Daerah.
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Cambar 2. Geafik Sumbor Pendansan
di Setinp Kabupaten
(Sumber: Multi Donor Fund for Aceh and RNias, 2008)

Tambahan dana BH dan dana Otsus
dialokasikan per kapita dan dikelola di
tingkat provinsi, sedangkan pembagian per
kabupaten,/kota belum ditetapkan. Namuirn,
sernua kabupaten/ kota di Aceh diperkirakan
akan dapat menerima tiga kali per kapita
yang diterima oleh Nias maupun Nias
Selatan (ADB and BRR NAD-Nias, 200732).
Pada tahun 2008, Pemkab di Provinsi Aceh
diproyeksikan untuk memiliki anggaran Ep
2,7 juta — Rp 11,5 juta per kapita, sementara
Mias dan Mias Selatan hanya akan memiliki
anggaran sekitar Rp 1 juta per kapita (ADB
and BRE NAD-Nias, 2007:11).

Dengan demikian, sekalipun sama-3ama
mengalami peminggiran, utamanya selama
rezim Socharto, potensi inheren Aceh telah
menggiring masyarakat untuk melakukan
perlawananpada Pusat, sementara masyarakat
Kepulauan Nias telah terbawa pada rasa
ketidakberdayaan dan persaingan keras
antaranggota masyarakat sendiri. Akhimya,
hal yang paling menentukan pembedaan
penanganan kebencanaan antara Aceh dan
Kepulauan Nias adalah perbedaan luas
wilayah terimbas bencana dan karakteristik
bencana antara kedua kawasan, Gempa
berteunami 2004 ikut melumpuhkan motor
administratif pemulihan di Banda Aceh,
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sehingga mempengaruhi pembangunan
provinsi keseluruhan. Konflik bersenjata
membuat konteks pemulihan semakin rumit
bagi administrasi setempat. Sementara itu,
walaupun Nias merupakan kepulauan
terbesar di pesisir barat Sumatera {dengan
sahu pulau besar dan 130 polau yang jauh lebih
kecil), wilayahnya hanya mencakup dua dari
ke-26 kabupaten/ kota di Sumatera Utara atau
6% dari populasi provinsi itu {(Muld Donor
Fund for Aceh and Nias, 2008:11}. Yang paling
mencolok adalah perbedaan karakteristik
bencana alam dan dampak kerusakan di
masing-masing kawasan. Gempa berisunami
telah mengubah banyak atau sama sekali
batas-batas pesisit Aceh. Banyak pusat
permukiman menjadi rata dengan tanah atau
bahkan tidak lagi eksis. Kegiatan pemulihan
kerap berangkat dari nol. Sebaliknya, gempa
ci Nias merusak bangunan secara tersebar di
segenap kepulauan, tetapi struktur dasar dari
desa-desa pusat perrnukiman pada umumnya
masih bertahan, Pekerjaan pemulihan lebik
bersifat sporadis.

7.1.2 Dinamika Struktural Bapel BRR NAD-
Mias dan Kantor Perwakilan Nias
Kebijakan regionalisasi BRR NAD-Nias

belum terkonsepkan secara rinci ketika tiga

organ dari lembaga Pemerintah itu terbentuk
pada 29 April 2005, Namun, karakter dan
permasalahan di masing-masing daerah
vang spesifik sebagaimana telah dijelaskan,
malahirkan kebijakan semacam. Dengan

perlimbangan itulah, maka Perppu 2/25

Tasal & menegas]can bahwa Kantor Pusat

Badan Pelaksana (Bapel) BRE NAD-Nias

ar7

berkedudukan di Banda Aceh, dengan Kantor
Perwakilan di Nias, serta di daerah lain yang
dianggap perlu. Maka, tak lama setelah 12
anggota Hm pertama BRR NAD-Nias tba di
Banda Aceh pada 2 Mei 2005, sebuah tim kecil
lain segera berangkat mendatangi Kepulauan
Mias. Pada Juni 2005, Kantor Perwakilan
pertama BER NAD-Nias telah berdiri dan
mulai beroperasi di Gunungsitoli, ibukota
Kabupaten Nias.

Sebulan kemudian terbit Perkabapel
No. PER-01/BRR/ VI1/ 2005 tentang Susunan
Organisasi dan Tatakerja Bapel BER. Pasal 1
dan 103 menempatkan Kantor Perwakilan
Nias sebagai salah satu dari tiga Badan
Khusus dari Bapel BRE NAD-Nias, sehingga
berkedudukan setara dengan Sekretaris
Badan Pelaksana ataupun Deputi Sektoral.
Dengan demikian, Kantor Perwakilan Nias
dapat dikatakan memiliki otonomi yang besar
sejak awal.

Sekitar setahun kemudian, tepatnya
Februari 2006, Kabapel BER NAD-Nias
mengakut kepada pers bahwa pihaknya
memang memberikan aotonomi lebih luas
kepada tim di Kepulauan Nias agar dapat
mempercepat proses pemulihan daerah iba.
Sebagai yang pertama pula, wajar apabila
Kantor Perwakilan Nias kemudian dijadikan
model dalam proses regionalisasi dalam
lingkup Bapel BRR NAD-Nias,

Di kawasan Aceh sendiri, Kantor
Perwakilan Aceh Java menyusul terbentuk
pada Januari 2006 dan beroperasi dart Kantor
Regional milik Unmted Nabons Office of
the RE‘EI,‘.I"-‘ET}" Coordimmator (TNORC) untuk

memudahkan komunikasi dengan Pemda
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dan lebih dari 60-ornop internasional dan 10
ornop nasional, Kantor Perwakilan Banda
Aceh, Aceh Besar, dan Sabang didirikan
atas bantuan Pemerintah Perancis pada
Februari 2006 di Meuraxa, Banda Aceh,
untuk fokus pada pengembangan prasarana
penghubung antardesa dengan pusat-pusat
ekonomi. Kantor Perwakilan Meulaboh
vang mencakup kerja pemulihan untuk Aceh
Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya
telah memudahkan BRRE NAD-Nias bekerja
sama dengan pihak berwenang setompat,
utamanya komisi-komisi pembebasan lahan
termasik Badan Pertanahan Nasional (BPN)
dalam menangani masalah pembebasan lahan
dan relokasi.

Bapel BRR NAD-Nias selanjutnya lebih
serius mempertimbangkan nilai efektifitas
dari proses desentralisasi ini. Konteks
kebencanaan mulanya menempatkan
masyarakat penerima manfaat sebagai
1}1:-}=e[-: program tanggap darorat. MNamuan,
keadaan lapangan membutuhkan banyak
adaptasi, sehingga paradigma bergeseruntuk
menggandeng masvarakat sebagai subyek
berdaya dalam menyinambungkan manfaat
pemulihan. Praktik membagi konsentrasi
beban kera pada sejumlah kawasan mulai
terbukti membantu menjamin akuntabilitas
pelaksanaan kegiatan pemulihan,

Ideini lantas digutirkan kepada khalayak
lebih luas pada forum CFAN-II di Jakarta, 5
Mei 2006, Dalam pidato pembukaan forum
itu, Kabapel BRR NAD-Nias mengakui
bahwa Bapel sedang mendesentralisir BRE
ke tingkat lokal untuk koordinasi yang lebih
baik sehingga menjadi lebih dekat dengan

378

masyarakat dan Pemda, Kantor Perwakilan
akan memegang wewenang yang terdelegasi
dan anggaran nyata untuk mendukung
pelaksanaannya, tetapi Kantor Perwakilan
pada saat itu pun sesungguhnya masih “...
merupakan karya dalam proses.” Demikian
pernyataan Kuntoro Mangunsubroto pada
pembukaan CEAN-IL

Dalam forum itu, sasaran jangka pendek
dari regionalisasi adalah pengembangan
‘Pengelolaan Rekonstruksi berbasis
Kabupaten’ yang konsisten dengan kebijakan
dan strategi BRR NAD-Nias. Tujuan akhirnya
adalah keselarasan setiap distrik (kabupaten/
kota) dengan wewenang dan misi BER
NAD-Nias dalam melaksanakan pemulihan
kehidupan bermasyarakat.

Selama persiapan perternuan CFAN-IL,
berkembang rencana bahwa selain Kantor
Perwakilan Nias, akan ada delapan Kantor
Perwakilan di Provinsi Aceh. Dengan
keterbatasan sumberdava manusia dan
lainnya, enam kantor perwakilan BRR
akhirnya secara resma berdin pada 4 Juli 2006
berdasarkan Perkabapel No. 22/FPER/BP-
BRR/ VI1/2006,

Sejak ibu, formasi kantor perwakilan BEE
MNAD-Mias telah mengalami perubahan liga
kali sesuai kesesuaian program dan pobtensi
wilayah, yaitu berdasarkan Perkabapel
MNomor: 26/ PER/BP-BRE/ VII/ 2006 (24 Juli
2006), Perkabapel Nomor: 34/ PER,/ BP-BRR/
WVII/2007 (6 Agustus 2007), dan Perkabapel
Nomor: 40/PER/BP-BRR/XI/2007 (24
September 2007). Selengkapnya lihat Tabel
2 berikut ini.
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Tebel 2, Perubahan Farmasi H-um_m Perwakilon BER BAD-Mias

Kantor Petkabapel Perkabapel Perkabapel Ferkabapel
Momaos: 22/ MNomor: 26/ Momaor: 34/ MNomor: 40/
FER/BP-BRR/ | FER/BP-BER/ | PER/BP-BRR/ | PER/BP-BRR/
VI 2006 VII/ 2006 v 11/ 2007 K207
Pusat (dak {tidak (tidak Banda Aceh
dinyatakan) dinyatakan) dinvatakan)
Perwakilan [ Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Sabang
Sabang Sabang Sabang Aceh Besar
Aceh Besar Aceh Besar Aceh Besar Aceh Jaya
Aceh Jaya Aceh Java Aceh Jaya Aceh Barat
MNagan Eaya
Perwakilan [T Pidie Fidie Pidie Fidie
Bireun Bireuen Bireuen Bireuen
Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara
Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe | Lhokseumawe
Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur Aceh Timur
Langsa Langsa Langsa
Aceh Tamiang | Aceh Tamiang
Perwakilan Il | Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Tengah Aceh Tengah
Bener Meriah MNagan Raya Bener Meriah | Bener Meriah
Gayvo Lues Aceh Barat Daya | Gayo Lues Gayo Lues
Aceh Tamiang Simeulue Aceh Tenggara | Aceh Tenggara
Perwakilan [V | Aceh Barat Langsa Aceh Barat (dihilangkan)
Nagan Rava Aceh Tengah Nagan Raya
Aceh Barat Daya | Bener Meriah Aceh Barat Daya
Simeulue Gayo Lues
Aceh Tamiang
Perwakilan V Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan Aceh Selatan
Aceh Singkil Aceh Singkil Aceh Singkil | Aceh Singkil
Aceh Tenggara | Simeulue Aceh Barat Daya
Perwakilan V1 Mias Mias Mias Nias
Nias Selatan iias Selatan Miag Selatan Mias Selatan
Simeulue
(distrik Khusus)

Menyusul penetapan pertama dari
keenam Kantor Perwakilan, Perkabapel No.
24/PER/BP-BRR/VII/ 2005 dikeluarkan
pada 20 Juli 2006 untuk mengatur skukiur
organisasi dan tatakerfa Kantor Perwakilan.
Lampiran Il Perkabapel memperlihatkan

bakiwa sepert Kantor Perwakilan lain Kantor

Sumber olahan data dan Laporan Tahuwnan 2007 (BRE NAD-Mias I006H)
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Perwakilan VI {Nias) ditempatkan di bawah
Depuli/ Kepala Operasi. Dengan perubahan
semiacam, Perkabapel No. 30/ PER/ BP-BRR/
X1/2006 tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Bapel BERE dikelnarkan pada 10
November 2006 untuk menegaskan bahwa
semua Kantor Perwakilan berada di bawah
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Deputi Operasi (Pasal 159) dan menghapus
Badan Khusus Bapel, termasuk Kantor
Perwakilan Nias.

Bagaimanapun, karakteristik kawasan
Mias yang sangat berlainan dari kawasan
lainnya di Provinsi Aceh membuat kedudukan
Kantor Perwakilan Nias dikuatkan kembali
secara khusus melalui Perkabapel No.
&/PER/BP-BRR/I/2007 tentang Susunan
Chrganisasi dan Tatakerja Kantor Perwakilan
VI BRR yang dikeluarkan pada 26 Januari
2007. Salah satu pertimbangan untuk
mengeluarkan Perkabapel i1 adalah karena
Kantor Perwakilan Nias memerlukan
pengaturan térsendiri, vang disesuaikan
dengan kebutuhan setempat sehingga dapat
mengakomodir organisasi dan atakerja kantor
perwakilan yang fleksibel dan dinamis.,

Pasal 1 Perkabapel No. 6/ FER/BP-
BRER/T/ 2007 ibz menyebutkan bahwa Kantor
Perwakilan Mias bukan sekedar mencakup
Kepala Kantor Perwakilan, KepalaSekretarial,
dan Kepala Perencanaan dan Pengendalian,
Kantor Perwakilan Nias paga memiliki Staf
Khusus Kepala Perwakilan, Unit Pengawasan
Internal, Kepala Distrik Nias, dan Kepala
Distrik Nias Selatan, Masing-masing Kepala
Distrik membawahi empat kepala sektor
khusus, yaitu Bidang Perumahan dan
Permukiman; Bidang Infrastruktur; Bidang
Kelembagaan dan Pembangunan Manusia;
dan Bidang Pengembangan Ekonomi dan
Usaha.

Fenempatan saktor di bawah Kantor
Distrik memperlihatkan upaya desentralisasi
vang lebih lanjutdi lingkup Rantor Perwakilan

580

Mias beranjak menjauhi pendekatan sektorals
sentralistik yang masih tercermin pada Kantws
Perwakilan lainnya yang menempatkan
Kepala Distrik di bawah Sekretaris Kantor
Perwakilan, dan terpisah dari Kepala Bidang
(Kantor Perwakilan Nias, 2006).

Drapat dikatakan bahwa strukbur internal
Bapel BRR NAD-Nias sangat dinamis.
Akibatnya, sekalipun regionalisasi telah
menjadi kebijakan resmi lembaga Pusat ind,
masih saja terjadi alokasi ulang wewenang
dalam menjalankan proses pemulihan di
tingkat lokal. Sekalipun demikian, Kantor
Perwakilan Nias tetap dapat mempertahankan
otonomi yang relatif besar. Tampaknya,
sampai akhir masa tugas BRE NAD-Nias
pun, sebagaimana diungkapkan oleh Kabapel
pada CFAN-II, konsep regionalisasi akan
tetap menjadi karya dalam proses.

7.2 Regionalisasit Membangun Jejaring
Antaraktor Pemulihan

BER NAD-Nias mempunyai fungsi
fasilitasi, koordinasi, dan implementasi dalam
proses pemulihan Aceh dan Nias. Mengambil
jarak tertentu dari Banda Aceh sejak awal,
Nias telah berkembang menjadi entitas yang
berbeda dibandingkan Kantor Perwakilan lain
di Provinsi Aceh karena memilih pendekatan
vang berbeda dalam membangun crganisasi.
Jika Kantor Perwakilan di provinsi tetangga
itu relatif lebih mudah berkonsultast ke Banda
Aceh unfuk berkoordinasi, Kantor Perwakilan
Nias harus berkembang jauh lebih otonom.
Secara administratif wilayah, Kepulauan Nias
memang lidak berinduk ke Banda. Dengan
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demikian, Kantor Perwakilan Nias lebih
leluasa dari tekanan untuk menjalankan fungsi
implementasi vang lebih berkembang di Aceh
dan, sebaliknya. cenderung menjalankan
fungsi koordinasinya

Jikapun provinsiinduk Nias, dalam hal
ini Sumatera Utara, memiliki kepentingan
dalam kegiatan pemuliban, sejak awal BRE
MNAD-MNias justru meminta Pemprov untok
mendatangi Pemkab Mias dan MNias Selatan
untuk berkonsultasi. Sebagaimana yvang
dikatakan oleh Kepala Kantor Perwakilan
Nias, perempatan pusat kegiatan di Palau
Nias dan fungsi koordinasi langsung di
tingkat Kabupaten telah mengangkat posisi
Kabupaten yang selama ini lemah di depan
Provinsi, Sebaliknya, Kantor Perwakilan
MNias memperoleh keuntungan karena
dapat langsung berkoordinasi dengan
Pemkab dalam mengambil keputusan untuk

berbagai urusan, tanpa perlu menunggu

persebujuan dari Pemprov. Penempatan pusat
kegiatan di Pulau Nias fuga mengakibatkan

semakin banyak mitra pemulihan, baik

pendonor mavpun pelaksana kegiatan, tkuat
membuka kantor perwakilan di Kepulauan
Nias sehingga lebih jauh mengefektifkan
koordinasi Kantor Perwakilan Nias.

721 Mengenali Medan dan Cakupan
Kerja dalam Membangun Kantor
Perwakilan Nias
Pendekatan Kantor Perwakilan

MNias dalam proses pemulihan di wilayvah

kopulauan itu tercermin dari upaya-upaya

awal dalam pembentukan organisasi.

Selama bulan pertama (Jund 2005}, personil
Kantor Perwakilan melakukan asesmen
terhadap kebutuhan kawasan sekaligus
memperkenalkan organisasi kepada
segenap pemangku kepentingan. Meskipun
kegiatan selama bulan kedua dan ketiga
lebih dicurahkan pada pemantapan fungsi
administrasi (melengkapi kebutuhan kantor
dan struktur organisasi), Kantor Perwakilan
Nias terus mengintensifkan koordinasi.
Bahkan, sejak Agustus 2005, Kantor
Perwakilan mulai merancang Nias Islands
Staketrolders Meeting (N1SM), semacam CFAN
untuk tingkat Mias. Sejak Oktober 2005,
Kantor Perwakilan Nias mulai menjalankan
fungsi cperasional.

Ada M negara donor dan lebily daripada
80 omop yang telah berpartisipasi dalam
proses rekonstruksi Nias. Sekian banyak
mitra kerja eksternal ikut mendirikan kantor
perwakilan di Nias, selain untuk memudahlean
pengelolaan kegiatan, juga karena melihat
Kantor Perwakilan Nias telah berfungsi
sebagai perwakilan otoritas di kawasan ini.

Kantor Perwakilan MNias lantas
memainkan peran penting dalam koordinasi
rekonstruksi Nias, yang menyelaraskan
berbagai badan pemerintahan pada berbagai
jenjang (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten),
selain memfasilitasi dan bekerja sama dengan
berbagai lembaga donor dan emop di Nias,
Kepala Kantor Perwakilan Nias dalam sebuah
esal pribadi telah memetakan hubungan
koordinasi tersebut dengan memperlihatkan
peran sentral Kantor Perwakilan Miaa dalam
memlbasilitast arus kamunikasi.
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Gambar 3. E&E.-.'ll.‘l. Struktur Koordinasi Hekonsiruksi MNias
(Samber: Sabandar, 2008:12}

Kantor Perwakilan Nias selanjutnya
mengembangkan kerjasama dengan badan-
badan PBE dalam penvelengparaan pertemuan
koordinasi antarpemangku kepentingan di
tingkat operasional, baik untuk cakupan
umum maupun cakupan satuan kerja
sektoral Pertemuan umum bersifat bulanan
dengan koordinator Kantor Perwakilan Nias
dan UNORC. Pertemuan sektoral bersifat
dua mingguan, dengan UNORC sebagai
koordinator sektor bantuan kemamuasiaan
dan pengungsian, Kantor Perwakilan Nias
untuk sektor perumahan dan sektor logistik,
Unicef untuk sektor air sanitasi, pendidikan,
dan kesehatan, serta UNDP untuk sekior
pengembangan matapencaharian, Hanya
pertemuan sektor Disaster Risk Reduction
{DRR} vang bersifat bulanan dengan semua
lembaga terkait sebagai koordinator,

382

7.22 Menjembatani Para Pemangku

Kepentingan dengan NISM

Pada Oktober 2005, Kantor Perwakilan
Nias menyajikan fakta pada suatu pertemuan
internasional bahwa dana Pusat untuk
kegiatan pemulihan Nias selama 2005-
2006 sebesar 12% dari total dana tersedia
untuk Aceh dan Mias, sementara komitmen
komumitas internasional sampai bulan tahun
itn hanya 4% dari total komitmen untuk Aceh
dan Mias. [ lain pihak, Kantor Perwakilan
MNias menghifung bahwa Nias sepantasnya
menerima 17% dari total dana pemuliban
untuk Aceh dan Niasjika mempertimbangkan
jumlah penduduk; luas kawasan; serta
jumlah kerusakan rumah, sekolah, prasarana
kesshatan, dan prasarana jalan (Kantor
Perwakilan Mias, 2003).

Ada kﬂﬁﬂ'ﬁjal‘lﬂﬂi‘l besar, mengingat
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dana yang tersedia untuk dapat membangun
kembali Nias secara lebih bail tidak Hampai
seperhimanya. Kesemanganjuga hadir selama
proses-proses peralthan, baik dari masa
tanggap darurat ke masa pemulihan maupun
dari masa pemulihan ke masa pembangunan-
kembali Dzaerah. Kantor Perwakilan, oleh
karenanya, sejak Agustus 2005 telah
n'l.em]:lerﬁmhangkan Fen}reienggaman Forum,
yang akan menjadi titik temu bagi semua
pemangku kepentingan untuk mencari jalan
keluar; yaitu saling mengisi kesenjangan dan
mengoaerdinir proses-proses peralihan.
Crtonomi lebih luas yang dimiliki oleh
Kantor Perwakilan Nias sejak awal membuka
kesempatan bagi pengelola Kankor Perwakilan
untuk merancang dan menyelenggarakan
perternuan NISM. Pertama diselenggarakan
di bulan Desember 2005 dan yang kedua
pada 17 Januvari 2(K6, NISM berkembang
menjadi forum evaluasi yang melibatkan
semua pemangku L:EPEI‘IH]‘IEETI. di Mias,
dari pendonor, lembaga PBB, Palang Merah
Internasional, ornop internasional dan
nasional, hingga K/L Pusat, Pemprov
Sumatera Utara, serta Pemkab Nias dan
Mias Selatan. Hasil kadua pertemuan yang
disclengrarakan di Jakarta dan Gunumgsitoli
itu adalah Bencana Aksi Bersama, suatu
penjabaran dari rencana strategis untuk
pemulihan Nias, yang mengisi ketiadaan
icetak biru bagi wilayah itu.
Cetak bire dalam Fencana Induk
dipandang tidak cukup mengakomodir
karakier spesifik Nias, mengingat dokumen
Stu dikeluarkan hanya selang beberapa
Rari setelah gempa 2005 terjadi (Sabandar,

2008:7).

sementaraitu, NISM-11I diselenggarakan
pada Maret 2007, memperkenalkan Renaksi
Terintegrasi untuk Rekonstruksi Kepulauan
Nias 2007-2008 kepada khalayak yang lebih
luas. Pertermuan ini memberikan perhatian
khusus pada strategl ransisi (exit strafegy) BRR
NAD-Nias melalui tiga tugas utama, yaitu: (i)
menjamin transisi yang mulus dari tahap
pemuliban ke tahap pembangunan-kembali
Daerah secepat mungkin, dengan melibatkan
Pemda dalam perencanaan, evaluasi, dan
peralihan kegiatan pemulihan; {ii} menjamin
Pemda dan semua mitra kerja memiliki
kapasitas yang cukup untuk operasi dan
pemeliharaan sarana yang terbangun selama
tahap pemulihan; dan (i) mempersiapkan
mekanisme untuk melembagakan skema
DER ke dalam kerangka pembangunan
Pemda (BRER NAD-Nias, 207).

Sebagai realisasi komitmen Kepala
Bappenas pada NISM-III, Bappenas
menyelenggarakan konsultasi publik pada
Mei 2007 yang melibatkan Pemda, tokoh
masyarakat, dan BER NAD-Nias dalam
membuat rancangan awal! Renaksi 2007-
2009, Rancangan awal Renaksi inl menjadi
bagian dari pengembangan cefak biru
pembangunan-kembali Nias. Renakst adalah
penyempurnaan Rencana Induk dalam
Perpres 302005, tetapi sekaligus merujuk
pada RPIM Kabupaten, sehingpa pelaksanaan
Renaksi terbagi dalam dua periode, yaitu: (1)
2007-2009 sebagal masa tugas BER; dan (2}
pas;':avi[ﬂ'-} sebapgai masa tugas Penuda.

kerangka Strategis untuk Femulihan
Mias per Mei Z007 ini dipandang sebagai
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perencanaan terintegrasi karena berbasis area
{memperhalikan karakterisiik setiap wilayah
pengembangan di Nias), Pendekaran spasial
kepulauan terhadap rencans rekonstreksi ita
bertujuan untuk mendukung pembangunan
Kepulauan Nias yvang berkelanjutan
berdasarkan pembelajaran dar pelbagiid
bencana alam sebelumnya, Untuk itu, dua
strategi utama ditetapkan, yailn pengurangan
risike kebencanaan dan pengentasan
kemiskinan, yang diterjemahkan dalam
empat pilar pembangunan {pembangunan
perumahan dan permukiman; infrastruklurg
ekonomi; serta SDM dan kelembagaan)
mefalui sepulub program utama.

Penyusunan Renaksi Nias 2000-2009 it
Taga bagian dari proses evaluasi paruh wakiu
terhadap pengelolaan keégiatan pemulihan
Eantor Perwakilan Nias. Fang kalan panjang
proses evaloast paruh wakte il diakhiri
konstnyast empat harl yang difasilitasi
oleh Bappenas di-pertengahan 2007 yang
melibatkan jajaran kedua Bappeda da
Eepulauan Nias.

Penyusunan Renaksi Nias 2007-2009
sebagai bagian dari proses evaluasi paruh
waktu itu kemudian diadopsi di Aceh pada
skala provinsial. Renaksi kedua kawasan
selanjutnya digabungkan dan diselaraskan
untuk menghasilkan dokumen Renaksi Aceh-
MNias 2007-2009 vang mengadopsi sekitar
80% isi dar dokumen versi Mias. Selain
penyesuaian lebih lanjut dengan Kencana
Induk. Renaksi Aceh-MNias 2007-200% lantas
dikuatkan sebagai produk hukum melalui
Ferpres 47/ HWE.

584

723 Bermitra dengan Pemanghku
Kepentingan Ulama Melajuai
Sekretarial Bersama (Sekber)
Beranjak dari prinsip bahwa kersja

pemulihan adalah kerja kemitraan vang sejajar,

Kantor Perwakilan Nias menetapkan balwwa

peran utamanya sebatas fasilitator, bukan

pelaksana utama, Kantor Perwakilan lebih
berfungsi sebagai jembatan antarpemangku
kepentingan, erutama dalam menpembataig

Pembkabdi Kepulauan Nias dengan Pemprov,

serta antara Pemda dengan Pusat.

Dalam rapal koordinasinya dengan
Pemkab Mias Selatan pada 18 Agustus
2005, Kantor Perwakilan MNias menegaskan
posisinya sebagai lembaga id lioc sehingjra
tidak bermaksud membangun kapasitas
kelembagaan vang permanen dan, sebaliknya,
cenderung mendayagunakan lembaga yang
sudah ada di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebulan kemudian Kantor Perwakilan
Miasjustru mulai mengalihkan semua Satuan
Kerja {Satker) ke Mias. Kepulusan melakukan
fungst operasional ind diambil karena kegiatan
pemulihan masih dikendalikan dari Medan
dan Banda Aceh sehingga kurang @Enggap
pada kebutuhan mendesak lapangan,
sementara Pemkab belum dapatl merespons
dengan copat.

Kantor Perwakilan Nias berusaha
sepgera kembali ke fungsi fasilitasiya dengan
menelurkan sejumiah program berbasis
masyarakat sambil terus menguatkan
kelembagaan Daerah. Pada tabun anggaran
2007, Kantor Perwakilan mereocrientasi

paradigma pelaksanann proyvek perumahan
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dari pendekatan kontraktor menjadi
pendekatan pembangunan oleh masyarakat
melalui provek Bantuan Langsung Masyrakat
(BLM) Perumahan (Kantor Perwakilan Nias,
2007,

Setahun sebelumnya, sebuah Sekretariat
Bersama (Sekber) dirintis bersama Pemprov
dan Pemkab, selagi suata Rencana
Rekomatruksi Kecamatan dirinkis. Cikal bakal
Sekber adalah kebutuhan untuk integrasi
program Pusat dan lokal. Kantor Perwakilan
MNias telah mengajukan program-programnya
kepada kedua Pemkab untuk dibahas
bersama-sama, disesuaikan, dan disepakati
dalam mekanisme perencanaan. Menilai
tnekanisme pengelolaan sumberdaya ind
cukup efekiif untuk diteruskan, disusunlah
kemudian perangkat formalnya.

Surat kesepakatan antara Pemkab
Nias dan Kantor Perwakilan Nias, serta
antara Pemkab Nias Selatan dan Kantor
Perwakilan Nias tentang pendirian Sekbor
ditandatangani pada 2 Juni 2006, Namun,
mekanisme Sekretariat Bersama, sebagai
sirpul komunikasi antara Kantor Perwakilan
dan Pernda, benar-benar berfungsi sejak Mei
2006 (BRE MAD-Nias, 2007).

Pada 14 September 2006, Bupati Nias
mengeluarkan SK Nomor: 050/ 149/ K/ 2005
tentang pengangkatan personil Sekber
Nias dengan berkedudukan di Kantor
Bappeda Nias. Penetapan personil Sekber
Nias Selatan sedikit lebih lambat, Sebelum
penetapan personil Sekber itu, UNORC
mendirikan forum koordinasi lain (Nias
Selmtnn Recovery Forum) pada Agustus 2006

dengan bantuan sejumlah perseorangan

dari MNetherlands Red Cross, ICMC Nias,
Spanish Red Cross, dan Kantor Perwakilan
Mias, Pada November 2006, barulah Bupat
Nias Selatan mengeluarkan SK Nomor:
050/14894 K/ 2006 tentang pengangkatan
personil Sekber dengan berkedudukan di
Kantor Bappeda Nias Selatan.

4 tingkat Provinsi, Sekber baru
didirikan pada 28 September 2008, melalui
penandatanganan kesepakatan bersama
antara Pemprov Sumut dan Kantor
Perwakilan Nias. Namun, sebelumnya telah
ada Sekretariat Pembantu Dewan Pengarah
ERE Tingkat Provinsi (berdiri Juni 2008).
Pemprov menyediakan ruang kantor dan
fasilitas di Kantor Bappeda, sementara Kantor
perwaklian Nias memenuhi pembiavaan
Sekber,

Pada awalnya, pertemuan koordinatif
di Sekber membangun komunikasi secara
tersendat-sendat. Laporan internal Kantor
Perwakilan MNias tentang kemajuan Sekber
pada kuartal akhir 2006 memperlihatkan
bahwa tingkat kepercayaan antaraktor masih
rendah; Pemkab cenderung bersikap defensif,
dan komunikasi masih lebih didominasi oleh
Tim Pengarah dan bukannya personil teknis.
Seiring makin intensifnya komunikasi, Unpgkat
kepercayaan mulai meningkat, meskipun hal
ini lebih lambat terfadi untuk kasos Sekber
MNias Selatan.

Sekber telah mendorong dan
memperkuat peran Pemda dalam proses
pemulihan karena teratama berfungsi sebagas
koordinasi satu atap dalam perencanaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi
{menyelaraskan hasil musrenbang kabupaten
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dengan rencana rekonstruksi kabupaten).
Terkait fungs koordinast ind, Sekber terutama
meralankan pengelolaan data dan informasi
pemulihan; perencanaan tingkat kabupaten
dan kecamatan; pengendalian, monitoring,
dan evaluasi program; dan penguatan
hubungan antarpemangku kepentingan.

Dralam hal perencanaan, Sekber menjadi
titik pengumpulan rencana kegiatan dari
Kantor Perwakilan Nias, Pemproy, Pembkab,
dan mitra kerja lain. Proses selanjutnya
mencakop menentukan kriteria; meninjau
kembali berbagai rencana program,
prioritisasi; menetapkan program tahunan
dan tahun famak; dan membagi langgung
jawab atas semua program. Sekber lantas
mengkoordin semia pernangku kepentingan
dalam menyetujui program dan anggaran
serta, selanjutnya, dalam pelaksanaan
Program.

Dalam hal pengawasan pelaksanaan,
Sekber menjadi titik temu antara Asisten
Pembangunan Setda/Kepala Dinas dan
Kepala/Manajer Rantor Perwakilan, vang
mengawasi satuan kerja APBD dan sabuan
REE masing-masing. Dalam hal monitoring
dan evaluasi, Sekber nvenjadi titik temu antara
Bagian Monev & Audit Pemkalb dan Bagan
Momev & Audit BER yang bertanggung
pwabatas pengawasan program Pemkab dan
program BRE.

Aparat kecamatan, khususnya di
Kabupaten Nias, kelah melakukan pemantauan
kegiatan dan mengirimkan laporan bulanan
ke Sekber Nias yang, antara lain, berisi emuan
masalah di lapangan, Sekber Nias menanggapi

laporan semacam dengan melakukan
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konfirmasi pada pelaksana kegiatan atau,
bahkan, mengadakan pertemuan antarpihak
vang terlibat.

Sekber Nias Selatan berkembang lebih
lambat mengingat keterbatasan jumlzh dan
kapasitas staf Pemkab. Camal Telukdalam,
misalnya, melaporkan bahwa stal Sekber
tidak dapat menindaklanjuti sejurmlah
masalah karena mereka memegang dua
pekerjaan, vaitu pekerjaan di Sekber MNias
Selatan dan pekerjaan purnawakiu di Pembab,
Bagaimanapun, sebagaimana telah dijelaskan
sebelunmya, Sekber Nias Selatan dan jajaran
Pemkab lainnya telah dilibatkan dalam
penvelarasan Renaksi permulihan dan evaluast
paruh-waktu terhadap kegiatan pemulihan
BRR MAD-Nias. Mengisi kelemahan fungs:
Sekber Nias Selatan, Nurs Selatan Recovery
Foriwm terus diselenggarakan sehingga
Pemkab, Kantor Perwakilan Nias, badan PBB,
Palang Merah, dan ornop (intemasional) tetap
memiliki kesempatan untitk berkoordimasi.

D Kepulanan Nias, perencanaan dibuat
per Distrik melalui Sekber masing-masing. D
miasing-masing Sekbes, Kantor Perwakilan Niasg
dan Pemkab duduk bersama menyelaraskan
usulan kegiatan pemulihan dan usulan
kegiatan pembangunan hasil musrenbang,
Hasil kegiatan Sekber dikukuhkan melalui
surat keputusan vang dikeluarkan oleh
Bupati, bukan oleh Kepala Kantor Perwakilan.
Dengan demikian, Sekber di Kepulauan
Mias, selain menjadi medium kKoordinasi
antarpihak, juga memberi kesempatan bagi
staf Pemkab untuk meningkatkan kapasitas
perencanaan, pengawasan pelaksanaan, serta

evaluasi kegiatan pembangunan melalui
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praktik langsung.

Hal yang sebaliknya terjadi di awal
penerapan kebijakan regionalisasi di Provinsi
Aceh, Proses perencanaan kegiatan pemulihan
di Provinsi Aceh bukan berlangsung di Kanbor
Perwakilan, melainkan dipusatkan di Banda
Aceh. Ini karena semua sekbor di Kantor Pusat
membuat perencanaan masing-masing, vang
hasilnya baru disampaikan kepada Kantor
Perwakilan. Selanjuinya, Kantor Perwakilan
menyampaikan rencana kegiatan pemulihan
pada Pemda melalui Sekber.

7.3 Regionalisasi: Memuluskan Peralihan
ke Pembangunan-kembali Daerah

Ada dua kutub pandangan tentang
bagaimana BRE NAD-Nias seharusnya
mengakhiri masa tugas. Yang pertama
meelihat BER MNAD-Nias harus menvelesaikan
sernua hasil fisik pemulilan hingga akhir 2008

dan menyerahkan seluruh urusan selanjutva
kepada Pemda, Yang keduoa menilai BER
MAD-Nias bersama aktor pemulihan lain
periu memikirkan keberlanjutan dar proses
pemulibhan, baik secara fisik maupun non-
fisik, dan mengantar Daerah ke proses
pembangunan yang berkelanjutan (Kantor
Perwakilan Nias, 2008:2). Hal ini juga
mengemuka dalam Pidato Kenegaraan serta
Eeterangan Pemerintah atas RUU APBN 2009
Beserta Nota Keuangannya pada tanggal 15
Aprustus 2008 di [akarta,

Kantor Perwakilan MNias berpandangan
“bahwa pengakhiran masa tugasnya justru
'menjadi awal fase pembangunan Nias
yang berkelanjutan. Kantor Perwakilan

‘Mias lankas memetakan penyerahberimaan

fisik pemulihan sebagai tanggung jawab
utama BRR NAD-Nias hingga April 2009,
Pemda, dengan dukungan awal BRRE NAD-
Nias dan donor, berbangpung jawab untuk
melaksanakan pembangunan kapasitas
menuju pembangunan berkelanjutan melalui
serah-terima kelembagaan hingga 2012,
Pengembangan mitigasi kebencanaan jangka
panjang juga akan dilakukan terutama oleh
Pemda (Kantor Perwakilan Nias, 2008:4)
Froses regionalisasi di Kepulauan Nias
telah memudahkan masa transisi daerah
dengan, antara lain, menyediakan mekanisme
semacam NISM dan Sekber untuk menjamin

aliran sumberdaya yang diperlukan untuk

me mpertahankan keberlanjutan kegiatan
pemulihan.

untuk
Melalui

7.3.1 Merapatkan
Mendukung
MNISM
Pada NISM-IV di Medan tanggal 15 Mai

2008, para aktor pemulihan i Kepulavan Nias

Jaringan

Transisi

membahas strategi transisi dalam konteks
pengakhiran masa tugas BRE NAD-MNias,
khusustiva menyangkut program yang akan
dilaksanakan oleh Pemkab Nias dan Nias
Selatan bersama Pemprov dan Pusat. Dalam
pertemuan tersebult, Joe Leitmann Koordinator
Pengelolaan Kebencanaan Bank Dunia untuk
Indonesia menyatakan bahwa tantangan
utama bagi Pembkab di MNias setelah menerima
pengalihanaset adalah merencanakan operasi
dan pemelibaraan aset serla memastikan
anggaran yang cukup untuk kegiatan itu.
Di samping itu, Pemkab perlu menjamin

kesinambungan program FEI‘HL:I“]‘IE.IH ElE'jEI]-.'.
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2009 dan pembangunan jangka panjang
berdasarkan potensi ekonomi kepulauan
dengan dukungan Pemprov sepanjang masa
transisi dan pembangunan jangka panjang
itu. Pusat menghadapi tantangan dalam
mengeluarkan Perpres dan prosedur sesegera
mungkin serta memasyarakatkan produk
hukum bersangkutan, selain menjamin semmua
kegiatan dialihkan secara mulus,

Jika para Pendnnﬂr akhirnya
menyaltakan akan meneruskan komitmen
mereka terhadap pembangunan Kepulauan
Mias sementara perhaban Pusat dan Pemprow
sudah tertambat pada kawasan ini, maka
NISM-1V sekedar merupakan salah satu
rrui:uk dari acara formal yang penting. Upaya
merapatkan jaringan ketja untuk menjamin
pembangunan kembali Nias secara lebih
baik perlu dilibat sebagai rangkaian empat
acara NISM secara utuh. Jika dilihat lebih
dekat, maka proses panjang penjembatan
antarsimpul aktor bahkan dilakukan melaliz
berbagai mekanisme lain, baik yang formal
maupun informal. Exif strafegy strategi
transisi Kantor Perwakilan Nias telah digodok
terntama melaluil pertemuan-pertemuan
internal BRRE NAD-Nias, selain berbagai
pertemuan dengan Pemda terkait, MDF,
dan triparht {(terutama Bappenas sebagai
Sekretariat Dewan Pengarah BRE NAD-
Mias).

Dralam proses pemulihan yang berupaya
membangun kembali Nias secara lebih
baik, pembangunan ekonomi kawasan
berkelanjutan telah dirintis dengan
pendel:.ats.ru pen@kaan aleses mitrastruldnr

jalan raya kawasan. Landasan pembangunan

SBE

perekonomian kawasan telah didudukkan
secara sadar oleh Kantor Perwakilan Nias
dalam sekitar tiga setengah tahun terakhir
dan ditunjang oleh berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh aktor pemulihan lain.

Sekber dan kegiatan pemulihan berbasis
masyarakat yang berkembang di lingkungan
Kantor Perwakilan Nias lantas dapat dilihat
sebagai wadahuntuk pengembangan kapasitas
Pemerintahan Daerah dalam menjalankan
pembangunan yang berkelanjutan dan
menyiapkan kelembagaan masyarakat vang
mardiri

7.3.2 Seckber Sebagai Wahana Fenting
Pemda untuk Bertransisi -
Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya, kurangnya kapasitas pemerintah

daerah di Kepulavan Nias menjadi kendala
potensial dalam mempertahankan kondisi
kondusif bagl pembangunan kawasan yang
berkelanjutan, beratama jika membicarakan

Kabupaten Nias Selatan. Hal ini tercermin

dalam Nias dalam Angka 2007, Dari 5.638

Pegawal Megeri Sipil Daerah (PNSD}

Kabupaten Nias pada 2006, sebagian besar

bergolongan [Il dan IV. Hampir setengah

dari mereka berpendidikan SMA (43,5%),

sementara D3 ada 24,67%, dan 51 ada 20,12%.

Sekitar setengah dari seburuh PNS Kabupaten

tinggal dl Gunungsitoli. Dengan kapasitas

Pemkab semacam, penyerahan aset menjadi

tahap yang kritikal dalam proses fransisi di

Kepulauan Nias. Penyerahan aset penulihan

mencakup penyerahan proyek dan pengalihan

aget. Baeha (2008:4) mengungkapkan bahwa
pengalihan aset tahap pertama dan kedua




Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No. 2, November 2009

ISSN 1978-3450

masih sebatas admanistratif, sehingga
potensial menimbulkan masalah di kemudian
hari. Masalah ini terkait dengan belum adanya
kesamaansirategi antara BRR NAD-Nias dan
Pemkab dalam pengakhiran masa tugas
BRE MAD-MNias dan belum jelas formulasi
kelanjutan program pemulihan pascamasa
tugas BIR NAD-Nias, sementara alokasi
APBD Kabupaten untuk biayva operasional
dan pemeliharaan aset terbatas.

Dibandingkan dengan Aceh, pengalilan
aset di Kepulauan Nias cenderung lebih
mulus, Pada Februari 2008, Kantor
Perwakilan Nias memfasilitasi pengaliban
pertama aset rekonstruksi bernilai total Rp
4716:121 . 228.459,00 kepada K/ L Pusat terkait,
Femprov Sumatera Utara, serta Pemkab Nias
dan Nias Selatan (BRE NAD-Nias, 2008a). Per
bulan Mei 2008, Kantor Perwakilan kembali
mengalihkan 312 unit aset rekonstruksi
senilai Rp 500.367.129.947 00 kepada K/L
Pusat terkait, Pemprov Sumatera Utara, serta
Pemkab Nias dan Nias Selatan (BRR NAD-
Mias, 2008c). Menurit Cubernur Sumatera
Utara, alih aset hingga Me: 2008 telah
mencapai sepertiga dari total nilal aset yang
perlu diserabterimakan,

Eantor Ferwakilan Mias berpendapat
bahwa keberadaan Sekber telah membantu
proses peralihan aset yang relatif mulos
tersebul. Kepala Kantor Perwakilan memang
tidak memungkiri bahwa pengalihan aset di
Aceh terpadi di ingkat provinsi dalam konteks
poliik yang rumit. Aktor yang terlibat sangat
boragam, sehingga BRE NAD-Nias kesulitan
untuk menentukan pihak vang perlu diajak

berkoordmasi. Namun, sekalipun jumlah aset

yang dibangun di Nias relatif tidak sebanyak
atau sebesar yang terbangun di Aceh, Kepala
Kantor Perwakilan berpendapal bahwa
masyarakat dan Pemda di Nias relatif lebih
mudah menerima aset karena merasa terlibat
dan diajak berdialog sejak tahap perencanaan
pembangunan aset dan mengikuti proses
pembangunan (wawancara dengan Kepala
Kantor Perwakilan Nias di Jakarta, 14
Agustus 2008). Di saat peralihan aset,
Sekber berdiri di depan untuk berkoordinasi
(wawancara dengan Sekretaris Sekber Nias
di Gunungsitoli, September 2008),

Bupati Nias sendiri menjelaskan bahwa
strategi Pemkab dalam menghadapi masa
transisi adalah optimalisasi fungsi Sekber,
peningkatan kapasitas Pemkab, pengelolaan
aset, penetapan priotitas pekeraan vang perlu
diselesaikan oleh BRE NAD-Nias sampai April
2009; perencanaan kelanjutan pemulihan
TA 2009, dan pembentukan lembaga yang
melanjutkan kegiatan pemulihan di bawah
Bupati {Baeha, 2008:7).

Semmua strategiitu sesunpgubnya berkisar
pada kegiatan Sekber selama ind. Bencana
Kerja Daerah (RKD) 2009 Kabupaten Nias
yang mengacu pada RPIM Kabupaten Nias
2006-2011, misalnya, sefalan dengan empat
pilar pembangunan kelanjutan pemulihan,
vaitu infrastruktuor, pendidikan, kesshatan,
dan ekonomi. RKD semacam dapat disusun
antara lain karena kepala Bappeda setempal
sekaligus menjadbat ketua koodinasi Sekber
Mias (Baeha, 2008:8-9)

Sekber Niag telah menerbitkan pedoman
operasional Sekber berbaru pada April 2008,

Pedoman operasional ini menetapkan bahwa,
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menyangkut koordinasi inventarisasi dan
penyerahterimaan aset pemulihan, Sekber
secara khusus bertugas untuk erkoordinasi
dengan manajer aset Kantor Perwakilan
Mias dan Kantor Distrik Nias menyangkut
daltar aset on-hudget dan off-hudgel yang akan
diserahterimakan dengan Pemkab. Sekber
juga berkoordinasi dengan Tim Pelaksana
Persiapan Pengalihan Tugas Kantor Distrik
Mias yang dibentak oleh Pemkab dan SKFD
terkait untuk menerima dan mengelola aset
yang, diserahterimakan, Terakhir, Sekber bekerja
sama dengan Kantor Perwakilan Nias dan
Kantor Distrik Nias dan instansi terkait [ain
dalam menyiapkan rencana kelembagaan untuk
pengelolaan asel pascatugas BRR NAD-Nias.

sementara itu, peningkatan kapasitas
Pembkab, sebapgai salah satu strategi Pembkab
lain dalam memasuki transisi telah dilakukan
pula melalui penempatan aparahir daerah
dalam organisasi BRI W AD-Niag, pelaksanaan
berbagat pelatihan dan pemberian beasiswa
kepada aparal Pemda, pelibatan camat
sebagal [asilitator pemulihan di wilayah
masing-masing, dan pembentukan Tim
Pelaksana Persiapan Pengalihan Tugas BRE
kepada Pemkab {Bacha, 2008;7).

Terkait dengan pelatihan dan beasiswa
untuk Pemkab, Kantor Perwakilan Nias dan
donor memberikan diekungan teknis pada
peningkatan kapasitas dalam penyusunan
Perda dan Perbup, perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan anggaran,
akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset,
dan pengawasan (internal dan eksternal).
Pelatihan utamanya didapatkan secara
f:mr::r?rg-.l':'y—dmug pada Sekber dan kantor-
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kantor BRR NAD-Nias.

Dalam rencana kerangka waktu untuk
pengakhiran masa tugas Kantor PFerwakilan
Nias, operast Kantor Perwakilan direncanakan
akan berakhir di pengujung tahun 2008,
sehingga pelaksanaan proyek pemulihan
untuk tahun 2009 mulai diambil alih oleh
Pemda dan Task Force Penuntasan sejak akhir
Oktober 2008, Terkait dengan persiapan
mengambil alith provek, pedoman operasional
sekber Mias yang terbaru mengarahkan
bahwa aparat Pemkab mulai beralih Kepada
fungsi implementasi.

8. Penutup

Kebijakan regionalisasi BRR NAD-
Nias belum terkonsepkan ketika badan ad
loc Pusat itu terbentuk pada 29 April 2005.
Eontekskebencansan mulanya menempatkan
masyarakat penerima manfaat sebagai
obyek program tanggap darural, Namumn,
seiring berlalunva waktu dan keterbatasan
sumberdaya di lapangan, timbul kebutuhan
untuk sepeTa mengisi kesenjangan, yang
selanjutnya menuntut pergeseran paradigma
untuk merangkul mendekati semua aktor
pemulihan di luar organisasi BRRE NAD-Nias,
terutama masyarakat dan Pemerintahan
Daerah, dan membagi konsentrasi wewenang
kerja pemulihan.

* Jika Kantor Perwakilan Nias berdiri
sebagal kantor regional pertama, memang ada
sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan
Provinsi Aceh. Yang paling utama adalah
perbedaan karakteristik bencana dan
dampaknya pada wilayah landaan masing-

'I'ﬂa.EI.TI.E_
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Sejak awal, Kantor Perwakilan Nias
telah memperoleh otonomi vang cukup besar,
sehingga wajar jika kerap dijadikan model
dalam proses regionalisasi dalam lingkup
organisasi Bapel. Bagaimanapun, Kantor
Perwakilan MNias tetap berkembang sebagai
entitas yang lain daripada kantor perwakilan
lzin di Aceh karena memilih penekanan fungsi
dan pendekatan kegiatan pemulihan yang
berbeda, yang tercermin pada mekanisme
koordinasi yang dipakainya.

Kantor Perwakilan Mias tetap dapat
mempertahankan otonoms yang relatif besar
justru karena jaraknya dari Banda Aceh untuk
berkonsultasi membuat Kantor Perwakilan
i harus berkembang lebih otonom. Kantor
Perwakilan i lebih mudah mengembanghkan
pendekatan spasial daripada sektoral,
dibandingkan kantor sejenis di Aceh, yang
lebih mempertahankan aspek devolusi
dibandingkan dekonsentrasinya.

Koordinasi sudah tenhn dikedepankan
oleh Kantor Perwakilan Nias mengingat
keberagamanagendankompleksitas pekerjaan
dalam proses pemulihan pascaboncana. Ada
kesenjangan besar di Nias, dimana dana yang
tersedia untuk membangun kembali kawasan
secara lebih baik Gdak sampai seperlimanya.
Sementara itu, kapasitas Pemda dalam
mengelola kegiatan kurang memadai sejak
sebelum bencana,

NISM dan Sekber yang diprakarsai
pieh Kantor Perwakilan menjadi mekanisme
untuk perencanaan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang melibatkan semua pemangku

kepentingan pemuliban di Nias. Dengan
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keterlibatan donor besar seperti Bank Dunia
dan ADB, badan-badan PEB, Palang Merah
Internasional, ornop internasional dan
nasional, hingga K/L Pusat, Pemprov
Swamatera [tara, Pemkab Mias, dan Pemlkab
Mias Selatan, kedua mekanisme utama
ini {ditambah prakarsa program berbasis
masyarakat seperti BLM) membangun
fondasi bagi sistem tata-kelola pemerintahan
terdesentralisir untuk pemulihan kawasan
Nias:

Kedua mekanisme ini lahir dari prinsip
bahwa proses pemulihan memerlukan
kemitraan sejajar, sehing g Kanbor Perwakilan
Nias memutuskan untuk lebih mengambil
peran sebagai fasilitator yang menjadi
jembatan antarpemangku Kepentingan,
terutama dalam menjembaktani Pemkab di
Kepulauan Nias dengan Pemprov, serta
antara Pemda dengan Pusat.

Mekanisme semacam NISM dan
Sekber itkut memudahkan masa transisional
Daerah karena menjamin aliran sumberdaya
vang diperlukan untuk mempertahankan
keberlanjutan kegiatan untuk kawasan vang
posisinya labil sebagai daerah tertinggal ini,
sekaligus memungkinkan pengembangan
kapasitas Pemda dan masyarakat sebagai

penerus kegiatan pemulihan.
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GEMPABUMI TASIKMALAYA, JAWA BARAT 2 SEPTEMBER 2009

Daryono®, Muh. Aris Marfai', Dina Ruslanjari', Winaryo', Ananta Purwoaminta’

Fusad Studi Bencana (PSBA) Undversitas Gadjah Mada, Yopyakarm
Fencliti di Badan Meteorologl, Klimatelogd dan Geofigika, Jakarta
E-manil: darbonpSyvahos.com

Abstract

Tasieralmya sartlhiquks acceerred o Sephember 2, 2009, coitlh origit fine af 14:55:00 AM, epicornder lopated
ol §.24° Iatitude and 107532 |I|l,|I|g‘lfIJ|:|li,'.__. I.l.lrlﬁmﬂjr.ru' T3 on the Richiler Seafe mifh a ll't'ph'l |:_i|F 30 Eflomelers. ﬂl.l
applying el wodsl of plate fectopics (0 These fooa, 7 appesrs thit She cartingroake wes cmesed by aotivity o He
subduction zove megatrnst sontlh of fava. TTeis exrthupuake tors feit e West Jaoa reached the intensity sonle of TV
to VI Modefed Mercally Defewsity (MM, Tastknalie enrfipocke cnrsed consideralle dameage fo howaes fu e
willage of lmpapure, Cigalonfang Distroct, Tesknnilnye Regency. Danwmge is strongly influenced by topagraplifc
effects foctor beomuse of its locafron at the dop of the hills, beside the building structures are pot meet carthguake
resishant beuldimg sbmidards. Some stage houses siructire made of wood was mot demaged, The extstence of o
woosten loise on sfage structure is one evidence of the local wisdon, which proved to ke resilient md able bo suroive
durtng o strong exrtfaquake. i addition to Bhe direct itpnct of @ strong tibration, Tastkemlngr eerthouake atso

capse secoantary offects, suclias, landslide, ground fanlbicg and bursts of artesian springs

Eey wards: Tastkuolmpe Exrtfupenke, Megnthrust Zowe, Stage House, Local Wisdonr, Lendstides, Ground

FJrerrrlgl. Arteetan Sp.lu.lrg.!-'.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara
di dunia yang memiliki tingkat aktivitas
kegempaan sangat inggi. Hal in: disebabkan
oleh lokasinya yang terletak di antara
tumbukan lempeng utama dunia, yaitu
Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia
dan Lempeng Pasifik. Ketiga lempeng
tersebut bergerak relatif antara yang satu

dm‘ngan Vang, lain. Fx—:-rgera]:an dan mmbukan

ketiga lempeng ini merupakan generator
utama aktivitas gempabumi di Indonesia
(Subarjo et al., 2001; Sutikno, 2007).
Berdasarkan data historis kegempaan
Jawra Baral, penyebab aktivitas gempabumi di
daerah ini didominasi oleh akbvitas subduks:
lempeng Indo-Australia terhadap lempeng

Eurasia di Samudra Hindia selatan J[awa
Barat. Data seismisitas menunjukkan adanya
klaster lokasi pusat gempabumi yang cukup
padat di daerah pesisir [awa Barat bagian
selatan hingga Samudra Hindia (http://
WWW,USES.Z0V).

Setelah mengalami bencana alam
gempabumi dan fsunami pada tanggal 17
Juli 2006 yang menelan korban jiwa lebih dari
500 orang (Bappenas, 2006, Lavigne et al,
2007, Leitmann, 2007, Marfai e] al., 2008), kina
Jawa Barat kembali diguncang gempabumi
merusak berkekuatan M=73 Skala Richter,
Fusal gempabumi terletak di Samudra
Hindia, tepatnya berada pada jarak 142
kilometer baratdaya Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Dahsyatnya energi yang terpancar dari
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hiposentrum saal gempabumi membentuk
spektrum getaran sangat luas hingga dapat
dirasakan di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan
sebagian Sumatera bagian selatan (hitp://
WIWW.LSES-ZOV).

Dengan menerapkan model tektonik
lempeng Pulau Jawa serta dengan
memperhatikan landainya zona megathrust
di tempat ind tampaknya gempabumi yang
terjadi disebabkan oleh aktivitas subduksi

dangkal yang bersumber dekat Palung Jawa, .

Gempabumi semacam ini pernzh terjadi
pada tahun 1942 di selatan Jawa Tengah,
yang menimbulkan kerusakan parah pada
kota-kota yang berdekatan dengan pesisir
selatan, sepert Bantul, Kebumen, Gombong,
Purwokerto, Cilacap dan Pacitan (Daryono,
2009),

Menurat laporan terakhir Badan
MNasional Penanggulangan Bencana (BNFPB)
tanggal B September 2009 korban meninggal
akibat Gempabumi Tasikmalaya mencapai
lebih dari B0 orang dan korban luka sebanyak
lebih dari 1.260 orang yang berasal dari
berbagai wilayah kabupaten di Jawa Barat
(http:/ / www bnpb.go.id). Laporan survei ind
disusununtuk mengetaboi data mikroseismilk,
makroseismik, penyebab kerusakan dan efek
skunder dari Gempabumi Tasikmalaya 2
September 2009,

2. TATAAN TEKTONIK
SEISMISITAS

Jawa Barat merupakan bagian dari

kerangka sistem tektonik Indonesia, Daerah

ini termasuk dalam jalur gempabumi

DAN

Mediteranian danberada pada zona pertemuan

596

lempeng tektonik utama Pertemuan kedua
lempeng ini bersifat konvergen, sehingga
keduanya bertumbukan dan salah satunya,
vaitu lempeng Indo-Australia, menyusup ke
bawah lempeng Eurasia (Verstappen, 2000},
Pada batas lempeng ini ditandai dengan
adanva palung samudra, terbukti dengan
ditemnukannya palung di selatan jawa Barag
vang dikenal sebagai Palung Jawa (java
Trench).

Pergerakan lempeng Indo-Australia
terhadap lempeng Eurasia mengakibatkan
daerah Jawa Barat sebagai dacrah yang
memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di
Indonesia berkaitan dengan aktivitas benturan
lempeng (plate collision). Pergerakanlempeng
ini menimbulkan struktur-struktur ektonik
yang merupakan ciri-ciri sistem sitbduksi,
yaitu Beniotf Zone, palung laul, punpggung
busur luar (outer arc ridge), cekungan busur
luar {outer arc basin), dan busur pegunungan
(volcanic arc) (Daryona, 2009) (Gambar 1).

Selain rawan gempabumi akibat
aktvitas benturan lempeng, Jawa Barat juga
rawan gempabumi akibat aktivitas sesar
lokal di daratan. Struktur ini terbentuk akibat
desakan lempeng Indo-Australia di daerah
Jawa Barat. Beberapa sesar aktif di Jawa

Barat, diantaranya adalah Sesar Cimandin di

sekitar wilayah Kabupaten Sukabumi, Sesar
Baribis di wilayah Kabupaten Kuningamn
hingpa melewati Kabupaten Majalenghka dan
Sesar Lembang terletak di sekitar Lembang,.
Jika terjadi aktivitas sesar-sesar aktif ini
maka dapat membangkitkan gempabumi
di daratan vang berpotensi menimbulkan
kerusakan {Suparto et al., 2006).
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Gambar 1. Peta seismotektonik dasrah Jawa Barat dan sekitarnys
(Sumber: hitps fwww, usgs. gov)

Jawa Barat merupakan suatu daerah
dengan struklur palung kepulauan yang
khas, dengan karakteristik fislografik yang
unik, karena terletak paca sistem pegunungan
Mediterania vang terbentang di Pulau
Sumatera, [awa, Bali dan Nusa Tenggara.
Interaksi antara kedua lempeng tersebul
menjadikan kawasan ind sebagal salah satu
negara dengan aktivitas seismik vang tinggi
(Daryono, 2009},

Untuk mengungkap tingginya tingkat
kerawanan gempabumi di Jawa Barat, perlu
dilakukan kajian aspek seismisitas secara

menyeluruh. Berdasarkan dala seismisilas

Jawa Barat (Gambar 2}, tampak aktivitas
kegempaan di daerah ini memang cukup
tnggi, bervariasi dalam berbagal magnitudo
dan kedalaman,

Berdasarkan variasi kedalamannya,
seismisitas Jawa Barat didominasi oleh
aktivitas gempabumi dangkal dan menengah
Gempabumi kategori ini lebih banyak
disebabkan oleh akbvitas subduksi dangkal

dan menengah dekat Palung Jawa. Sebaran

gempabumi dengan kedalaman menengah
tampak lebih terkonsentrasi di lapas pantai
selatan dan daerah pesisir selatan Jawa Barat

{hitp: /[ / www.usgs.zov).

0 400 &0
distance &ong profile (km)

Gambar L Pata sesmisibas dan penampangimbang hiposenter Jawa Barat (Sumber: http:y! S woww.uisgs.aov)
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Sebaran gempabumi menengah yvang
memiliki kedalaman 60 - 300 kilometer dinilai
kurang berbahaya. Hal itu disebabkan oleh
karena hiposenternya cukup dalam dan
pengaruhnya terhadap permukaan tidak
terlalu signifikan, kecuali gempabumi yang
terjadi memiliki magnitudo sangat besar
sehingga pengaruhnya dapat dirasakan.
Gempabumi dengan kedalaman di atas
300 kilometer dinilai tidak membahayakan
mengingat aktivitasnya sangat dalam.
Seismisitas gempabumi dalam di utara
Jawa Barat tampak distribusinya rapat,
hal ini menggambarkan adanya aktivitas
seismik gempabumi dalam. Berdasarkan
fakta ini diketahui bahwa semakin ke utara
pola hiposenter gempabumi makin dalam
(Daryono, 2009).

3. SEJARAH

MERUSAK
Sejarah mencatal, sejak 1833 hingga

2008 telah terjadi setidaknya 28 kali

GEMPABUMI

kejadian gempabumi kuat di Jawa Barat dan
diantaranya menyebabkan sunami (Suparto
et al., 2006). Jawa Barat memiliki sejarah
panjang gempabumi merusak, diantaranya
vattu:

1. Gempabumi Kuningan 1875, memiliki
gkala intensitas hingga VII-VII MML
menyebabkan 628 rumah rusak berat
dan 7 orang tewas di Kumngan.
Gempabumi Tasikmalaya 2 November
1979 (M=64) memiliki skala intensitas
hingga VII MMI, menyebabkan 1.430
rumah rusak berat dan 10 orang tewas di
Tasikmalaya.

398

3. Gempabumi Majalengka 6 Juli 1990
(M=5.8) memiliki skala intensitas hingga
V-V MMI, menyebabkan B.000 rumah:
rusak berat di Majalengka,

Gempabumi Sukabumi 12 Juli 2000
(M=5.1) memiliki skala intensitas hingga.

W-VT MMI, menyebabkan 365 rumah
rusak berat di Sukabumi.

Gempabumi Gunung Halu 15 April 2005
{M=5.0) memiliki skala intensitas hingga:
V MMI, menyebabkan 139 rumah rusak
berat di Gunung Halu.

Gempabumi dan Tsunami Pangandaran
17 Juli 2008 (M=7.7} memiliki skala
intensitas hingga IV MMI, menyababkan
550 orang tewas akibal terjangan tsunami
di Pangandaran.

4. GEMPABUMI TASIKMALAYA
2 SEPTEMBER 2009

4.1 Data Mikroseismik

Bardasarkan analisis seismogram
yang terpantau secara realtime di Pusat
Gempabumi Nasional (PGN), Badan
Meteorologi Klimatologl dan Geolisika
(BMEKG) Jakarta, Gempabumi Tasikmalaya
2 September 2009 terdiri atas gempabumi
utama (mainshock) dan gempabumi susulan
(aftershocks). Adapun parameter gempaburmi
utama adalah sebagai berikut:
1. Origin Eme : 14:55:00 WIB
2. Episenter  :8.24° L5- 107.32° BT
3. Magnitudo : 7.3 Skala Richter
-i. Kedalaman : 30 kilometer.
Pusat gempabumi berada di Samudra Hindia
142 km Baratdaya kota Tasikmalaya, Jawa
Barat.
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Berdasarkan rilis gempabumi susulan
yang dipublikasikan BMEG, pada hari
pertama dan kedua pasca gempabumi
utama, terjadi gempa susulan 90 kah dengan
kekuatan yang berbeda. D4 hari pertama
kekuatan gempa susulan sebesar 5,8 Skala
Richter, dan di hari keduea menurun menjadi
3,4 Skala Richter. Sedangkan pada Jumat 4
September pukul 16.00 WIB, terjadi 12 kali
gempa susulan dengan kekuatan 2,3 Skala
Richter (hitp;/ /www bmkg go.id),

4.2 Data Makroseismik

Ada dua metoda untuk mengukur
kekuatan gempabumi, vaitu metoda kuantita e
dan metoda kualitatil, Metoda kuantitabE
Mengukur besar energl vang dilepas oleh
gempabumi di fokusnya, vang biasa disebut
sebagal magnitudo gempabuml Metoda
kualitatif mengukur tingkat kerusakan yang
ditimbulkan cleh gempabumi.

Metoda kualitatif sering disebut sebagai
intensitas gempabumi. Intensitas gempabumi
adalah sekala kekuatan gempabumi di
permukaan bumi, yang ditentukan
berdasarkan pengamatan makroseismik
(dampak gempabumi yang dapat diketahui
secara visual atau dirasakan oleh yang
merasakan gempabumi). Di Indonesia
pengamalan intensitas gempabumi mengacn
kepada skala MMI yvang memiliki skala I
sampal dengan XIL

Tujuan dilakukan survei makroseismik
Gempabumi Tasikmalaya 2 Septermber 2009
adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan
intensitas yang diakibatkan oleh gempabumi
dan juga untuk memberikan verifikasi
terhadap datz mikroseismik. Intensitas
maksiman Gempabumi Tasikmalaya berkisar
antara IV sampai VII MMI (Tabel 1} dan
dapat digambarkan sebagai peta isoseismal
(Gambar 3).

Tabell. Intensitas Gempabumi Tasikmalaya 2 September 2009

Mo Mama Kotk

| Intensitas Gempabumi
(MMI)

Banjar

Pameungpeuk

Banjaran

Su:'er‘an'n,?

_F‘a.f.eh

L iranjang

Bandiing
B | Bekasi

4 | Jakarta

10 | fangerane

11 | Depok
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Gatnbar 3. Peta Isoseiemal Gempabuumi
Tasikmalaya Seplember 2002
Sumber httpr / www, osgs, pov)

5. PEMBAHASAN

Berasarkan hasil survei kerusakan
gempabumi di Desa Jayapura (630 meter
dpl), Kecamatan Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya, diketahui adanya tingkat
kerusakan bangunan rumah dari skala rusak
ringan hingya rusak berat: Kerusakan akibat
gempabumi di daerah i ampaknya sangat
dipengaruhi oleh faktor efek topografi karena
lokasinya yang berada di puncak igir sebuah
perbukitan (Gambar 4), disamping faktor lain
yaitu struktur bangunannya yvang dibawah
standar l.ahan gﬁ'mpabum':
" :‘T’ T;E'm. "- |‘rﬂ

:]:1 |1}::.T|TL"I '] '“'"

I'.
|
|‘:I ..r'l:..i N .I

15T
‘I-”"I‘F’;-"-.

Lfferaa s

=
=

Gambar 4. Peta RB] Desa Jayapura Kecamatan
Clgalontang, Kabupaten Tasskmalsya

Kerusakan akibat local site effact

topograli permukaan disebabkan karena

600

terjadi amplifikasi yang besar dalam araly
horizontal, Semakin curam lereng perbukitan
maka semakin besar amplifikasinya. Namun
demikian, nilai absolut amplifikasi ini suli
dikuantifikasi karena refleksi yang kumplelgﬁrl
pada geametri perbukitan (Capua et al;
20006).

Desa Javapura, mempunyai terletak di
puncak igir perbukitan. Pemukiman yang
terletak di puncak igir perbukitan akan
lebih mudah bergetar dibandingkan dengan
vang terletak di daerah yang topogralinga
relatif datar, Getaran gempabumi juga
memicu ketidakstabilan lereng, sehingpa
ditermukan kejadian longsor di sekitar daerah
kerusakan

Daerah vang mengalami kerusakan,
selain terletak ditgir perbukitan juga terletak
di daerah di sekitar jalur patahan. Strukur
patahan i dapat teramati dari pola aliran
Sungai Ciwulan dan Sungai Cimawate
{Gambar 5). Sbruktur patabian yang berada di
Kecamatan Cigalontang adalah patahan yang
sejajar dengan Sungai Ciwulan dan Cimawate
dengan arah fmur barat. Keberadaan pataban
ini dapat memperparah kerusakan, terbukti
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banyaknya kerusakan yang bersifat merata
sejajar dengan jalur patahan. [adi secara
fisik kerusakan bangunan di Tasikmalaya
dipengaruhi olsh lokasinya yang berada di
puncak igir perbukitan dekal dengan jalur

Gambar 3. Peta Geologi daerah Tastkmalaya
{Sumber - Péta Gm]uﬂl: Lemebar Ta:i]:mah:ﬂ:]-

Survei yang dilakukan felah menemukan
banyak struktur bangunan rumah di daerah
kerusakan ternyata mempunyai kualitas
yang rendah (Gambar 6), Banyak rumah
yvang roboh dan rusak berat disebabkan
tidak adanya rangka atau tulangan besi
pada kolom-kolomnya. Akibatnya tidak ada
pengikat yang kuat dalam strukbur bangunan

perumahin.

Sebaliknya, pada bangunan rumah
yang mempunyai kualitas struktur bangunan
vang lebih baik, yaitu terdapat besi pada
kolominya, tidak mengalami kerusakan berat
Beberapa bangunan rumah yang kualitasnya
lebih baik hanya mengalami retakan kecil
atan mengelupagnya kulit tembok (Gambar
7). Berdasarkan beberapa hal tersebut di

catas menunjukkan bahwa salah satu faktor

penyebab terjadinya kerusakan bangunan
adalah kualitas struktur bangunan yang
rendah.

Rumah panggung vang terbuat dari kayu
ternyata dapat mengurangi risiko bencana
gempabumi. Ada sebuah fenomena menarik
di tengah-tengah banyaknya rumah tembokan
yang roboh. Semua rumah panggung yang
struktur bangunannya terbuat dari kayu
ternvata bidak mengalam kerusakan saat
terjadi gempabumi (Gambar 8). Keberadaan
bangunan ini merupakan salah satu bukti
kearifanan lokal rumah tahan gempabumi

masa lalu. Bangunan rumah semacam ini

Cambar 6, Kerusakan pada bangunan yang straekluronys kurang baik

a0l
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Gambar 7. Kerusakan pada bengunan vang strikiurnya cukup baik

perlu mendapatkan perhatian khusus, jika
perlu dilestarikan dan dikembangkan karena
telah terbukb tangguh dan mampu bertahan
saat terjadi gempabumi,

Gempabumi selain menimbulkan
dampak langsung berupa getaran kuoat,
juga memicu terjadinya bencana sekunder,
Bencana sekunder dampak gempabumi
adalah tsunami, tanah longsor, kebakaran,
bahkan dapat memunculkan bencana sosial.
Dampak sekunder gempabumi Tasikmalaya

Gambar &, Salal satu ruiiah pangeung knpu di Desa Jaya Pure yang tetap kokol saat gempabumi

602

salah satanyaadalah tanahlongsor (landslide}.
Tanah longsor merupakan runtithnya I:\ﬂtEl:ia_l
akibat adanya pengaruh gravitasi. Longsoran
ini dapat dipicu oleh adanya air maupun
getaran efek topograli saat terjadi getaran
gempabumi (Gambar 9.

Gempabumi Tasikmalaya juga
menimbulkan dampak sekunder berupa
rekahan bnah (ground faulting). Rekahan ind
muncul karena dipicu oleh adanya getaran

gempabumi yang kuat, Rambatan energa’
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Canshar IO Betakan fanah yang merusak jalan mva di Desa Jaya Pura.

yang besar pada jalur sesar di Desa Jaya Pura
jaga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas
infrastruktur jalan raya utama Desa Jaya Pura
(Gambar 10).

Gempabumi juga mengakibatkan
munculnya mata air artesis di Desa Pasirgede,
Kecamatan Sukahening, Kota Tasikamalaya.

Air tanah yang keluar berwarma putih yang

diperkirakan tercampur dengan endapan
abu vulkanik (air yang dirasakan tawar dan
terdapat tekstur kasar seperti abu/ pasir) dan
tercium bau gas. Semburan ini diperkirakan
bukan belerang. Hal ini diperkuat dengan
keberadaan tanaman yang tidak mengalami
(Gambar 11). Namun demikian masih perlu
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Gambar 11, Semburan mata air arbogis di Desa Pasirgedo

dilakukan peneliian vang lebih mendalam
berkaitan dengan semburan yang terjadi
dengan bantuan peta gealogi, peta air tanah
dan analisis laboraforium

6. KESIMPULAN

Kerusakan bangunan yvang terjadi
akibat gempabumi di daerah survei Desa
Jayapura, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten
Tﬂﬁikma]aya disebablkan oleh dua faktor.
yaitn efek topografi karena mumnskam}ra
percepatan getaran tanah di puncak igir
perbukitan dan rendahinya kualitas bangunan
rumah di daerah yang mengalami kerusakan.
Berbagai fenomena alam yang muncul akibat
longsoran ini dipengaruhi oleh adanya efek
faktor topograli serta adanya jalur patahan
yang berada Jdi daerah kerusakan, Gempa
tektonik di Tasikmalaya telah mengakibatkan
dampak sekunder berupa longsoran, rekahan
tanah dan munculnya mata air artesis.
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PETUNJUK UNTUK PEMNULIS

Redaksi Jurnal Kebencanaan Indonesia menerima tulisan atan hasil penelitian tentang
kebencanaan di Indonesia, Naskah harus belum pernah di publikasikan dalam media kin
Maskah ditulis dalam bshasa Indonesia baku atau bahasa Ingerns berupa ketikan ash atau
rekaman dalam disket atan CD, dengan panjang tulisan maksimum 20 halaman, ketikan pada
halaman kuarto spasi ganda. Redaksi berhak mengurangi panjang naskah yang dianggap terlalu
panjang dan tidak penting bagi pembaca, dan berhak menolak naskah yang diangeap tidak
memenuhi ketentuan-ketentuan vang dipersyaratkan. Persyaratan naskah disusan mengilouti

ketentuan sebagai berikut

Judul, ditulis singlat, informatif, dan mengEambarkan isi pokok tulisan

)
2 Nong pengamitg ditulis lengkap tanpa gelar dan instansi tempat bekerja
i ]

AbstrafyInbizari, dibuat bidak lebih dard 250 kata vang merupakan uraian singkat tulisan
secara menvelurih, vang memuat bujuan, metode dan hasil penelitian, dalam babasa inggeris
Eatakunei, dicantumkan di bawah intisari, maksimal 6 kata
Pendalrulian, menguraikan latar belakang masalah, tujuan peneliian dan teon-teori yang
melandasi penelitian tersebut
Metode penelition, yang mencakup materi, alat, cara penelitian dan cara analisis data
Hosil dan Peribahasanan, hasil penehbban ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, peta,
diagram, model, kemudian langsung dibahas dengan kaidah-kaidah ilmiah,
Kesimpulin, merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari hasil dan
pembahasan vang merupakan jawabanatas pertanyaan penelitian.
Licapan bevima kasit bila perlu
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